Menimbang :

Mengingat

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARO,

bahwa dalam rangka pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan
Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga
Negara, perlu dilakukan koordinasi penerapan, pemantauan,
dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal yang disusun dalam
satu rencana aksi daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pengkoordinasian
rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan
dalam bentuk Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Tahun 2024-2028;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6864);

5. Peraturan. . .



10.
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan  Minimal @ Sub Urusan Bencana  Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan
Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 158);

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 0S5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo
(Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);

MEMUTUSKAN. . .



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

il

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Daerah adalah Kabupaten Karo.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Karo

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Karo.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Inspektorat adalah PD yang melaksanakan fungsi pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Bagian Pemerintahan adalah PD yang melaksanakan fungsi penyusunan
kebijakan Daerah di bidang Pemerintahan Daerah.

Badan Keuangan dan Asset Daerah selanjutnya disingkat BKAD adalah PD
penyelenggara urusan bidang keuangan pada sub wurusan pengelolaan
keuangan dan asset Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah PD penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan
pengembangan Daerah.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan
mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan
pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara
minimal.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar
warga negara

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan
barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap
warga negara secara minimal.

Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut
Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan
langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau
jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan
Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan. . .
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Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh
PD untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu
program.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian
kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD
adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah
dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan
undang-undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
Tim Penerapan SPM adalah gabungan dari beberapa perangkat daerah yang
bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu layanan dasar
yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II
RENCANA AKSI PENERAPAN SPM
Pasal 2

Renaksi Penerapan SPM Tahun 2024-2028 menjadi pedoman dan arahan dalam:

a.

(1)

(2)

upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan
dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara
secara minimal; dan
pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam upaya pencapaian SPM di
Daerah.

Pasal 3

Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM Tahun 2024-2028
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertuang dalam Dokumen Renaksi
Penerapan SPM yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Babl : Pendahuluan

b. Bab Il : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

c. BablIlI : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM

d. Bab IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan
e. BabV : Kesimpulan dan Saran.

Strategi dan pemenuhan penerapan SPM pada ayat (2) dituangkan dalam
matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:

a. Program, Kegiatan dan sub Kegiatan;

b. Indikator Kinerja Jenis Pelayanan Dasar terhadap penerima layanan dasar
dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;

tahun dasar pelaksanaan;

pencapaian SPM;

inisiasi;

sumber pendanaan; dan

instansi pelaksana.

@t o oo

(3) Rincian . . .
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(3) Rincian Dokumen Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III
KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 4

(1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di Daerah.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan
b. penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM.

(3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh Tim Penerapan SPM.

(4) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB IV
PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA
Pasal 5

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan
sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.

(2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Bagian
Pemerintahan selaku sekretaris tim Penerapan SPM dan dilaksanakan oleh
PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.

(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari PD yang
membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, yang terdiri
atas:

a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh
barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar warga negara secara minimal
sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya;

b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah
sarana dan prasarana yang tersedia; dan

c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.

(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk
format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait
Pelayanan Dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses
penyusunan Renaksi Penerapan SPM.

(5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui verifikasi data dari PD yang membidangi urusan
kependudukan dan pencatatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM
bersama dengan PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait
layanan dasar.

BAB YV
INTEGRASI SPM
Pasal 6

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke
dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

(2) PD yang membidangi urusan Pemerintahan wajib terkait layanan dasar
memprioritaskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan
Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

(3) Bappedalitbang



(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Bappedalitbang selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam
dokumen RKPD dan Renja PD.

Pasal 7

Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke
dalam dokumen APBD.

Bappedalitbang selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM dan BKAD selaku
anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi
ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen
pelaksanaan anggaran PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib
terkait layanan dasar.

BAB VI
STRATEGI PENERAPAN SPM
Pasal 8

Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM
dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.

Bagian = Pemerintahan  selaku  sekretaris Tim  Penerapan SPM
mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan PD yang
membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun untuk periode 5 (lima) tahun.

Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:

pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan,;
bimbingan teknis penerapan SPM;

pendidikan dan pelatihan; dan

konsultasi penerapan SPM.

a0 oTp

Pasal 9

Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada masyarakat
sebagai penerima manfaat.

Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk menyampaikan strategi dan rencana Program Kegiatan pemenuhan SPM
pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.

Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan PD yang
membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media
lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum kemasyarakatan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 10

Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan
SPM di Daerah.

Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.

(3) Hasil
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(1)
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(1)
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(1)

(2)

(3)

(4)

(9)
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Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan
kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 11

Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat
melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan
dikonsolidasikan oleh PD yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat
melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 12

Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan
Penerapan SPM.

Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan
analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
triwulan empat.

Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 13

PD yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
melaporkan Penerapan SPM kepada Sekretariat Bersama di tingkat pusat
melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi https://spm.bangda.
kemendagri.go.id.

Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
secara triwulan yang difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris
Tim Penerapan SPM.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 14

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

a. APBD; dan/atau

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan

dalam pemenuhan penganggaran Daerah.

Sekda selaku Ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pendanaan

penerapan SPM yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a.

Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim

Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak

mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

PD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa selaku anggota

tim penerapan SPM, dapat menganggarkan pendanaan penerapan SPM

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Sekda . . .
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(6) Sekda selaku Ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber
pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan
Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai
peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
tanggal 12 Agustus 2024

SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 12 Agustus 2024

e




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 2 2TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN

MINIMAL TAHUN 2024 - 2028

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa atas segala berkat dan karuniaNYA, dalam proses penyusunan Peraturan
Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-
2028, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh
setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini
mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang
harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan.
Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, Pemerintah
Kabupaten Karo melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan
pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan
sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Karo untuk membuat desain
perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Penerapan
Standar Pelayanan Minimal.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh
pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM ini terutama
stakeholder yang terlibat langsung dalam penyusunan. Kami berharap Renaksi
Penerapan SPM ini mampu memberikan perubahan dalam mendukung
perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas

dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat
3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya
merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa
penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan
pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan
SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang
merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga
Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi 1)
Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum, 4) Perumahan Rakyat,
5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, dan 6)
Sosial.

Ke enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang
diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah
Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban
untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan
berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing
kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara
umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang- kurangnya memuat
standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas
sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara

pemenuhan standar.



Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatar belakangi karena
penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih
banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah
Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana
pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di daerah,
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2)
menyebutkan Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas
diantaranya mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk

peraturan bupati/wali kota.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah
untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan
program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar
dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara
minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah
sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang
sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan
Kabupaten Karo.

2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan
pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.

3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan
pencapaian SPM.

4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang
disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten Karo dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas
masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan
kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan

program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.



1.3 Kondisi Umum Daerah
1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Secara Geografis letak Kabupaten Karo berada diantara 2.500-3.190 Lintang
Utara dan 97.550-98.380 Buyjur Timur dengan luas 2.127,25 Km?2 atau 2,97 persen
dari luas Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Karo terletak pada jajaran Bukit
Barisan dan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. Dua gunung
berapi aktif terletak di wilayah ini sehingga rawan gempa vulkanik. Batas

Administrasi Kabupaten Karo dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Peta 1.1
Administrasi Kabupaten Karo

PETA12

BATAS ADMINISTRASI
KABUPATEN KARO

4.
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Kabupaten Dairi

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

Sumber: RTRW Kabupaten Karo 2022-2042

Wilayah Kabupaten Karo di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten
Langkat dan Deli Serdang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli
Serdang dan Simalungun, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi,
serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.
Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Karo berdasarkan luas wilayah

kecamatan dan jumlah desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karo

Tabel 1.1

LUAS PERSENTASE
NO | KECAMATAN | WILAYAH | THD LUAS | "ppgy” | woyumaman | KEL/DESA
1 | Mardingding 267,11 12,56 12 - 12
2 | Laubaleng 252,60 11,87 15 - 15
3 | Tigabinanga 160,38 7,54 19 1 20
4 | Juhar 218,56 10,27 25 - 25
5 | Munte 125,64 5,91 22 - 22
6 | Kutabuluh 195,70 9,20 16 - 16
7 | Payung 47,24 2,22 8 - 8
8 | Tiganderket 86,76 4,08 17 - 17
9 | Simpang Empat 93,48 4,39 17 - 17
10 | Naman Teran 87,82 4,13 14 - 14
11 | Merdeka 44,17 2,08 9 - 9
12 | Kabanjahe 44,65 2,10 5 13
13 | Berastagi 30,50 1,43 4 10
14 | Tigapanah 186,84 8,78 26 - 26
15 | Dolat Rayat 32,25 1,52 7 - 7
16 | Merek 125,51 5,90 19 - 19
17 | Barusjahe 128,04 6,02 19 - 19
Jumlah 2 127,25 100 259 10 269

Sumber: BPS Karo, 2023

Dari Tabel Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karo dapat dilihat
bahwa kecamatan di Kabupaten Karo sebanyak 17 (Tujuh belas) kecamatan.
Jumlah seluruh desa/kelurahan adalah 269 (Dua ratus enam puluh sembilan)
yang terdiri dari 259 desa dan 10 kelurahan. Wilayah kecamatan yang terluas
adalah kecamatan Mardinding dengan luas 267,11 km?2 (12,56% dari luas
kabupaten) dan luas terkecil adalah Kecamatan Berastagi seluas 30,50 km? (1,43%

dari luas kabupaten).

Dari Tabel Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karo dapat dilihat
bahwa kecamatan di Kabupaten Karo sebanyak 17 (Tujuh belas) kecamatan.
Jumlah seluruh desa/kelurahan adalah 269 (Dua ratus enam puluh sembilan)
yang terdiri dari 259 desa dan 10 kelurahan. Wilayah kecamatan yang terluas
adalah kecamatan Mardinding dengan luas 267,11 km?2 (12,56% dari luas
kabupaten) dan luas terkecil adalah Kecamatan Berastagi seluas 30,50 km? (1,43%

dari luas kabupaten).

Kabupaten Karo berada pada posisi geografis 2°50’ sampai 3°19’ Lintang
Utara dan 97°55’ sampai 98°38’ Bujur Timur, dan berada pada wilayah Dataran
Tinggi Bukit Barisan.



Letak geografis Kabupaten Karo yang berada di dataran tinggi bukit barisan
dengan hawa sejuk, dan berada pada jalur perlintasan Kota Medan dengan
Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Samosir dan beberapa
kabupaten/Kota Provinsi NAD sehingga posisinya menjadi sangat strategis dalam
pengembangan ekonomi dan daerah tujuan wisata.

Kabupaten Karo merupakan wilayah dengan karakter agraris yang
ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk sektor pertanian

seluas 197.525 ha atau sebesar 92,85% dari luas wilayah Kabupaten Karo.

1.3.2 Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Karo dengan elevasi terendah +77 m di atas
permukaan laut berada di Paya Lah-lah (Kecamatan Mardinding) dan elevasi
tertinggi +2.447 m di atas permukaan laut adalah di Gunung Sinabung.

Daerah Kabupaten Karo yang berada di daerah dataran tinggi bukit barisan
dengan kondisi topografi yang berbukit dan bergelombang, maka di wilayah ini
ditemui banyak lembah dan alur sungai yang dalam dan lereng-lereng bukit yang
curam/terjal.

Kabupaten Karo memiliki lahan pertanian yang luas. Dari seluruh luas lahan
yang ada di Kabupaten Karo pada tahun 2021, dipergunakan untuk lahan sawah
sebesar 10.223 ha (4,81%), lahan pertanian bukan sawah 187.302 ha (88,05%),
dan Lahan penggunaan lainnya 15.200 ha (7,14%).

1.3.3 Hidrologi

Kabupaten Karo dilalui oleh dua sungai utama yaitu Sungai Wampu (Lau
Biang) yang bermuara ke Selat Malaka dan Sungai Lau Renun (Lau Bengap) yang
bermuara Samudra Hindia. Jumlah anak-anak sungai yang bermuara ke kedua
sungai diatas tercatat lebih kurang 43 buah. Pada umumnya Daerah Aliran Sungai
(DAS) anak-anak sungai tersebut relatif kecil dan mempunyai kemiringan relatif
tinggi.

Selain dari pada air dalam bentuk aliran sungai dan anak-anak sungai juga
terdapat air permukaan dalam bentuk danau yakni Danau Lau Kawar di

Kecamatan Naman Teran dan Danau Toba di Kecamatan Merek.
1.3.4 Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Karo pada tahun 2022 berjumlah 414.429
jiwa yang mendiami wilayah seluas 2.127,25 km?. Kepadatan penduduk

diperkirakan sebesar 195 jiwa/km?. Laju Pertumbuhan Penduduk Karo adalah

sebesar 1,31 persen per tahun. Jumlah desa, luas wilayah dan jumlah penduduk



dan kepadatan penduduk per kecamatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2022

10  Mardingding 20 470 4,94 1,44 77
20 Laubaleng 21173 5,11 1,4 84
30  Tigabinanga 22 803 5,9 1,05 142
40  Juhar 15 034 3,63 0,98 69
50  Munte 23 478 5,67 1,38 187
60  Kutabuluh 12 972 3,13 1,61 66
70  Payung 12 483 3,01 1,1 264
71 Tiganderket 14 767 3,56 0,87 170
80  Simpang Empat 21736 5,24 1,04 233
81  Naman Teran 14 933 3,6 1,21 170
82  Merdeka 15 985 3,86 1,44 362
90  Kabanjahe 75 387 18,19 1,37 1688
100 Berastagi 49 197 11,87 1,13 1613
110  Tigapanah 35 143 8,48 1,43 188
111 Dolat Rayat 10 132 2,44 1,58 314
120  Merek 23 672 5,71 2,17 189
130  Barusjahe 25 064 6,05 0,97 196
Jumlah 414 429 100 1,31 195

Sumber: BPS Karo, 2023

1.3.5 Wilayah Rawan Bencana

Dari Analisis Kajian Resiko Bencana Kabupaten Karo juga terdapat beberapa
potensi bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Karo yaitu bencana gempa bumi,
tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang
ekstrim dan abrasi serta kebakaran hutan dan lahan. Melalui Kajian Resiko
Bencana terdapat 4 (empat) prioritas jenis bencana yaitu, letusan Gunung Api
Sinabung, gempa bumi, longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Rekapitulasi

kajian bahaya di Kabupaten karo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Rekapitulasi Kajian Bahaya Kabupaten Karo
JENIS BAHAYA BAHAYA
Total Luas (ha) Kelas
Banjir 7.542 Tinggi
Banjir Bandang 3.185 Tinggi
Cuaca Ekstrim 164.569 Tinggi
Gempa Bumi 212.723 Tinggi
Kebakaran Hutan dan Lahan 66.117 Tinggi
Kekeringan 212.723 Tinggi
Letusan Gunung Api Sibayak 10.110 Tinggi
Letusan Gunung Api Sinabung 44.635 Tinggi
Longsor 103.845 Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022



1. Banjir
Berdasarkan parameter bahaya banjir, maka diperoleh potensi luas bahaya

dan kelas bahaya banjir di Kabupaten Karo.

Tabel 1.4
Potensi Bahaya Banjir Klasifikasi Tinggi di Kabupaten Karo
NO KECAMATAN Total Luas (ba) BAHAYA —
1 | Laubaleng 2.951 Tinggi
2 | Mardingding 4.591 Tinggi
Total Kabupaten Karo 7.542 Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut,
maka dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana banjir di
Kabupaten Karo adalah 7.542 ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas
bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota

terdampak.

2. Banjir Bandang
Potensi luas bahaya banjir bandang di Kabupaten Karo di 10 (Sepuluh) kecamatan,
maka dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana banjir bandang
di Kabupaten Karo total luas bahaya adalah 3.185 ha yang berada pada kelas
tinggi. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per
kecamatan terdampak.
3. Cuaca Ekstrim

bahaya terhadap bencana cuaca ekstrim diperoleh bahwa potensi luas
bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Karo terdapat di 17 kecamatan dan luas
wilayah yang berpotensi mengalami bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Karo
total luas bahaya adalah 164.569 ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan
kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan
terdampak.
4. Gempa Bumi

Hasil pengkajian bahaya terhadap bencana gempa bumi di Kabupaten Karo
terdapat di 17 (Tujuh belas) kecamatan dan berdasarkan luas bahaya dan kelas
bahaya seluruh kecamatan tersebut sedangkan luas wilayah yang berpotensi
mengalami bencana gempa bumi di Kabupaten Karo adalah 212.723 ha yang
berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas

bahaya maksimal per kecamatan terdampak.



Tabel 1.5

Potensi Bahaya Gempa Bumi per Kecamatan di Kabupaten Karo

NO KECAMATAN TOTAL LUAS (HA)BAHAYA KELAS
1 | Barusjahe 12.804 Sedang
2 | Berastagi 3.050 Sedang
3 | Dolat Rakyat 3.225 Sedang
4 | Juhar 21.857 Tinggi
S | Kabanjahe 4.465 Sedang
6 | Kutabuluh 19.569 Tinggi
7 | Laubaleng 25.260 Tinggi
8 | Mardingding 26.710 Tinggi
9 | Merdeka 4.417 Sedang

10 | Merek 12.551 Tinggi
11 | Munte 12.564 Sedang
12 | Naman Teran 8.782 Sedang
13 | Payung 4.725 Sedang
14 | Simpang Empat 9.348 Sedang
15 | Tigabinanga 16.039 Tinggi
16 | Tiganderket 8.675 Sedang
17 | Tigapanah 18.684 Sedang
Total Kabupaten Karo 212.723 Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

5. Letusan Gunung Api Sibayak dan Sinabung

Hasil kajian bahaya terhadap bencana Gunung Api Sibayak dan Sinabung,
diketahui potensi luas bahaya letusan Gunung Api Sibayak tersebar di 3 (Tiga)
kecamatan dan Gunung Api Sinabung pada 9 (Sembilan) kecamatan. Berdasarkan
luas dan kelas bahaya, dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami
bencana letusan Gunung Api Sibayak adalah 10.110 ha yang berada pada kelas
tinggi dan luas bencana Gunung Api Sinabung adalah 44.635 ha yang berada
pada kelas tinggi. bahaya letusan Gunung Api Sibayak dan Sinabung untuk

Kabupaten Karo seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6

Potensi Bahaya di Gunung Api Sinabung dan Sibayak per Kecamatan
di Kabupaten Karo

BAHAYA
No KECAMATAN Total Luas (Ha) | Kelas
Letusan Gunung Api Sibayak
1 Berastagi 1.042 Rendah
2 Merdeka 7.389 Sedang
3 Naman Teran 1.679 Tinggi
Total Kabupaten Karo 10.110 Tinggi
Letusan Gunung Api Sinabung
1 Kabanjahe 144 Rendah
2 Kutabuluh 31 Rendah




3 Merdeka 90 Rendah
4 Munte 444 Rendah
5 Naman Teran 13.687 Tinggi
6 Payung 14.771 Tinggi
7 Simpang Empat 8.812 Tinggi
8 Tigabinanga 12 Rendah
9 Tiganderket 6.639 Tinggi
Total Kabupaten Karo 44.635 Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

6. Longsor

Hasil pengkajian bahaya terhadap bencana tanah longsor, hasilnya diperoleh
potensi luas bahaya tanah longsor di Kabupaten Karo terdapat di 17 (tujuh belas)
kecamatan seperti yang tertera pada tabel di atas. Berdasarkan luas bahaya dan
kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas wilayah yang
berpotensi mengalami bencana tanah longsor di Kabupaten Karo, total luas bahaya
adalah 103.845 ha yang berada pada kelas sedang.

Potensi luas bahaya dan kelas bahaya tanah longsor di Kabupaten Karo

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.7
Potensi Bahaya di Tanah Longsor per Kecamatan di Kabupaten Karo
BAHAYA

NO KECAMATAN TOTAL LUAS (HA) KELAS
1 Barusjahe 6.438 Sedang
2 Berastagi 1.101 Sedang
3 Dolat Rakyat 1.172 Sedang
4 | Juhar 14.992 Sedang
S5 | Kabanjahe 373 Sedang
6 Kutabuluh 15.032 Sedang
7 | Laubaleng 16.257 Sedang
8 Mardingding 16.570 Sedang
9 Merdeka 2.434 Sedang
10 | Merek 4.634 Sedang
11 | Munte 3.038 Sedang
12 | Naman Teran 3.770 Sedang
13 | Payung 1.366 Sedang
14 | Simpang Empat 1.794 Sedang
15 | Tigabinanga 8.756 Sedang
16 [ Tiganderket 4.426 Sedang
17 | Tigapanah 1.694 Sedang
Total Kabupaten Karo 103.845 Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

1.3.6 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator
yang memberikan informasi tentang gambaran keberhasilan pembangunan
ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang dihitung

berdasarkan 17 (Tujuh belas) sektor strategis. PDRB dapat disajikan berdasarkan
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atas harga berlaku (PDRB ADHB) dan berdasarkan atas harga konstan (PDRB
ADHK). PDRB atas harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya
ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan
kemampuan sumber daya ekonomi yang besar. PDRB atas dasar harga konstan
akan memperlihatkan perkembangan produktivitas secara rill karena pengaruh
perubahan harga (inflasi/deflasi) sudah dikeluarkan.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku untuk tahun 2018-2022 cenderung
meningkat setiap tahunnya yaitu dari Rp19.220,88 miliar pada tahun 2018 terus
meningkat hingga menjadi Rp23.975,57 miliar pada tahun 2022. Terdapat 3 (Tiga)
lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB ADHB tahun 2022
yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran,
reparasi mobil dan sepeda motor dan konstruksi.

Perkembangan PDRB ADHB juga memperlihatkan kecenderungan yang
sama dengan PDRB ADHK.

Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Karo pada tahun 2018
sampai dengan tahun 2022 menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu pada
tahun 2018 sebesar Rpl13.744,17 miliar terus meningkat hingga tahun 2022
menjadi sebesar Rp15.197,52 miliar. Kontribusi lapangan usaha utama terhadap
PDRB ADHK sama dengan PDRB ADHB mencakup 3 (Tiga) sektor yaitu pertanian,
kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan

sepeda motor dan konstruksi.

2. Pertumbuhan Ekonomi
Dalam 5 (Lima) tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Karo cenderung fluktuatif. Penurunan yang sangat dominan terjadi pada tahun
2020, perekonomian Kabupaten Karo mengalami kontraksi dibanding
pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB terkontraksi minus
0.80 persen, penurunan pertumbuhan ini akibat pandemi Covid-19 sehingga
mengakibatkan penurunan yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Hampir
semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang terkontraksi.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo tercatat pada tahun 2022 sebesar
4,22 persen berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara

sebesar 4,73 persen dan nasional sebesar 5,31 persen.

3. Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan
Perkembangan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di

Kabupaten Karo dari tahun 2018-2022 berlangsung fluktuatif. Secara trend dalam
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periode 5 (lima) tahun tersebut menunjukkan nilai positif dimana persentase
penduduk di bawah garis kemiskinan dari tahun 2018 sebesar 8,67% menurun
menjadi 8,17% di tahun 2022.

Peningkatan persentase kemiskinan terjadi akibat dampak bencana erupsi
Gunung Sinabung yang merusak lahan dan tanaman pertanian sehingga produksi
pertanian menjadi menurun yang berdampak pada penurunan pendapatan dan
daya beli masyarakat serta dampak Covid-19.

Kondisi tingkat kemiskinan di Kabupaten Karo pada tahun 2022 sebesar
8,17%, tingkat kemiskinan ini berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara
dengan tingkat kemiskinan sebesar 8,42%. Tingkat kemiskinan Kabupaten Karo
berada di urutan ke 11 (sebelas) terendah diantara 33 (tiga puluh tiga)
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Persentase tingkat kemiskinan tertinggi
berada di Kabupaten Nias Barat sebesar 24,75% dan terendah di Kabupaten Deli
Serdang sebesar 3,62%.

1.4 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana
Aksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau
yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau
diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh

masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan
evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-
1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses
perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu
strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang

dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM
Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada pada
perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan
dasar yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan
yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi
Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan
inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya
memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan

SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling
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mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah,
baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang
sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku
pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan
SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan

Dokumen Anggaran;

2. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat
Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya,;
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Karo.
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BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Karo Tahun

2021-2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.2.1 Bidang Pendidikan

Tabel 2.1.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Karo

Tahun 2023

SPM Bidang Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Pendidikan Kesetaraan . A Realisasi
agu Anggaran
Kabupaten i i : Dasar i i _ gSPM ;gép) Anggaran SPM
Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (Delapan
. o g e g N (Rp)
tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Belas)tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar
Anak Usia Dini PendidikantDasar Pendidikan Kesetaraan
Jumlah Total Yang Jumlah Capaian (%) [Jumlah Total Yang |Jumlah Orang |Capaian (%)|Jumlah Total Yang Jumlah Orang Capaian (%)
Harus Dilayani Orang Harus Dilayani Terlayani Harus Dilayani Terlayani
Terlayani
1 2 3 G 5 6 7 8 9 10 i1 12
KARO 13,041 5,347 41% 71,329 62,410 87% 379 379 100% 92.085.521.119 69.938.248.990

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab

. Karo Tahun 2023
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2.2.2 Bidang Kesehatan
Tabel 2.2.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Karo Tahun 2023
SPM Bidang Kesehatan
Pelayanan Kesghatan Ibu| Pelayanan Kesghatan Ibu| Pelayanan Kesehgtan Bayi Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Hamil Bersalin Baru Lahir Balita Pada Pada Pada
Usia Pendidikan Dasar Usia Produktif Usia Lanjut
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Total ngfh Capaian Total Jumlah - oppaian Total Jumlah | paian Total Jumlah | ¢gpaian Total Jumlah | ¢gpaian Total Jumlah | cgpgian Total Jumlah |0 paian
8 (%) Yan. Oy (%) Yan CEege (%) Yan e (%) Yan Osone (%) Yan g (%) Yan Orrag (%)
Yiewng Terlaya 8 Terlaya 8 Terlaya 8 Terlaya 8 Terlaya g Terlaya g Terlaya
Harus afi Harus s Harus -~ Harus = Harus s Harus i Harus n
Dilayan Dilayani Dilayani Dilayani Dilayan Dilayani Dilayani
1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 El 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
6.938 7.094 102,24 6.160 6.050 98,21% 6.160 6.050 | 98,21% 29.495 24.847 80,24% 42.385 39.692 93,64% 67.972 100.762 148,24 32.538 45.544 139,97
% % %
KARO
SPM Bidang Kesehatan
Pelayangn Kes.ehatar? Qrang Dengan Pagu Anggaran Realisasi
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Orang Pelayanan Kesehatan Orang Lissilio orimiiclio] Wikt ey SPM Anggaran SPM
P - : ) . . . . . Melemahkan Daya Tahan Tubuh
enderita Hipertensi Penderita Diabetes Melitus Dengan Gangguan Jiwa Berat Terduga Tuberkolosis X - . R (Rp)
Manusia (Human Immunodeficiency (Rp) 12
Virus Yang Bersifat
Peningkatan /Promotif dan
Pencegahan/ Preventif.
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Total Jgglr?; Capaian Total Jggfgh Capaian Total Jggf; Capaian Total Jg:;fgh Capaian Total Yang Jg?;fgh Capaian
Wiy Terlaya (%) Vet Terlaya (%) Wetagg Terlaya ) ez Terlaya %) IRIEus Terlayani )
Harus ni Harus ni Harus ni Harus ni Dilayani
Dilaya Dilaya Dilaya Dilaya
ni ni ni ni
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
6.688 38.360 573, 1.261 7.535 597,5 122 190 155, 4.556 7.839 172,05 12,587 1.392 11,05 4.766.153.815 3.146.462.503
56% 4% 73% % %
Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Karo Tahun 2023



2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.2.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Karo

Tahun 2023

SPM Bidang Pekerjaan Umum

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

Kabupaten Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari Penyediaan Pelayanan Pengelohan Air Limbah Domestik
. - SPM (Rp) SPM (Rp)
Jumlah Total Yang Harus Jumlah Orang Ca}rojalan Jumlah Total Yang Harus Jumlah Orang Calgalan
Dilayani Terlayani (%) Dilayani Terlayani (%)
1 2 3 7 5 6 7 8 9
1.825 1.515 83,01 250 254 101,6 18.235.244.499 15.354.261.675
KARO o

%

%

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Karo Tahun 2023

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.2.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Karo Tahun 2023

SPM Bidang Perumahan Rakyat

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

Kabupaten Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang
BencanaDaerah TerkenaRelokasi Program Pemerintah Daerah SPM (Rp) SPM (Rp)
Jumlah Total Yang Harus Jumlah Orang Cap%lan Jumlah Total Yang Harus Jumlah Orang Capaolan
Dilayani Terlayani (%) Dilayani Terlayani (%)
1 2 3 7 5 6 7 8 9
KARO 6 6 100% 0 (0] 0 72.157.871 72.157.871

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Karo Tahun 2023
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2.2.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.2.5 Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan
Masyarakatdi Kabupaten Karo Tahun 2023

SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
Pelayanan Ketentraman dan| Pelayanan Informasi Rawan Pelayanan Pencegahan dan Pelayanan Penyelamatan dan| Pelayanan Penyelamatan dan
Ketertiban Umum Bencana Kesiapsiagaan Terhadap Evakuasi Korban Bencana Evakuasi Korban Kebakaran Pa i ’
Kabupaten Bencana Angggl;an A Rea lsaSSlPM
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah nggaran
Total Jumlah Capaian Total Jumlah | apaian Total Jumlah Capaian Total Jumlah Capaian Total Jumlah Capaian SPM (Rp)
- Orang (%) - Orang (%) - Orang (%) - Orang (%) - Orang (%) (Rp)
ez Terlaya ez Terlaya ang Terlaya g Terlaya SN Terlaya
Harus il Harus i Harus i Harus il Harus il
Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani
1 2 3 5 6 7 8 B 10 11 12 13 14 15 i6 17 i8
100 98 98% 555 555 100% 530 536 101,1 2.423 2.569 106,0 180 180 100% 9.473.996.863 1.951.941.622
KARO 3% 2%

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Karo Tahun 2023
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2.2.6 Bidang Sosial

Tabel 2.2.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Karo Tahun 2023

SPM Bidang Sosial

Rehabilitasi Sosial Dasar

Rehabilitasi  Sosial Dasar

Rehabilitasi Sosial Dasar

Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna

Perlindungan dan Jaminan
Sosial Pada Saat Tanggap dan

Penyandang Disabilitas n N , A > Sosial Khususnya Gelandangan : Pagu Realisasi
Kabupaten Tadlemtar DAl Eemi AnakTerlantar Diluar Panti Lanjut Usia Terlgntar Diluar dan Pengemis Diluar Panti Paska Bencana Bagi Korban SerzEaEm Anggaran
Panti Bencana Daerah
J lah J lah J lah J lah J lah SPM SPM
umla umla umla umla umla
Total Jumlah | capaian| "ot Sl Capaian Total Jumlah | capaian Total Jumlah | capaian|  “ Total Jualialh Capaian (Rp) (Rp)
- Orang (%) - Orang (%) - Orang (%) - Orang (%) w0 Orang (%)
—— Terlaya o Terlaya g Terlaya s Terlaya g Terlaya
Harus e Harus il Harus e Harus v Harus il
Dilayani Dilayani Dilayan Dilayani Dilayan
i i
1 2 3 % 5 6 7 8 9 10 i1 12 13 14 15 16 17 i8
50 50 100% 454 454 100% 1.500 1.500 100% 20 20 100% 600 600 100% 515.324.330 514.283.263
KARO

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Karo Tahun 2023
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2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Karo

ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

2.2.1 Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan secara umum cukup baik. Akan tetapi dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan
dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang
dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut:

1) Pengumpulan data jumlah mutu barang/jasa mengenai teks pelajaran dan
perlengkapan jenjang SD dan SMP perlu pemisahan;

2) Belum terdistribusinya tenaga pendidik pada SD dan SMP untuk daerah
tertinggal, terdepan dan terluar dan masih terdapat guru yang belum
memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan ada beberapa guru yang sudah
memenuhi kualifikasi S-1 namun belum tersertifikasi;

3) Akses lokasi lembaga yang berbeda dan terdapat lembaga yang akses
komunikasinya terhalang jaringan;

4) Sekolah tidak update data Dapodik per triwulan, sehingga data tidak terkumpul

secara keseluruhan;

5) Belum memahami sepenuhnya mengenai perhitungan kebutuhan karena data

tidak update dari sekolah;

6) Pada tingkatan PAUD (KB, TK, TPA, SPS dan SKB) data terkadang tidak real
dilapangan akibat keterlambatan sinkronisasi data oleh operator sekolah.

7) Standar Pelayanan Minimal belum menjadi prioritas sekolah karena sekolah
masih memikirkan biaya operasional sehingga proses belajar mengajar bias

berjalan;

2.2.2 Bidang Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib
pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat
berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai
berikut:

1) Keterlambatan Puskesmas dalam pengiriman laporan data ke Dinas
Kesehatan;

2) Data dasar yang dipakai untuk target capaian SPM (Sasaran SPM)
berdasarkan data proyeksi Pusdatin, sehingga Target Pelayanan SPM dianggap
terlalu tinggi sehingga jika dibandingkan dengan capaian SPM, menjadi sangat

rendah;
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3) Kendala dalam pelaksanaan kegiatan (Pelayanan Kesehatan Orang Dengan
Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yakni masyarakat masih enggan membawa
anggota keluarga yang mengalami ODGJ ke Fasyankes;

4) Indikator SPM pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar belum

semua terlayani secara maksimal karena dana yang tidak mencukupi.

2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum secara umum mengalami
perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai
permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM,;

2) Belum terlaksananya secara maksimal proses pengumpulan pendataan,
proses evaluasi dan pembinaan dalam penerapan SPM;

3) Sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan
pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan;

4) Kurangnya sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pada saat

pengumpulan data;

5) Minimnya pembiayaan operasional pengelolaan, pemeliharaan dan termasuk

SDM pengelola;

6) Minimnya tenaga pengelola teknis kegiatan yang berkompeten dan

berkompetensi;

7) Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik

perencanaan maupun pengawasarn,

8) Belum adanya pelayanan sedot tinja baik bersifat milik pemerintah maupun
swasta secara terjadwal dan pola pikir masyarakat masih bersifat penggunaan

sarana limbah konvensional;

9) Pemerintah daerah belum memiliki instalasi pengelolaan lumpur tinja yang

aktif sehingga penggunaan sarana air limbah belum sepenuhnya;

10) Belum adanya sanitarian, kader duta sanitasi dan lembaga kewaspadaan

yang peduli terhadap sanitasi dan kesehatan lingkungan.

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat secara umum mengalami
perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai

permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:
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1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
2) Belum terlaksananya proses pengumpulan dan pendataan secara maksimal;

3) Sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan
pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan;
4) Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana pada saat

pengumpulan data;

5) Masih dalam tahapan pendataan guna memperoleh data BNBA dan masih
kesulitan cara perhitungan penerapan SPM dikaitkan dengan anggaran;

6) Belum dapat teranggarkannya fasilitasi penggantian hak atas tanah
dikarenakan bidang pertanahan baru terbentuk;

7) Belum dapat mengajukan melalui DAK integras dalam menambahan anggaran
dikarenakan belum terpenuhinya SK Kawasan Kumuh dan Review Legalisasi
RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman);

8) Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik

perencanaan maupurn pengawasarl.

2.2.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan

Masyarakat

Penyelenggaraanbidang Trantibumlinmas secara umum mengalami
perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai

permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:
1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM,;

2) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana;
3) Lemahnya Koordinasi antar OPD terkait;

4) Belum ada Basis Data Penerima Layanan Informasi Rawan Bencana, Penerima

Layanan Penyelamatan serta evakuasi korban bencana,;
5) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
2.2.6 Bidang Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial berkembang seiring waktu ke arah yang
lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM,

adalah sebagai berikut:
1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM,;

2) Belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehabilitas sosial terutama
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3)
4)

5)

6)
7)

8)

data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM;
Belum berjalannya program rehabilitasi sosial secara minimal,

Belum tersedianya peta kerawanan dan mitigasi bencana secara lengkap dan

menyeluruh;
Keterbatasan dan minimnya sumber daya manusia dalam penerapan SPM;
Minimnya sarana dan prasarana pendukung penerapan SPM; dan

Kurangnya pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap SDM.
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BAB III
STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM,

diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan

sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan
Strategi pencapaian SPM Kabupaten Karo Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.1 Strategi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Karo 2024-2028

No Program Kegiatan Sub Kegiatan Satuan Tahun Pencapaian SPM (2022) | Inisiast Sumber Instansi Pencapaian SPM (2025) Tnisiasi Sumber Instansi Pencapaian SPM (2026)
Dasar Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana

Target Reallsast “Anggaran

\\\\\\

T PROGRAM SPM T Kegiatan pemenuhan T 2023
PENDIDIKAN ANAK layanan dasar SPM

USIA DINI PAUD

560000000

70000000

12.400000

15500000

12.400000

15500000

20000000 oAy

25000000

2023

30000000 oAy

35000000

10000000 oAy

95000000

1500000000

1500000000

2023

50000000 oAy

o

50000000 oAy

60000000

50000000 oAy

o
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Penyediaan guru pembimbing Khusus paiing Sedkit 1 (salu) Kegiatan
orang pada satuan pendicikan yang menyelenggarakan
pendidikan inklusit o o o Dinas Peddian 4 4 80000000 oAy Dinas Penddikan 4 4 100000 000 DAy Dinas Pendidkan
Penempatan lulusan pendidikan dan pefatihan calon kepala Kegiatan oS
penggerak sebagai kepala sekolah N N o PENDIDIKAN 2 2 50000000 oAy Dinas penddikan 4 4 100000 000 oAy Dinas Pendidkan
Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon Kegiatan
pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai onas
pengavias sekolah s L 3 PENDIDIKAN 2 2 50000000 oAy Dinas Pendiian 4 4 100000000 oAy Oines Pendidian
‘Pemetaan kecukupan JUmIah pengawas Sekalah alan oas
penilk untuk satuan pendidikan anak usia dini o o o PENDIDIKAN 2 2 50000000 oAy Dinas pendidian 2 2 50000000 oAy Oinas pendidicn
Pementhan kialitas Peningkatan kualifkasi dan kompetensi bagi pendik dan Kegratan 2053
pendidik dan tenaga tenaga kependidikan yang belum memenuh kuaifiasi dan onas
kependidikan (PAUD) kompetensi yang 3 3 3 PENDIDIKAN s 4 450000000 oAy Dinas Pendiian 4 4 450000000 oAy Oines Pendidian
Beasiswa atau bantuan biaya pendidkan dalam Pendidk dan
peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga oA
tenaga kependidikan kependidikan o o 3 PENDIDIKAN 3 3 o o o o o o Oines Pendidian
Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memil Kegiatan
eniicat gutu penggerak untuk mengiu pendidkan dan onas
pelatihan guru penggerat o o 3 PENDIDIKAN 2 2 100000000 oAy Dinas Penaiian 2 2 120000000 oAy Oines Pendidian
PROGRAM SPIVI Kegiatan pemenuhan endataan vargs negara e Tl sl deronn 1 Peseria dak 2023 oas onas
PENDIDIKAN DASAR Iayanan dasar SPM {ima beta) ahin yang o 3 3 PENDIDIKAN 1900 1900 Kelas | oAy PENDIDIKAN 1600 1600 £2400000000 Kelas | oAy DINAS PENDIDIKAN
(SD/SMP/MI/MTs/Paket mberian biaya nenmmkan keuada Peser\a Didik dar Peserta didik 0012, 5up 0410400000, e ;E‘ Vi oS SMP Kelas Vil, DINAS
Afpaket ) K oo sanpa 1000 orangrahun SMP.765000 000 3 PENDIDIKAN s000 210 Rp1L53000000000 ix oAy PENDIDIKAN 2100 1500 Rot oAy DINAS PENDIDIKAN
Peryedaan ayanan penddin & eyan yang Peseria dak oas
kekurangan day o 3 3 PENDIDIKAN
Penyediaan \ayanan Dondelan iy yang G Peseria dak
depan, terluar. dan tertinggal o 3 o o o o o o o o o o o o o o
Pementhan kialtas Bemberian komunies St dan memasukan Unit 2058
dan pemerataan hasil kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aki dalam Komunitas onas onas
belajar Peserta Didik komunitas tersebut 51 st 3 3 Ay PENDIDIKAN 5 5 550000000 oAy PENDIDIKAN 51 51 500000000 oAy DINAS PENDIDIKAN
Tokakarya penguatan Kompetensi kepala Kegiatan SORELAST SORELAST
Afpaete) sekolah dan guru So574, SwP SD:1700000000, W.SMPKelas oIS 0574, 5P SD574, SwP W.sMPKelas oIS SDKELAS
140 crangatun SHP 553 183,000 ik ix PENDIDIKAN 140 140 Rp2.700000 000 Vit oAy PENDIDIKAN SD574, SMP 140 SD574, SMP 140 P U oAy DINAS PENDIDIKAN
Pemenuhan kualias Pemberan ayanen e kepada satan Kegiatan 2023
dan pemerataan pendidican eh perumhgan kekerasen peda s0287. S 50400000000, SoKeas , 50600000000, oIS SD:287, SwP: s0287, S 50:700000000, oIS SD:700000000, SWP
tayanan ek p St sy kg § iy b 210 crangatun SP 150000000 SWPVIX SMP:150000 000 PENDIDIKAN 210 210 SMP 150000000 elos | oAy PENDIDIKAN SD287, SMP:210 SD287, SMP:210 150000 000 Kelas | oAy DINAS PENDIDIKAN
dasar Dahng Sedkit Kegiatan onas oas
AfPaket 8) 1 (satu) kal dalam 1 (satu) tahun 27 Tahun Rp43.050.000 Kelas | Rp43050000 PENDIDIKAN 21 27 Rp43050.000 elos | oAy PENDIDIKAN 27 287 Rp43.050.000 Kelas | oAy DINAS PENDIDIKAN
Perbakan terhadap kondisi bangunan saiuan pendidikan Kegiatan 5510000000000
yang rusak sedang dan rusak berat o DiNAS 20000000000 DiNAS SD:2500000000,
027 Swpies Tahun 4952550600) Kelas | PENDIDIKAN D287, SMPies 287 (SMP10000000000) Kelas | oAy PENDIDIKAN SD287, S8 27 SHP 15000000000 Kelas | oAy DINAS PENDIDIKAN
Sosiallas epada satuan pendaken mengeri Kegiatan
peringhatan kuaias ayanen emasuk pentngny
joficemegerts uk mencegah Seminasi
{emhadap skonom, Gender. Tk, agara, Sk, dan buteya - .
Kepatia satuan penadkan palig Sedit 1 (saiu) ke daiam so N v o 50:30000000 oias 50287 S0:300000000 S oias 501300000000, 5MP. SDKELAS 1 DAN V.
1 (satw) tahun ol Sup210 Tahun o Kelas Viix SMP- 400,000 000 PENDIDIKAN Swp.21 SWP:400,000000 Kelas X oAy PENDIDIKAN S0 267, Swp2 S0: 267, Swp21 Kelas Vibix oAU DINAS PENDIDIKAN
Pemenunan jumiah Pendidik dan 05
pendidik dan tenaga pendidi dan lenaga kepenmmkan Seing Sewt 1 o) tenaga
kependidikan kali dalam 1 (satu) kependidikan
penmmk an tenaga kependiakan yang Guru
8 berkualiasunuk pemerataan pendlk dantenaga
kependid
Penga,uan Tormas guru ASN sesual dengan ketentuan Gura ) )
peraturan perundang-undangan 908 08 o PENDIDIKAN us 5 o PENDIDIKAN 8 o o oAU DINAS PENDIDIKAN
Penyedaan gury permbiTbing s palg Sedic 1 ) Kegratan
orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarak
pendidian inklusit
‘Penempatan lulusan pendidikan dan pelathan calon kepala Kegratan ) )
penggerak sebagai kepala sekolah i i o PENDIDIKAN 1 ) o PENDIDIKAN 1 1 o DINAS PENDIDIKAN
Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon Kegratan
pengawas sekolahlulusan guru penggerak sebagai onas oas
kolah 1 1 o PENDIDIKAN 1 1 o PENDIDIKAN 1 1 o DINAS PENDIDIKAN
pengawas
satuan pendidikan
Pementhan Kialias Peningkatan kualifikasi dan kompetersi bagl pendidk dan Kegratan 05
el an eraga tenaga kependidikan yang belum memenuh kualifiasi dan onas onas
kependid kompetensi yar : 7 565000000 oAy PENDIDIKAN i 12 500000000 oAy PENDIDIKAN 7 7 550000000 oAy DINAS PENDIDIKAN
LSD/SMWPakn Alpaket mbefian beasiswa atau bantuan biaya pendiaikan dalam Pendidk dan
peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidk dan tenaga
tenaga kependidikan kependidikan
Fasiitasi kepala sekolah atau guru yang belum memik: Kegiatan
Sertificat guru penggerak untuk mengikuti pendicikan dan s s
pelatihan guru penggerat o o o PENDIDIKAN 1 50000000 oAy PENDIDIKAN 50000000 oAy DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIKAN Kegiatan Pemenunan Pendataan warga negara usia 7 (1ujuh) sampal Gengan 15 Peserta diak 2028 Patel A5 iR Paet R
KESETARAAN Layanan Dasar SPM (ima belas) tahun yang tidak bersekolah orarg ket 50 gt o%0 abmsso abimsso
(Kesetaraan) o o o 3 3 3 ng 40.000000 oAy Dinas Pendiikan orang 50000000 oAy Oings Pendidian
Pemberian biaya pendidian kepada Peserta DIGK dait Pesera dak Pakel A 10 Pakel A 15 Pakel A 15
Keluarga tdak mampu sampai lus orang Paket 8 10 orang Paket 815 orang Paket 815
Grang Paiet C Grang Paket C 15 Grang Paket 15
o o o 3 o o 21000000 oAy Dinas Pendiikan orang orang 31500000 oAy Oings pendidian
ey Byann bendaran o ey ang Peserta diak
kekurangan daya tampun o o o o o o o o o o o o o o 13 Dinas Pendidkan
Fenyeda yanan penadia ATy yang TSR Peserta diak A 10 B AT B AT
sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal orang Paket 10 orang paket 815 orang paet 815
o Paket C Orang Paket C 15 Orang Paket C 15
o o o 3 o o 46000000 oAy Dinas Pendiikan orang 69.000000 oAy Oings pendidian
Pemenuhan Kualitas Pembentukan Komunitas belajar dan memastkan Unit 2028
dan Pemerataan Hasil Kepala ool don pengas sekolah teibal akif calam Komunitas
Belajor Peserta Didk komunias terseby o o o 3 o o 3 15000000 oAy Dings pendikan 4 4 20000000 oAU
(Kesetaraan) Pelaman/semmav/\okakarya Penguatan kompetens! kepala Kegiatan
Sekolah dan gun
Pemenuhan Kualitas Bemhoran fyan e penTaTATGA KepR ST Kegiatan 2028
dan Pemerataan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada
Layanan (Kesetaraan) anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
Pemericsaan kondsi bangunan sekolah paling sedikit 1 Kegratan oS
(satu) kall dalam 1 (satu) tahun L L o 4 4 10000000 oAy PENDIDKAN 4 4 15000000
Perbaikan terhadap kondisi bangunan saiuan pendiakan Kegiatan
ang rusak sedang dan rusak berat L L
Sceclisas epada savarpenddiar meron Kegiatan
eningkatan kualtas layanan termasuk pentin
Tusiias dan ketnekaan untuk mencegah Gekaminasi
terhadap ekonomi, gender, fisk, agama, suku, dan budaya
kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kal dalam
1 (satu) tahun ajaran o o o
Pemanuhan Jumiah Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan Pendidik dan 2028
Pendidik dan Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) tenaga
Kependidikan kali dalam 1 (satu) tahun kependidikan
(Kesetaraan) Pendistribusian pendidk dan tenaga kependidikan yang Pendidk dan
berkualitas untuk pemerataan pendidk dan tenaga tenaga
kependidikan kependidkan
Pengajuan formasi gur ASN Sesual dengan ketentuan Guru s
peraturan perundang-undangan 10 10 o 1 1 o PENDIDIKAN 3 3
Penyediaan guru pembimbing khusus paiig Sedkit 1 (satu) Kegiatan
orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidkan inklusit
Penempatan lulusan pendidikan dan pelainan calon kepala Kegiatan
penggerak sebagai kepala sekolah
Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon Kegiatan
pengawas sekolalulusan guru penggerak sebagai
olah
pengawas
satuan pendidian
Pemenuhan Kualitas Peningkatan kualikas! dan kompetensi bag] pendidk dan Kegiatan 2023
Pendicik dan Tenaga tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifiasi dan s
Kependidikan kompetensi ya o o o 2 1 20000000 oAy PENDIDIKAN 2 2 25000000 oAy DINAS PENDIDIKAN
(Kesetaraan) Pemberian beasiswa alau bantuan biaya pendikan dalam Pendidk dan
peningkatan kualfikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga
tenaga kependidikan kependidikan
Fasias kel sek0ah i gy v bl e Kegiatan
ertficat guru penggerak untuk mengiku pendidikan dan oias oS
Poainen gun pergeral o o o PENDIDIKAN 1 1 30000000 oAy PENDIDIKAN 1 1 50000000 oAy DINAS PENDIDIKAN




No Program Kegiatan Sub Kegiatan Satuan Tanun Pencapaian SPM (2027) Thisiast Sumber Thstans! Fencapaian SPM (2028) Thisiast Sumber Thstansi
Dasar Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana
Target Realisas! “Anggaran Penerima Realisast Anggaran
Layanan
T PROGRANM SPM Kegiatan pemenchan Pendataan anak usia din Uk keperluan idenifkast Peseria 2023 o Toviah satian Tomiah satian Tomiah satian
PENDIDIKAN ANAK layanan dasar S kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (ima) Didik
USIA DN FAUD {ahun samplcengan 6 (nam ahun e e do e e et
orang/ahun crang/ahun 70000000 oAy Dinas Pendian crangiahun crangaun 25000000 oy Dinas Pendiian
Penyelenggaraan sosalisasi pentingnya pendidkan anak Kegiatan
usia dini kepada masyarakal paling sedikit 2 (dua) kal per
tahun 2 2 80000000 oAy Dinas penddiian 2 2 S0.000000 oa Dinas penddikan
Pengadaan bantuan biaya pendiakan kepada Peseria DI Peseria
dar keluarga tidak mampu agar mendapal layanan paling Didik
sedikit1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 2 2 28600000 oAy Dinss penddiian 3 3 21700000 oa Dinas penddikan
Penyediaan ayanan pendidikan anak usia i paing sed it Peseria
1 (satu) satuan k usia dini di setiap desa Didik 2 2 28600000 oAy Dinss penddiian 3 3 21700000 oa Dinas penddikan
Penyediaan lyanan pend dikandi layah yang kekurangan Peserta
Didik 0 3 3 o o 3 o o o o o Dinas Penddikan
Peryedaan ayanan penadian d Wy ang dteapian Peseria
sebagai daerah terdepan, lerluar, dan terin Didik 30 30 30000000 oAy Dinas Penddian 3 3 35000000 oy Dines Pendidan
Kegatan _Pemenuhan enpoan yanan pendampingan bag atsar porGHIaT Kegiatan
aalitas an anak usia cim palg sedkit 1 {oatu) Kl Gl 6 (enam)
pemerataan  layanan bulan ) 2 40000000 oAy Dings penddiian 2 s 45000000 oa Dinas pendidian
satuan Fasilas) peremuan gur/penddk dalam wadah berbasis Kegiatan
komunias untuk meningkatkan kualtas layanan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan ) 2 55000000 oAy Dinas penddiian 2 s 60000000 oa Dinas Pendidian
‘Sosialisasi kepada saluan pendidkan mengenal Kualias Kegratan
layanan pendidkan anak usia dii yang dilakukan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satv) tahun ajaran ) ) 55000000 ou Dinss penddian 1 s 60000000 o Dinas pendikan
Pemerksaan kondisi bangunan sarana Gan prasarana Kegratan
satuan pendidikan secara periodik paiing sedikit 1 (satu)
kall dalam 1 (satu) tahun 188 188 110000000 oAy Dinas Penddian 188 188 120000000 oAy Dinas Penddikan
Pemelinaraan dan perbalkan (erhadap Kondisi sarana dan Kegiatan
prasaran: ong sk 1 1 1700000000 oAy Dinss pendidian 1 1 2000000000 o Dinas penddikan
Pemenuhan Jarah Pemetaan dan penataan penempatan unik pemerataan Pendiak dan
pendidik dan tenaga pendidic dan enaga kependikan ling sedit 1 o)
kependidikan (PAUD) kall dalam 1 (satu) tahu kependidikan o 3 3 Dinas Penddian s 5 250000000 oy Dinas Penddikan
endSihusan penddl Jor s Tependdian g Pendidk dan
betkualias untk pemeraiaan pend dan enaga tenaga
kepen kependidikan n n 70000000 oAy Dinas Penddian n n 80000000 oy Dinas Penddikan
Pengaju T oy RSN o5 dorgen Keteran Guru
peratofan perundangeundang 3 3 3 Dinas Penddian s 5 250000000 oy Dinas Penddikan
enyeda gt perimng KRS I e T G Kegiatan
orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan
4 4 120000000 oAy Dinas Penddian 4 4 240000000 oAy Dinas Pendiikan
Penempatan lulusan pendidkan Gan pelaihan calon kepala Kegiatan
penggerak sebagai kepala sekolah s s 150000000 oAy Dinas Penddian 6 5 175000000 oAy Dinas Penddikan
Penempatan lulusan pendidikan dan pelatian calon Kegiatan
pengawas sekolahflulusan guru penggerak sebagai
pengavas sekolah s s 150000000 oAy Dinas Penddian s 5 175000000 oy Dinas Penddikan
Pemetaan kccukupan urleh penganes sokola atas
penili untuk satuan 2 2 50000000 oAy Dinas Penddian 2 2 50000000 oy Dinas Penddikan
bagw e Kegiatan
pendidik dan tenaga ‘ g belum dan
kependidican (PAUD) Jompeters 4 4 250000.000 oAy Dinss pendidian 4 4 250000.000 o Dinas penddikan
Beasiswa alau bantuan biaya pendikan Galam Pendiak dan
pemngkalan kualfksi dan kompetnsi pendac dan
kependidikan 3 3 3 Dinss penddian o o 3 o Dinas pendikan
Faciias kepa\a ok Gura yang belum memii Kegiatan
seuiatgurs penggera unuk mengikut pendian dan
pelatihan quru penga 2 2 140000.000 oAy Dinss pendidian 2 2 160000.000 o Dinas Pendikan
B PROGRAM SPMI Kegiatan pemenuhan Fendaiaan waiga negala Usia 7 (juh) sampal dengan 15, Pesera dak 2025 onas DiNAS
PENDIDIKAN DASAR Iayanan dasar SPM (ima belas) tahun yang ek bersekolah 1400 1000 R5350.000000 Kelas | oAu PENDIDIKAN 1200 120 530000000 etas oau PENDIDIKAN
(SD/SMP/MY/MT/Paket Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta DIGK dart Peseria dak orems v e e p—
Afpaket 8) keluarga tdak mampu sampa luus o o o0 w0000 clas o DA o0 . - clas o PENDIDIKAN
Penyediaan layanan pendidikan di vlayah yang Peseria dak
kekurangan daya tampung
Penyediaan layanan pendidikan di wiayah yang Gietapkan Peseria dak
sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal o o o o o o o o o o o o
Komunitas belajar dan memastkan 1 Unit
dan pemerataan hasi Kepala sokah, dan pongawes sokolan et aki daiam Komunias ons el
belajar Peserta Didlk komunias tersebut s 5 640000.000 oAy PENDIDIKAN 5 5 650.000.000 o
Tokakarya penguatan kompetensi kepala Kegratan SOREAST SoREAST
Afpaket 8) sekolah dan guru mapens " " ? oA oA oiNAS
sois7a, s sois7a, s W SMPKeias s sois7a, s soisa, sup vSMPKelas PENDIDIKAN
1d0 1d0 53.100.000.00 ik oAy PENDIDIKAN 1d0 140 & Vit o
m Kegratan
dan pemerataan pendidkan untuk mencegah perundungan kekerasan pada JE—— Jp—— Spa0gt oias Jp—— J——. SPrs00egny NS
Tayanan anak paling sedikit 1 (satv) kall dalam 6 (enam) bulan 210 210 150000.000 Kelas | oAy PENDIDIKAN 210 210 150000000 Kelas | o
(SISt Pemerksaan kondsi banguransekolah dasr paing so0k Kegratan oias oINS
Afpal 1 (satv) kall dalam 1 (satu) ta 27 27 Rp43.050.000 Kelas | oAy PENDIDIKAN 27 27 p43.050.000 Kelas | o PENDIDIKAN
Petakan ttadap kol hangunan Satuan penddkan Kegratan onas inas
usak sedang dan rusak ber 27 27 Kelas | oAy PENDIDIKAN 27 27 elas | oA PENDIDIKAN
Suslahsas\ Sepads sauan pendiika engerl Kegiatan
kualitas layanan termasuk pent
mmusmas s kebinokean Uk mencegah dikaminasi s
onomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya - . . PENDIDIKAN
Kepada atson pensudhen o ot 3 (s et st o SP300000Te: S oias - SPa000ge S
1 (satv) tahun ajaran Sup 210 peitiesty 400000.000 elas iix oAy PENDIDIKAN Sup210 00000000 elas iix o
Pemenuhan Jarah Pemetaan dan penataan penempatan Uik pemerataan Pendiak dan
pendidik dan tenaga pendidk dan tenaga kependidikan paling sedkit 1 (satu) tenaga
kependidikan kall dalam 1 (satu) tahun kependidikan
pendidk dan e
8) berkualias Uk pemerataan pendelgan tenaga
kependidikan
Pengajuan omast gurs RSN sesua dergen Keteran Gur oS oS
peraturan perun 6 6 o oAy PENDIDIKAN 6 & o oAy PENDIDIKAN
Penyedaan guru pemi \mhmg et pamg sea T =) Kegiatan
orang pada satuan pendidikan yang menyelenggaraka
Penempaan isa pendayan dan pelthan cor epaa Kegiatan oS oS
u penggerak sebagai 2 1 o PENDIDIKAN 2 L o PENDIDIKAN
Renempatan A penddika dan pelashan caon Kegiatan .
pengawas sekolahflulusan guru penggerak sebagai oinas RS
pengawas sekolah 2 1 o PENDIDIKAN 2 L o
Pemetaan ecukupan uriah perganas sekolah ik
satuan pendidika
ag) pendidik dan Kegiatan .
pendidik dan tenaga tenag g belum dan oias PENDIDIKAN
kependidikan X g 2 7 700000000 oAy PENDIDIKAN : : 720000000 oy
(SD/SMP/Paket A/Paket Pembenan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan daiam Pendidk dan
8) peningiatan kualfkasi dan kompetensi pendi don
kependidikan
Famios o eHaR Gurt yang belum memii Kegiatan
Sertfikat guru penggerak untuk mengikut pencicikan dan s el
pelatihan qury penggerak 3 2 70000000 oAy PENDIDIKAN : 1 60000000 oAy
3 PROGRAM PENDIDIKA Kegiatan Pemenunan arga negara Usia 7 (WU sampai dengan 15 Peserta dak 2075 rT R e e
KESETARAAN Layanan Dasar SPM (ima belas) tahun yang tidak bersekolah arang ket 7 oang Pt .5 oang Pkt 8. oang Pkt 8
(Kesetaraan) e e so000000 ony Dias pendiin S rang 000000 oAy Dinas Pendan
Pemberian biaya pendidikan kepada Peseria DIGK darl Peserta dak n 20 ez T e
keluarga fidak mampu sampai lius Grang paser ¢ Grang paset ¢ Grang et ¢ Grang Pt ¢
orarg rang 22000000 oAy Dines Pendian piith o 2000000 oAy Dines Pendiian
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3 enyedaan yanan pendian o ey yang Peserta aiak
kekuran o o o o Dinas penddian o o o o
0 Senyedaan Iayanan Do dT Wiy g deapian Peserta aiak R ) i
<ebagai daerah terdepan, teruar, dan terin orang Paket B 20 orang Paket 820 orang Paket .20 orang Paket .20
vang Palel C vang Pakel C Orang Paket C Orang Paket C
ora 92000000 oAy Dinas penddian o 92000000 oay Dinas pendidan
7 Pemenunan Kualitas T Pembentukan Kamuias belaar Gan memastn gur, Unit
dan Pemerataan Hasil kepala sekolah, dan pengawas sekolah teriibat akif daiam Komunitas
Belajar Peserta Didik Komunis tersebut
(Kesetaraan) 2 Pelthaniseniertokatarys pongutan erpetons epai Kegiatan
sekolah dan gurt
3 Pemenunan Kualitas T Pemhenan Iayanan pendampingan kepada satuan Kegiatan
dan Pemerataan Uk mercageh peringen eketssan paca
Layanan (Kesetaraan) ok palng seii (st kel Galam & (onam) bl
2 emeriad Konds!bangunan sekGan pang SedKi T Kegiatan
(satu) kali dalarm 1 (satu) tahun
3 Perbalkan terhadap kondisi bangunan saluan pendidkan Kegiatan
jang rusak sedang dan rusak berat
7 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenal Kegiatan
peningkatan kualias layanan termasuk pentingnya
inkusvtas dan ketinekaan unk mencegah dkirinasi
terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, Suku, dan budaya
Kepada sauan pendian paing sedla 1 (i) e dlom
1 (satu) tahun
a Pemenunan Jumiah T emelaan dan penataan pEreTPSA UK pERTAAT Pendidik dan
Pendidik dan Tenaga in tenaga kependidikan paling sediit 1 (satu) tenaga
Kependidikar kal dalam 1 (satu) tahun kependidikan
(Kesetaraan) B Pendistribusian pendidk dan enaga kependidikan yang Pendidik dan
Berkulas uriuk pamerataan pendilic dantenaga tenaga
kepen kependidikan
3 Penﬂﬂluan Tormest ot ASI <esta Gern keteian
peraturan perundang-undan
O Benyediann guspermbing K g ST o) Kegiatan
orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakar
g Penempatan lulusan pendidikan dan pefaihan calon kepala Kegiatan
qur per ebagai
G Penempatan lulusan pencidikan dan pelatian calon Kegiatan
pengawas sekclahiusan gun penggerak sebaga
pengaw:
7 Pemetaan kecukupan Jumian pengawas sekolah untuk
satuan pendi
g Pemenunan Kualitas T Peningkatan P Kompetensi bagi pendidik dan Kegiatan s
Pendidik dan Tenaga tenaga kependidikan yang belum memenuni kualifikasi dan oA L.
Kependidikan Komp a 1 1 30000000 oAy PENDIDIKAN 1 1 35000000 oAy
(Kesetaraan) 2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dajam Pendidik dan
peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga
tenaga kependidikan kependidikan
3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiiki Kegiatan o
sertifikat guru penggerak untuk mengikut pendicikan dan DinaS IS
pelatihan guru penggerak 1 1 50000000 oAy PENDIDIKAN 1 1 70000000 oay

3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Tabel 3.1.2.1 Strategi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Karo 2024-2028

o Program Regratan SUb Kegiaian Satuan Tahun Pencapaian SPV (2024) Tisiast Simber TnstansT Pencapaian SPV (2025) Tisiast Simber Tnstanst Pencapaian SPV (2026) Tisiast mber Tnstansi
Dasar Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana
Target Realsasi Anggaran Benerima Realisas! Anggaran nerima Realisasi Anggaran
Layanan Layanan Dasar
Dasar
T Fenyediaan Layanan T Fengelolaan pelayanan kesehatan fou T rang 7028 Ginas Tinas
PEMENUHAN a7 8976 o74.435 - DAK Non Fisik Kesehatan 9.008 9.008 32019080 - DAK Non Fisik Kesehatan 9.900 9900 3424208001 - DAK Non Fisik Dinas Kesehatan
UPAYA KESEHATAN UKM dan UKP 7 ‘Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin Grang ina: Dinas
PERORANGAN DAN Rujukan Tingkat 8568 8568 112852000 - DAK Non Fisik Kesehatan 8508 8508 162.807.000 - DAK Non Fisik Kesehatan 9.458 9.458 223644500 - DAK Non Fisik Dinas Kesehatan
UPAYA KESEHATAN aeran 3 Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir Orang Dinas inas.
8160 8160 132.008.000 . Kesehatan 8189 8189 156.118.350 . Kesehatan 9.008 9.008 192330075 . Dinas Kesehatan
7 Pengelolaan pelayanan kesehatan Balia Crang Din inas
39210 39210 93952516 DAK Non Fisik Kesehatan 39,357 39,357 2456.414.116 DAK Non Fisik Kesehatan 43203 43203 2667.664.214 . DAK Non Fisik Dinas Kesehatan
5 Pengelolaan pelayanan kesehaian pada Usia Pendidikan Crang Din Dinas
Dasar 68.439 68.439 563810125 DAK Non Fisik Kesehatan 68.465 68.465 663.011.000 DAK Non Fisik Kesehatan 5312 5312 893.864.900 . DAK Non Fisik Dinas Kesehatan
3 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produeil rang Dina: Dinas
300820 300820 40.000.000 - DAK Non Fisik Kesehatan 305536 305536 50000000 - DAK Non Fisik Kesehatan 30553 305537 50,000,000 - DAK Non Fisik Dinas Kesehatan
7 Fengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lamat rang Dinas Dinas
59130 5939 18.004.400.400 - DAK Non Fisik Kesehatan 62203 62203 114.023.000 - DAK Non Fisik Kesehatan 60423 60423 059,066,000 - DAK Non Fisik Dinas Kesehatan
0 Fengelolaan pelayanan kesehatan penderia Fipertens! rang Dinas Dinas
127309 127349 20000000 DAK Non Fisik Kesehatan 129.110 129.110 25000000 DAK Non Fisik Kesehatan 120110 120110 25.000000 . DAK Non Fisik Dinas Kesehatan
g Pengelolaan pelayanan kesshaan penderia Diabeies Crang Din inas
Melitus 9113 9113 40.000.000 DAK Non Fisik Kesehatan 9253 9253 50000000 DAK Non Fisik Kesehatan 9253 9253 60000000 . DAK Non Fisik Dinas Kesehatan
0| Pengeloiaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Crang Din Dinas
Jiva Berat 638 638 25000000 DAK Non Fisik Kesehatan o o 25000000 DAK Non Fisik Kesehatan 648 648 25.000000 . DAK Non Fisik Dinas Kesehatan
TT | Pengeloiaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Crang inas inas
Tuberkulosis 7985 7985 6439070300 - DAK Non Fisik Kesehatan 6865 6865 6247.307.800 - DAK Non Fisik Kesehatan 5937 5937 950.420.900 - DAK Non Fisik Dinas Kesehatan
T2 | Pengeloiaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risio rang Dinas Dinas
Tennfeks 11,002 11002 618,080,850 - DAK Non Fisik Kesehatan 12497 12497 714,055 623 - DAK Non Fisik Kesehatan 13122 13122 107.780,638 - DAK Non Fisik Dinas Kesehatan
T3 | Pengelolaan pelayanan kesehatan bag! penduduk pada Gokamen
Luar Biasa (KLB)
& | Pengelolaan pelayanan kesehatan bagl penduduk Gokamen
terdampak kisis kesehatan akibat bencana dan/atau
berpotensi bencana
o Program Regratan SUb Kegiaian Savan Tahun Pencapaian SPV (2027) Tnisiast Simber nstanst Pencapaian SPM (2026) Tisiast Sumber TnstansT
Dasar Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana
Target Realsasi Anggaran Penerma Realisast Anggaran
Layanan
Dasar
T PROGRAM T Penyedaan Lo T Pengeloiaan pelayanan kesehatan fou Hami Grang 2023 na: Dinas
PEMENUHAN Kesehatan 10000 10,000 630.383.06 - DAK Non Fisik Kesehatan 11,090 11,090 894.307.300 DAK Non Fisik Kesehatan
UPAYA KESEHATAN UK dan UKP. 7 Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu Bersain Grang na: Dinas
PERORANGAN DAN Rujukan Tingkat 10404 10408 276,000,500 - DAK Non Fisik Kesehatan 11488 11444 500.277.000 DAK Non Fisik Kesehatan
UPAYA KESEHATAN Daerah 3 Pengeloiaan pelayanan Kesehatan Bayt Baru Lanr Grang inas inas
MASYARAKAT Kabupaten/Kota 9.909 9.909 247.373.680 - - Kesehatan 10.900 10.900 284614215 - Kesehatan
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z Pengelolaan pelayanan kesehalan Balia Orang Dinas Dinas
47.622 47622 811.698.386 - DAK Non Fisik Kesehatan 52.384 52.384 102.866.1 DAK Non Fisik Kesehatan
5 Pengelolaan pelayanan kesehalan pada Usia Pendidkan Grang Dinas inas.
Dasar 82,843 82843 1.218:877.200 - DAK Non Fisik Kesehatan 91127 01127 1.380.761.950 DAK Non Fisik Kesehatan
g Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktir Orang Dinas inas.
305,536 305,537 50.000.000 - DAK Non Fisik Kesehatan 305536 100% 50.000.000 - DAK Non Fisik Kesehatan
7 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut Orang Dinas Dinas
75.265 75.265 45.803.660.750 - DAK Non Fisik Kesehatan 82792 82792 0.395.836.250 DAK Non Fisik Kesehatan
g Pengelolaan pelayanan kesenatan penderita Hipertensi Orang ina Dinas
120.110 129.110 25.000.000 - DAK Non Fisik Kesehatan 120,110 100% 25.000.000 - DAK Non Fisik Kesehatan
S Pengelolaan pelayanan kesehalan penderita Diabetes Orang inas inas.
elitus 9.253 9253 70.000.000 - DAK Non Fisik Kesehatan 9253 100% 70.000.000 - DAK Non Fisik Kesehatan
0 Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Orang inas inas.
Gangguan Jiwa Berat 648 648 25.000.000 - DAK Non Fisik Kesehatan 648 100% 25.000.000 - DAK Non Fisik Kesehatan
) Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Orang Dinas Dinas
Tuberkulosis 5276 5276 835,881,000 - DAK Non Fisik Kesehatan 4773 4773 150 - DAK Non Fisik Kesehatan
Z Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan RIsiko Orang Dinas Dinas
Terinfeksi HIV. 13778 13.778 053,366,958 - DAK Non Fisik Kesehatan 14478 14478 7.758.703.654 - DAK Non Fisik Kesehatan
EE] Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada. Dokumen
kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
0 Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk Dokumen
terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau
berpotensi bencana

3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 3.1.3.1 Strategi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Karo 2024-2028

No Program Kegiatan Sub Kegiatan Satuan Tahun Pencapaian SPM (2024) Inisiasi Sumber Instansi Pencapaian SPM (2025) Inisiasi Sumber Instansi Pencapaian SPM (2026) Inisiasi Sumber Instansi
Dasar Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana
Target Realisas! Anggaran Fenerima Realisasi Anggaran Fenerima Realisas! Anggaran
Layanan Layanan Dasar
Dasar
T PROGRAM Fengeloiaan dan T Penyusunan rencana, kebiakan, Sateal dan eknis SPAM. Dokumen 7028
PENGELOLAAN DAN Pengembangan 2 Supervisi _pembangunan/peningkatan/pervasan/perbakan
PENGEMBANGAN Sistem Penyediaan SPAM Dokumen ° ° 150.000.000 DAK Dinas PUTR 3 3 75.000.000 DAK Dinas PUTR ° ° 150.000.000 DAK Dinas PUTR
SISTEM A Minum (SPAM) d 3 Pembangunan SPAM Jafngan perppaan @ Kawasan
PENYEDIAAN AIR Porhoin janngan  perpip: LiteriDetik
MINUM
O Pembangunan SPAN Jafngan perppaan G Kawasan
pembangu SR s s 57000000 DAK Dinas PUTR 365 365 .450.000.000 DAK Dinas PUTR 307 a07 1 590,000,000 DAK Dinas PUTR
B Peningiatan SPAM Jarngan perpipaan di Kawasan p— - - - " " - - -
Perotaan
G Peningiatan SPAM Jarngan perpipaan dr Kawasan
eningkala 2640 2640 15.176.000.000 DAK Dinas PUTR 1677 1677 0,000,000 DAK Dinas PUTR 1603 1803 310,000,000 DAK Dinas PUTR
7 Perluasan SPAM [aringan perpipaan d Kawasan Perkotaan SR - - - g g
B Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan - - - - - - - - - - - - - - -
B embinaan dan pengaviasan terhadap tarit A Minum - - - B B
g embinaan dan pengavwasan teradap penyelenggaraan Badan - - - - -
‘SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendr Usaha
1| Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Relompok - - - - - - - - " " " - " - -
SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat Masyarakat
i) Fasiitasi penyiapan kerja sama SPAM Unit - - - - -
5 inaan dan pengawasan tetadap pelaksanaan ke ot - - - - -
sama SPAM
= Pengembangan SOM dan kelembagaan pengelolaan SPAM
0484000 DAK Dinas PUTR 10240000 DAK Dinas PUTR 840000 DAK Dinas PUTR
| Opersi aan O cawasan Perkotaan Gnit - - - - -
16| Operas dan pemeiharaan SPAM di kawasan Perdesaan Onit - - - - -
g Pembangunan baru SPAM bukan faingan perpipaan df Rumah - - - - -
kawasan Perdesaan Tangga
™ Peningkatan SPAM bukan Jaingan perpipaan d kawasan - - - " -
Perdesaan
) Perluasan SPAM aringan perpipaan o kawasan Perdesaan 525 525 T080,000.000 AR Dinas PUTR - 5
20 Perbalkan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan Gt - - 5 5 5 5 - - 5 5 5 5 5 5 5
i bukan jaringan - - - - - - - - ) ) ) - ) ) )
Perdesaan unit
7 PROGRAN Fengeloiaan dan T Penyusunan rencana, kebjakan, Swateg! dan teknis Sitem 705
PENGELOLAAN DAN Pengembangan Pengelolaan Alr Limbah Domest dalam daerah Dokumen - - - - - E - - - - - E - - -
PENGEMBANGAN Sistem Air Limbah
SISTEM AIR LIMBAH Domesik dalam 7 ‘Supervisi pembangunaniehabias peringkatanperiuasan
Dacrat Sistem Pengelolaan Air Limbah Domesiik terpusat skala Dokumen . .
Kabupaten/iota Kota
3 Pembangunanipenyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Rumah
‘ t skala Kot Tangga N _
0 Rehabiliasi/peningkatanperluasan Sistem Pengeloaan A Rumah - - - - - - - - ) ) ) - ) ) )
Limbah Domestik terpusat skala Kota Tangga
B Rehabiltasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengaloaan A Rumah - - - - - - - - ) ) ) - ) ) )
Limbah Domestik icala permuiciman Tangga
G Pembangunanipenyediaan sub sistem pengolahan umah
Penbang Rumen 275 275 45,000,000 DAK Dinas PUTR 260 280 4,000,000 DAK Dinas PUTR 280 280 4304.000.000 DAK Dinas PUTR
7 Pembinaan (eknik Pengelolaan A Limbah Domestic Orang - - 5 5 5 5 - - 5 5 5 5 5 5 5
B Sosiaisasi dan pemberdayaan masyarakal terkai
penyediaan Sistem Pe lol; Limbah Domestik_ 149.966.974 DAV Dinas PUTR 149.966.974 DAY Dinas PUTR 149.966.974 DAY Dinas PUTR
g Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan A
Limbah Domestik unit 24.300.000 DAK Dinas PUTR 24.300.000 DAK Dinas PUTR 24.300.000 DAK Dinas PUTR
0| Operasi dan pemelaraan Sitem Pengeloiaan A Limbah - -
Domesii
T | Supervisi pembangunanirehabiasipeningkatanperiuasan
Sistem Pengelolaan Ai Limbah Domestk terpusat skala 3 3 105.000.000 oAk Dinas PUTR 3 3 105.000.000 oAk Dinas PUTR 3 3 105.000.000 oAK Dinas PUTR
pemukiman
= Pembangunanipenyediaan Siem Pengelolaan Ar Limban
Pembangunan/penyedaan Orang 100 100 450000000 oAk Dinas PUTR 100 100 1 000000000 oAk Dinas PUTR 100 100 1 000000000 oAK Dinas PUTR
e} Penyedaan sarana e Tt - 5 - - -
1| Penyedaanjasa inja Dokumen 5 5
g Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT umal R R
Tangga
5 Rehabilasi penngkatanperluasan sarana dan prasarana Rumah - - - " " - " " " " " - " - -
LT Tangga
7| Supewisl pembangunanrehabiiiasipemingkatanperiuasan - - - - - - - - " " " - " - -
sarana dan prasarana IPLT Dokumen
o Program Regratan SUb Kegiatan Saivan Tahun Pencapaian SPV (2027) isiast Sumber Tnstanst Pencapaian SPM (2026) Tisiast e Tnstanst
Dasar Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana
Target Realsasi Anggaran Penerima Realisasi Anggaran
Layanan
Dasar
T PROGRAM T Pengeloiaan dan T Penyusunan rencana, kebjakan. Saieg dan (eknis SPAM: Dokumen 2023
PENGELOLAAN DAN n B Supenvisi pembangunan/peningkatan/peruasan/perbaikan
ENGEBANCAR, e Pomdioan Supen Dokumen 5 5 125000000 DAK Dinas PUTR 3 3 150000000 DAK Dinas PUTR
SISTEM Air Minum (SPAM) di 3 Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan
PENYEDIAAN AIR oo, LiterDetik
INUM
© | CembangunanSPAWI jaringanperpipaan i Kawasan S - - - - - o7 ca7 2824000000 oAk Dinas PUTR
B Peningkatan SPAM Jarngan _perpipaan d Kawasan - N - N - , , , , ,
Peningcat LieriDetic
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5| Femmgtn SPAW jengan perppasn a1 Vavasan 157 L7 5500000000 o oinas PUTR v B 6198 500000 o oias PUTR
7 erasan PRV ingan g @ i Pertaon = - -
. eraan SPAM [aingan peripaan O avasen Perdesaan - - - - - -
9 embinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum - - - - - -
T5 | Penbinaan dan pengaasan eadapperyelenogaraan Taa - - - - - -
SFAb leh adan Usaha i keuhan s Uiana
5y Pembinaan dan pengawasan teradap penyelenggaraan Kelompok. N N N N N N
SPAn leh emeriah Desa dan kelampol sy rakar asyaakar
T [ osiian Unie - - - - - -
I3[ Pembinaan a penganasan emadap PG ke e - - - - - -
Zama SPa
14 Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM 43200000 DAK. Dinas PUTR 51840000 DAK. Dinas PUTR
T5 | Operae G permelharaan SPA v Pt T - - - - - -
36| Operas o pemelharaon SPAW arkaasan Perdessar U - - - - - -
37| Pembangunan bars SPAW bukan jangen perppaan o Ruman - - - - - -
kawasan Perdesaan Tangga
T | Peningatan SPAM bk angan peripaan & Kavasan - - - - - -
Perdesoon
S5 | Peruason SPS [ perpipa a sz P - - - - - -
35| Perbakon SPAW jringa peplpsn A kawesan Pekotzan T - - - - - -
21 Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Uit R R R R R R
Perdesaan
2 PROGRAM 1 Pengelolaan dan 1 Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem 2023
PENGELOLAAN DAN Pengerbangan Pengelolaan Ar Limbah Dotk daam daeran Dokumen - - - - - -
PENGEMBANGAN S AL
SISTEM AR LNBAN Domesik dalam T Superis: pembanou TR peRE R
Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestk terpusat skala Dokumen - - - - - B
Kabupaten/Kota Kota.
| PenbmgmmarTperyeaan S Pengaaan Ar b T - - - - - -
lepusar i Ko Tangga
0 Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan A Rumah N N N N N N
Uibah Domesic rpusat saia Kota Tangga
B Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan A Rumah N K K K K N
s Gomesi trpsa el permuliman Tangga
T | pememmanberyasaansp s pengoan T p po —— v P s po T o P
7| Penmbinaan Sk Pengeblan A e Do Oang - - - - - - - - - -
® | penyedan Getam Peniedaanar imbah bomesti sasses 074 oAy pinas PUTR s ses.7s or Dinas PUTR
5 o
s Do unit 20350000 oK pinas PUTR : : 2350000 oAk Dinas PUTR
5| Operas dan pemelharaan Siem Pargetaan A Lt - - - - - - - - - -
Domestic
| Superst perEAGUAABETpeATET
St Pengeloan At Limbah Domestk epusat ) ) 105000000 ok Oinas PUTR 3 s 105000000 ok oinas PUTR
permukiman
12| Pembangunambenyedagn S Pengeoan At mban orang 150 150 o000 o oinas PUTR 150 150 eo0m0000 o oinas PUTR
T Penyeanan Tompor e T - - - - - - - - - -
3| Penyefiaan e peredoianTumpur Dowumer - - - - - - - - - -
35| Pembangunambenyedaan saana dan A TPLT Tuman - -
Tongga
F W e e e ey Ruman - -
Pt Tongga
e p— - - - - - - - - - -

3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 3.1.4.1 Strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Karo 2024-2028

o Program Kegiatan Sub Kegiatan Satuan Tanun Pencapaian SPV (2024) TisTast Sumber =] Fencapaian SPM (2025) ThisTast s Fencapaian SPM (2026) TrisTast ]
Dasar Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana
Target Realisast “Anggaran Penerima Realisast “Anggaran Penerima Realsast Anggaran
Layanan Layanan Dasar
Dasar
T PROGRAM Pendataan T IGenuThast permalan d 0K avan bencana s p— 2023
erkena relokasi program - - - - - . . .
PERUMAHAN Rehabilitasi Rumah 2 Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi Dokumen
orban Bencana atau perumahan - - - - 5 5 5 5 5 . 5 5 5 5 5
Relokasi Prograr 3 Pengumpulan data rumah korban bencana _Kejadian
Kabupaten/Kota sebelumnya yang belum tertangani Dokumen - - - - - 1 1 200.000.000 APBDIAPBN Perkintan 1 1 200000000 APBDIAPEN Perkimtan
3 Pendataan tingka kerusakan rumah akbat b Dokumen 5 5 5 5 5 - 5 5 5 - -
5 Pendalaan dan verfikasi penerima rumah bagi Koroan
bencana alam  alau terkena relokasi program Dokumen
G Pendataan el seva K masyarekat,umah susun dan F— - - - - - - - -
Pembangunan dan T Renabiltasi rumah bag korban bencana ot Raman %023
Rehabiltasi Rumah 2 2 40.000.000 APBD Perkimian 2 2 300.000.000 APED Perkimian 2 2 300,000.000 APED Perkimian
an Bencana atau B Penyusunan Sie Plan dan/atau Detal Engineering Design
Relokasi Prograr (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Dokumen
Kabupaten/Kota 1 1 50.000.000 APBD Perkimtan 1 1 400.000.000 APBD Perkimtan 1 1 400.000.000 APBD Perkimtan
3 Pengadaan lahan Uniuk pembangunan rumah bagt korban .
bencana 2 2 000,000,000 APED Perkimian 2 2 000000000 APED Perkimtan
g Pembangunan rumah bagl korban bencana
Uit Rumah 153 153 650,000.000 APBD PROV Perkimian 100 100 730,355,000 APBD PROV Perkimian 100 100 2.306.407.000 APBD PROV Perkimtan
3 3 150,000.000 APBD Perkimian - - - - - - - - - -
B Pembangunan rumah Knusus beserta PSU bagi Korban pp—
b tau relokasi program - - a0 2 500.000.000 APBD Perkimian a a0 500,000,000 APBD Perkimtan
B Operasional dan pemelinaraan lingkungan perumahan pada p—
relokasi program - - 17 17 500.000.000 APBD Perkimian 1 1 500,000,000 APED Perkimian
o Frogram Kegiatan Sub Kegiatan Satuan Tahun Pencapaian SPW (2027) Tisiast Sumber Tnstansi Pencapaian SPM (2026) TwsiasT Sumber Tnstansi
Dasar Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana
Target Realisast Anggaran Penerma Realisas! Anggaran
Layanan
asar
T PROGRAM T Pendaiaan T TGEnTKas! perumanan O Tokas! ravwan bencana alan p— 202
PENGEMBANGAN Penyediaan dan terkens relokasi program - - - - .
PERUMAHAN Renabiltasi Rumah 7 Wdentiicasi Iahan-iahan potensial sebaga Tokas! elokast oox
Korban Bencana atau perumahan okumen . . . . .
Relokasi Program 3 Pengumpulan data_rumah korban bencana kejadian ‘Dokumen
belu tertangani 1 1 00.000.000,00 APBDIAPBN Perkimtan 1 1 00.000.000.00 APBD/APEN Perkimtan
0 Pendataan tingka kerusakan ramal aKIbal bencana Dokumen - 5 5 5 5
B Pendaaan dan verikasi penerima ruman bagi Korban
bencana alam  atau terkena relokasi ~program Dokumen
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g Pendataan rumah sewa millk masyarakal, rumah susun dan Dokamen
iah khusus - - - -
T Pembangunan dan T Rehabilltasi rumah bagi korban bencana, Uit Ruman 2023
Rehabiltasi Rumah 2 2 300.000.000 APBD Perkimtan 2 2 300.000.000 APBD Perkimian
Korban Bencana atau Z Penyusunan Site Plan Gan/atau Detail Engineering Design
Relokasi Program (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Dokumen
Kabupaten/Kota 1 1 400.000.000 APBD Perkimtan 1 1 400.000.000 APBD Perkimian
3 Pengadaan lahan untLk pembangunan rumah bagi korban "
bencana 2 2 1000.000.000 APBD Perkimtan 1 1 000.000.000 APBD Perkimian
T Pembangunan rumah bagi korban bencana
Unit Rumah 100 100 2.306.407.000 APBD PROV Perkimtan 100 100 2.306.407.000 APBD PROV Perkimian
B Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban Uit Ruman
bencana atau a0 40 500.000.000 APBD Perkimtan 40 a0 500.000.000 APBD Perkimtan
g Operasonal dan pemellaraan ingkungan peruriahan Uit Ruman
pada relokasi 7 s 500.000.000 APBD Perkimtan - - - -

3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum DanPelindungan Masyarakat

Tabel 3.1.5.1 Strategi Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum DanPelindungan Masyarakat di Kabupaten Karo 2024-2028

o Program Regiatan Sub Kegratan Sawan Tanun Pencapaian SPV (2024) TsasT Sumber Tnstansi Pelaksana Pencapaian SPV (2025) Tistast Sumber Tnstansi Fencapaian SPV (2026) Tisiast Sumber Thstansi
Dasar Pendanaan Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana
Target Reallsas Anggaran Penerima Realisas Anggaran Penerima Realisast Anggaran
Layanan Layanan Dasar
Dasar
T PROGRAM T Penanganan T Penceganan gangguan ketenteraman dan keteriban 2023 p——
’E“‘NGK’”‘" uan uraum melalul deteks! dinl dan cegah dinl, pembinasn Kasus 100 0 88.800.000 ASLI DAERAH Satpol PP 100 0 86.325.000 APBD KAB. Satpol PP 80 0 75.075.000 APBD KAB. SATPOL PP
KETENTE Ketemoraman dan dan poryulan, pelaksanaan parol pengamanar. D) KARO KARO
DAN KETERTIOAN Ketertiban U dan peng:
UMUM (TRANTIBUM) ool 1 (Sat0) Z Peniodan- i ganggun TeEeTamaT T
Daerah ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada
Kabupaten/Kota melalui penemban dan penanganan unjuk rasa dan Kasus, ° o o Satpol PP o Satpol PP o 0 o SATPOL PP
kerusuhan massa
3 Koordinasi _penyelenggaraan _ Keteniaman _dan PENDAPATAN e o
keteriban umum serta perlindungan  masyarakal Dokumen 2 0 20,000,000 ASLI DAERAH Satpol PP 2 0 5000000 Saipol PP 12 o 5.000.000 SATROL PP
s KARO KARO
7 Pemberdayaan _perindungan _masyarakal _dalam PENDAPATAN e o
rangka ketentraman dan ketertiban umum Dokumen 60 0 28.676.000 ASLI DAERAH Satpol PP 12 0 5000000 e Satpol PP 12 o 5000000 o SATPOL PP
(PAD)
5 Peningkatan _ kapasias oot PENDAPATAN
Femonaprai dan Setuan Perndungan Mesyar ASLI DAERAH
ermasek aham polakeanan wgae yang bermuanca
Hak Asasi Manusia Orang a0 0 20.000.000 Satpol PP 20 0 10,000.000 A Rnae Satpol PP 20 o 10.000.000 APBD IS SATPOL PP
Pendapatan
Bagi Hasil
Pajak
g Werja sama aniar lembaga dan keniiraan dalam ki PENDAPATAN e o
pencegahan can penanganan gangguan keteanan 2 0 11.200.000 ASLI DAERAH Satpol PP a 0 22.400.000 s Saipol PP 8 o 22.400.000 PP SATPOL PP
dan ketertiban
7 Pengadaan dan pemaTRaraan Sarana da praswanS PENDAPATAN pre——
keteniraman dan ketertiban umum unit 633 0 556.368.150 ASLI DAERAH Satpol PP 600 0 541,000,000 e Satpol PP 600 o 541,000,000 SATPOL PP
(PAD)
® | Peneuran SOP keteriban umum dan ketervanan Dokumen o o o Satpol P o o o Satpol PP o 0 o SaTPOL PP
g Penyediaan ayanan dalam rangka dampak penegakan
Penyediaan layanan dalam rang Laporan o 0 o Satpol PP o 0 3 Satpol PP 0 o 0 SATPOL PP
2 Penegakan T Sosialisasi__penegakan _Peraturan Daerah _dan PENDAPATAN
Peraturan _ Daerah Peraturan Bupativial Kota Laporan 12 0 27.676.000 ASLI DAERAH Satpol PP 12 0 27.676.000 o Satpol PP 12 o 27.676.000 APBD K. SATPOL PP
dan (PAD)
Peraturan 2 Pengawasan aias kepatuhan tethadap pelaksanaan PENDAPATAN pre— P
BupatiWali Kota Peraturan Daerah dan Peraturan BupatiWali Kota Laporan 2023 132 0 12.000.000 ASLI DAERAH Satpol PP 132 0 12,000.000 o Satpol PP 132 o 12.000.000 ook SATPOL PP
3 Penanganan atas pelanggaran Peraluran Daerah dan PENDAPATAN pre— "
Peraturan BupatiWali Kota Laporan 10 0 15.000.000 ASLI DAERAH Satpol PP 10 0 15.000.000 e Satpol PP 10 o 15000000 B0 KA SATPOL PP
3 Pembinaan Penyiak T Pengembangan kapasitas Gan kaier PPNS
Pegawai Neger Sipi PENDAPATAN
(PPNS) Laporan 2023 2 0 4.000.000 ASLI DAERAH Satpol PP 0 o o Satpol PP 2 0 4000000 APBD KAB: SATPOL PP
Kabupaten/Kota AD) KARO
7 PROGRAM T Pelayanan Informasi T Penyusunan kajan ko bencana Kabupaienkom
PR L ANGAN Pelayanan inform Dokumen e 1 1 100.000.000 PAD 8PBD 1 1 200,000,000 APED BPED
BENCANA Kabupaten/Kota Z Sosilsas) Komuriks, omastdan EGas (K1
(KEBENCANAAN) (per jenis bencana) Orang 1500 1500 250.000.000 APBD BPED 1500 1500 250.000.000 APBD BPBD
B Ferayanan T e Tt
Pencegahan dan gu, kepala skolah, dan pengavias sekoah et Komunitas 1 1 15.000000 AU EPBD 1 1 50.000.000 APBD BPBD 1 1 50000000 APBD 8PBD
akiif dalam komunitas tersel
Terhadap Bencana Z Peatnanisemina \ot?:arya e FompeT Kegatan » 2 0000000 APED BPBD 25 2 10,402,000 APED BPED
3 Penyusunan rencana penangguiangan bencana
Dokumen 1 1 100,000,000 APED BPBD
0 Pelatihan pencegahan dan miigasi bencana
Orang 1200 1200 206560000 APED BPBD
5 Pengendalian operasi dan penyediaan sarana
prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Dokumen
g Penyediaan peralatan perindungan dan 2023
terhadap bencana_ unit S S 10.000.000 APBD BPED S 5 10.000.000 APBD BPBD
7 Penguatan kapasias kawasan nluk penceganan dan o
Dokumer 1 1 180,000,000 APED BPED 1 1 100000000 APBD 8PBD
g Penguatan kapasias kawasan uniuk penceganan dan -
bencana Kawasar ! ! 150.000.000 APBD BPED
g Penanganan pasca bencana Kabupalen/Kom 5 N om0 . o o o oo o .
o Pengembangan kapasias Tim Reaksi Cepal (TRC)
Pengen Orang S0 50 20000000 AU epED 400 400 100000000 APED ePED 400 400 400000000 APED &peD
fn Penyusunan rencana konfjensi
Dokumen 1 1 15.000.000 AU epED 1 1 50000000 APED ePED 1 1 100.000.000 APED PED
fe) Glagt Terhadap bencana rang
3 Pelayanan T Respon cepal Kejadian Luar Biasa penyaiiiwaban - 2023
Penyelamatan dan Zoonosis prioritas Laporar ! ! 10.000.000 APBD BPED : ! 10.000.000 APBD BPED
Evakuasi Korban Z Respon cepal darural bencana Kabupalenkora
Dokumen 10 10 10000000 AU epED 0 50 20000000 APED ePED 50 0 620000000 APED &peD
3 Pencarian, perolongan dan evakuasi Korban bencana -
7 Penyediaan logistk penyelamatan Gan evakuas!
korban bencan: Orang
5 "Akiivasi sistem komando penanganan darura -
paas Lapora 10 10 15000000 AU BPED 15 15 20000000 APED BPED 15 15 20000000 APBD 8PBD
g Respon Capal bencana non dlam epdemiabah
S Dokumen 1 1 10000000 APED BPED 1 1 10000000 APBD 8PBD
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Pertaan Swiem T Feryusunan g pevanangan bencana — =5
Penanggulangan 2 ‘Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/ota S N N 00 B p— T N o000 oD oreD
3 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam
Dokumen 1 1 o000 or ore0 s s 0000000 wen sre0 s s 00000 = =
z Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informast Dokumen o A 0000000 “APED p— A B 0000000 APED p—
5 Pembinan dan pengawasan penyelenggaraan o
engavis Laporan f b 000000 = ora0 B 2 0000000 = ore0
& [ Penanganan pasca bencara Kabupaenom p— " N . po p— " " wamono p—s p—
PROGRAT Penceqahan T [ Pencegaan ebakaran aam daeran p— =5
PENCEGAHAN, Pengendaian,
PENANGGULANGAN, damar 7 ‘Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Dok
PENYELAMATAN Penyelamatan, dan daerah okumen
KEBAKARAN DAN Penanganan Bahar 3 Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan
PENYELAMATAN Berbahaya hon kebakaran Laporan
NON KEBAKARAN Beracin Kebakaran
T nan -
(DAMGAR) aam Dacran Penanganas b by an beracun Dokumen i f - raier DAUTIERS are0 f f 000 w0 ora0 . [ 00000 = ore0
5 ‘Standarisasi sarana dan prasarana pencegan nit
kebakaran dan Alat Pelmduﬂg Dir
& [ Pengasaan stana dan prasarana percs -~
kebakaran dan Alat Pelmduﬂg Diri okumen
T bemn i pemadam cbalaran Dofamen
g Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informast N
Pengellan Siem Komurist dr uni o o o Satpal o o o Satpo PP o o o saoL e
5[ Perydengaran e sama i ke prv—
daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan APBD KAB. APBD KAB.
daorah erbtacan i embage,dan v orang = o 75000000 it Sapoipp w0 o 200000000 e Sapol PP o o 200000000 priss sateoLpp
kebakaran dan
T [ Petatinan keluarga tanggap bencana rmah tangeR PENDAPATAN pr—" prew—
Dokumen s o 7500000 S Sapoipp © o 10000000 2D KA Sapol PP P o 1000000 20 sateoLpp
T P T e e s o T =5 5 T 5 ST 5 5 T Sapare 5 5 5 SATPoLFE
Proteksi Kebakaran 2 rasarana proteksi kebakaran Laporan 0 0 0 Satpol PP 0 0 0 Satpol PP_ 0 [ 0 SATPOL PP
e e =5 PENDAPATAN pr—" prew—
Kebakaran pengujian penyebab kejadian kebakaran Dokumen 10 0 27.500.000 ASU(DE:DE;RAH Satpol PP 50 0 250.000.000 KARO Satpol PP 50 o 250.000.000 KARO SATPOL PP
Pemberdayaan T [ Femberdayaan masyarakat e percegatan =5
NaSyaraket eSO tan e el Gan orang 0 0 o sapol PP o o o Satpo PP o o o saToL PR
Penceganan Saukas
Kebak
eoasaran 7 m;gguﬂkan o v R e S S S po—— S S S p— S S S pre—
T [ Diungan perberdayaan resyarakatava
pemacam kebakeran melalu penyecaan sarana dan Dokumen o o o sapol PP o o o Satpo PP o o o saToL PR
Fenyaenggaran T Peryetenogaraan operas pencaran dan perTangan =5
OperasiPencatan e persawa yangpeni, mermbanayakan, aporan o o o Sapoipp o o o Satpol PP o o o sateoLpp
dan Perlongan ooty e
Temmacap Kondsi 7| Standanses sarana g pasarana pencaran G
Werbaneyakan perlongan ethadap ko membanayakan Dokumen o o o Sapoipp o o o Satpol PP o o o sateoLpp
Manusia vz
T [ Pengadaan sefana dan rasarara percaran dan
pergongan etadap kond: membanayakan uni o o o Sapoipp o o o Saipol PP o o o sateoLpp
e
T e o percaan can s
{eradap kons merbaayaka Laporan o o o sapol PP o o o Satpo PP o o o saToL PR
No Program Kegiatan Sub Kegiatan Satuan Tahun Pencapaian SPM (2027) Inisiasi Sumber Instansi Pelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi ber Instansi
Dasar Pendanaan Pendanaan Pelaksana
Targer Rearsast Fragaran Pererma Fearmast Araaran
Layanan
Dasar
T ProcEAN T Perangann T Penceqatan gergguan keteieraran dan Fetrihan £
PENNGRATAN Gangguan mu el deieks i dan cegah i, pembinaan #pBD KAB APBD B
KETENTERAMAN Ketenteraman dan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, Kasus 100 0 86.325.000 KARO SATPOL PP 100 o £6.325.000 KARO SATPOL PP
DN KETERTIBAN Keteriban Umum an pengavaian
CRMUM (TRANTIRUM) alam 1 (Sa1) 7| Pennskan st gagman Tewreraman_dan
Dacran Keteriban unum. bodasaian Perda.dan Perkada
Kabupaten/Kota melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan Kasus 0 0 ° SATPOL PP ° ° ° SATPOL PP
Kensunn massa
T Koontinasperyelerggarean Ferenaan
ieteriban umm seria patindungan mesyarskat | Dokumen w o 15000000 APED K42 saPoLPP = o 15000000 APED 00 saTpoL PP
ngeat
T [ Pemberdayaan _ perindungan ek dam TR B TGE
e Dotumen 5 o 15000000 o saPoLPP B o 15000000 s satpoLPP
S| Pennglatan  kapasias _SDM - Satvar et
Pamongaia dan Satan Perinungan Masyaakal #pBD KAB APBD 1B
termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Orang 100 o 50.000.000 KARO SATPOL PP 100 o 50.000.000 KARO SATPOL PP
ol s anusa
& Kena sema i lebaga dan e daam ok
benceganan dan penanganan Janggan kelonaman = o 22.400000 APBDKAB saTpoL PP @ o 2.400000 APED 128 sareoLpp
G teterian urim
T Pengadaan dan pemeTrarean sarara Gan praseana - APEDTAS PGS
Pengadaan dan pemelforaan s o o0 o 500000000 B SaPoLPP 0 o 500000000 0 SatpoLPP
T e sop etber G | men S S S pow— po—
S| pervedaantayanan i argka dampak peneSan | | qporan o o o sapoLPP sapoLPP
7| P T ggf:gf::-m;:;;gg;;"“ e = P o 21675000 APED G saPoLPP 2 o 27676000 AP0 B saTPoL PP
Kab"PR‘E"/KDB “Gan 2 engawasan atas kepatuhan terhadap De\aksanaan APBD KAB. APBD KAB.
Peral. Pera!uvan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kotz Laporan 132 ° 12.000000 KARO SATPOL PP 132 ° 12.000.000 KARO SATPOL PP
Bupainval Kota 5 Jorggaran P
rargenan s sl Porsrn Daerah G APEDKAS FPED 1B
Penanganan atas plons Caporan 10 o 15000000 01 saPoLPP 10 o 15000000 B0 satpoLPP
T e ey | T | Pengembangan kapesis danFarer PERS £
Pegana Negen i #pBD KAB APBD B
pegau Laporan 2 o 4000000 20 saTPoLPP 2 o £000000 s sapoL PP
7| ProcRA T Pelajanan mormas | T | Pemisinan kapan ko bencara Kabupam ot 5
PENANGGULANGAN Dokumen : : 300.000.000 APED BPED
BENCANA Kabupaten/Kota 2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
(KEBENCANAAN) rawan bencana (per jenis bencanay Orang 500 500 115.000.000 APBD BPED 500 500 117.500.000 APED BPED
T e T Pembertukan komunias besardan memasti T
Penceganin can s, kepaa soklah, dan penganas Sekoan et omunias 1 1 100000000 rpe0 epe0 1 1 102000000 #pBD ere0
S i komuntss erse
Teiadep Bencana [ 7| Peatnaniseminai okakanya pergua Fompeers Regaan
dan guru 0 0 100.000.000 APBD BPED 0 0 102.000.000 APBD BPED
T Peryusunan encans peramgamgA benca — ] ] roms o p—s ] ] I poos p—s
4 Pelatihan pencegahan dan miigasi bencana Orang 2023 400 400 100,000,000 APBD BPBD. 400 400 102,000,000 APBD BPED
S Pengerdaian operdan penyedaa s
rasarana kesapsagaan tmacap bencans Dokumen 1 1 200000000 APeD seED 1 1 200000000 #pED 5eED
& Peryediaan peran perndugan dan
g un = = o000 w0 ore0 B B 2000000 = ore0
R R T E— ] ] o0 e s 3 1 20000 we0 re0
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g Penguatan kapasitas Kawasan Uniuk penceganan dan
fty Kawasan 1 1 160,000,000 APBD 8PBD
9 Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota,
10 10 200,000,000 APBD 8PBD 10 10 204000000 APBD 8PBD
) Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)
pongemt Orang 100 100 100,000,000 APBD 8PBD 100 100 102,000,000 APBD 8PBD
T Penyusunan rencana konijenst
Dokumen 1 1 100,000,000 APBD BPBD 1 1 102,000,000 APBD BPBD
[ Gladi kesiapsiagaan teadap bencana
Orang 1 1 10.000.000 APBD BPBD
3 Pelayanan T Respon cepal Kejadian Luar Biasa penyakiwabah .
Penyelamatan dan Zoonosis pio Leporen : : 20.000.000 APBD BPED. : : 20500000 APED BPED
Evakuasi Korbar 7 Respon cepal darural bencana Kabupaten/kota
Bencana Dokumen 25 25 50,000,000 APBD 8PBD 25 25 51,000,000 APBD 8PBD
3 Pencafian, pertolongan dan evakuas korban bencana
Orang oo 1 1 200,000,000 APBD 8PBD 1 1 204000000 APBD 8PBD
7 Penyediaan logistk penyelamatan dan evakuasi
korban bencan Orang 50 50 100,000,000 APBD 8PBD 50 50 102,000,000 APBD 8PBD
5 Aktivasi sistem komando penanganan darurat .
o, Laporan 30 30 60.000.000 APBD BPBD 30 30 61,600,000 APBD BPBD
© Respon cepat bencana non alam epidemiwabah
Ponpat Dokumen 1 1 10.000.000 APBD BPBD
g Penataan Sistem T Penyusiinan reguasi penangguiangan bencana
Dokumen 1 1 75000000 APBD BPBD 1 1 28,000,000 APBD BPBD
Penanggula u T u
enanggulangan B Penguatan kelembagaan bencana KabupalenKota Dokumen i i APED .
75.000.000
3 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dajam
pombaga Dokumen oo 5 5 10000000 APBD 8PBD 5 5 11500000 APBD 8PBD
7 Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informast
Dokumen 6 6 60.000.000 APBD 8PBD 6 6 61,500,000 APBD 8PBD
B Pembinaan dan pengavasan penyelenggaraan .
e Laporan 12 12 50.000.000 APBD BPBD 12 12 51000000 APBD BPBD
© Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota
Dokumen 1 1 6.000.000 APBD BPBD 1 1 6,000,000 APBD BPBD
3 PROGRAM T Penceganan T Penceganan kebakaran dajam daerah
PENCEGAHAN, Pengendalian, Dokumen ad iad 150,000,000 APED i i i 153.000.000 APED BPED
PENANGGULANGAN, Pemadaman, B Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam
PENYELAMATAN penyelamatan, dan o Dokumen 100 100 100.000.000 APBD 8PBD 100 100 102,000.000 APBD 8PBD
KEBAKARAN DAN 3 dan evakuasi korban kebakaran dan
PENYELAMATAN Berbahaya dan non kebakaran Laporan 4 4 15000000 APBD 8PBD
NON KEBAKARAN Beracn Kebakaran
7 Penanganan bahan berbahaya dan beracun
(DAMKAR) dalam Daerah e e e, Dokumen 1 1 15000000 APBD 8PBD 1 1 15500000 APBD 8PBD
5 Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan.
kebajaran dan Aot elndng D unt : : 50.000.000 APED BPED : : 51000000 APED BPED
B Pengadaan saans dan prasarana percegah
bakaran dan Aot einaung Di Dokumen 2028 2 2 50.000.000 APED BPED. 2 2 51000000 APED BPED
7 Pembinaan aparalm pemadam kebakaran
Dokumen 1 1 200,000,000 APBD 8PBD
g Pengelolan Sistem Komunikasi dan Informas
Kebakaren dan Penyelamtan (SKI unt ° ° ° SATPOL PP
g enyelenggaraan kerja sama dan koordasi antar
Gaeren bbatasan, e (ambega, dan kemiraan APBD KAB APBD KAB.
dalam pencegahan, penangguiangan, penyelamatan Omng 0 ° 200000000 KARO SATPOL PP © ° 200000000 KARO SATROLPP
kebakaran dan non kebakaran
o Pelatian keluarga tanggap bencana rumah tangga APBD KAB APED KAB.
Dokumen a0 o 40000000 Py SATPOL PP a0 o 40,000.000 P SATPOL PP
Z Tnspeks: Peralatan 1 Pendataan sarana prasarana proleksi kebakaran Taporan o, [ [ o SATPOL PP [ [ [ SATPOL PP
Proteksi Kebakaran 2 Peniaian sarana prasarana proteksi kebakaran Laporan o o 0 SATPOL PP o o o SATPOL PP
3 Tnvestgasi Kejadian T Investast efacan ebakora, it peniin o APED KAB APED KAB.
fiatannd o b ke acian koba Dokumen 2023 0 o 100.000.000 ARG SATPOL PP 50 o 250,000,000 Py SATPOL PP
z Pemberdayaan T Femberiayaan masyalakal o pencegaran aan
Masyarakat dalam penanggulangan kebakaran melas sosilsasidan Orang o o 0 SATPOL PP o o o SATPOL PP
Pencegahan edukasi masyarak:
Kebakaran i i i
2 Sembentkan dan pemBaaR AV P 202 o o o J——— o o o J——
kebakaran
3 Dukungan pemberdayaan masyarakalreiavan
pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan Dokumen o o 0 SATPOL PP o o o SATPOL PP
prasarana
5 T perilongan
Operasi Pencarian pada perisivia yang penmpa, membahayakan Laporan o o 0 SATPOL PP o o o SATPOL PP
dan Pertolongan danjatau manusia
Tethadap Kondsi 2 Standafses) sarana dan prasarana pencarian dan
Memiehay pertolongan terhadap konsi membahayat Dokumen o o 0 SATPOL PP o o o SATPOL PP
dan evakuasi .
3 Pengadaan sarana dan prasarana pencarn gan
pertolongan terhadap kondisi membahay; Unit o o o SATPOL PP o o o SATPOL PP
jakuasi
Q mbinaan aparalur pencarian dan periolongan
{emaep Konuls meooanayakan Laporan o o o SATPOL PP o o o SATPOL PP
dan evakuasi
3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial
No Program Kegiatan Sub Kegiatan Satuan Tanun Pencapaian SPV (2024) Tisiast Sumber nstansi Pencapaian SPM (2025) Tisiast Sumber Tnstanst Pencapaian SPM (2026) Thistast Sumber nstansi
Dasar Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana
Target Realisast “Anggaran Penerima Realisast “Anggaran Penerima Realisast “Anggaran
Layanan Layanan Dasar
Dasar
T PROGRAM Rehabiltasi Sosial T 2023
e st s Penyediaan permakanan Orang APBD DINAS SOSIAL - - APBD DINAS SOSIAL 20 20 20.000.000 APBD DINAS SOSIAL
SIA Disabiltas Terlantar, 2
Anak Terantar. Lanjut Penyediaan sandang Orang - - - APBD DINAS SOSIAL - - - APBD DINAS SOSIAL & & 20.000.000 APBD DINAS SOSIAL
Usia Terlantar, 3
Gelandangan Penyediazn alat bantu Orang 45 45 63.367.493 APBD DINAS SOSIAL 170 170 280,000,000 APBD DINAS SOSIAL 170 170 250,000,000 APBD DINAS SOSIAL
engemis di Luar n
Panii Sosial Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 10 10 §.105.300 APBD DINAS SOSIAL 10 10 12448000 APBD DINAS SOSIAL 100 100 10.044.000 APBD DINAS SOSIAL
B
Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial Orang 20 20 16.576.960 - - - - . B B
g Pemberian bimbingan sosial Kepada KelUarga peryandang
disabiltas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terfantar, serta orang - - - - - 20 20 45,000,000 . . .
7 Fasiasi pembuatan Nortor Indue Kependudkan, Aka “oram , , , . . . B B - -
Kelahiran, Surat Nikah, dan Katu Identi 9
g Pemberian akses ke layanan nenmdlkan o e oang , , , . . . B B - -
g
Pemberian layanan data dan pengaduan Orang 300 300 50.732.000 APBD DINAS SOSIAL 450 450 89,920,000 APBD DINAS SOSIAL 400 400 £0.000.000 APBD DINAS SOSIAL
10 edaruratan Orang 5 5 , , 5 5 5 5
i Pemberan pelayanan penelusuran keluarga Orang B B - - - - - - 5 -
7
Pemberian layanan rujukan Dokumen 2 2 24000000 APBD DINAS SOSIAL 20 20 22.908.400 APBD DINAS SOSIAL 20 20 22,908,400 APBD DINAS SOSIAL
Perindungan Sosl T vedinan makanan . 2023
R Penyediaan makana Orang 120 120 10.070.000 APBD DINAS SOSIAL 180 180 10112000 APBD DINAS SOSIAL 180 180 10112000 APBD DINAS SOSIAL
Nanan ol 2 P 12 12 APBD DINAS SOSIAL 1 1 APBD DINAS SOSIAL 1 1 APBD DINAS SOSIAL
Kabupaten/kota enyediaan sandang Orang 0 0 73.057.655 s SOs| 80 80 62,864,500 s 0S| 80 80 62,684,800 s SOs|
3 Penyediaan tempat pengungs! Onit B B - - B , 5 5
< Penanganan khusus bagi kelompok rentan Orang B B B B B B B B B - B B - - -
B Pelayanan dukungan Psikososial Orang 5 5 - B , , , - - -
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No Frogram Kegiatan Sub Kegiatan Sawan Tahun Pencapaian SPM (2027) Tnisiast Sumber Tnstans Pencapaian SPM (2028) Tnisiast ber Tnstansi
Dasar Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana
Target Realisasi ‘Anggaran Penerima Realisasi ‘Anggaran
Layanan
Dasar
T PROGRAM Rehabilltas Sosial T 2023
e At Dasas Pemyandang Penyediaan permakanan Orang 0 40 120,000.000 APBD DINAS SOSIAL 0 40 120,000,000 APBD DINAS SOSIAL
SIAL Disabilitas Terlanar, 7
Anak Terlantar, Lanjut Penyediaan sandang Orang 0 40 20.000.000 APBD DINAS SOSIAL 0 40 20.000.000 APBD DINAS SOSIAL
Usia Terlant
Gelandang: 3 Penyediaan alat bantu orang 170 170 250,000,000 APBD DINAS SOSIAL 170 170 250,000,000 APBD DINAS SOSIAL
Pengernis di Luar
T
Panti Sosial Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 100 100 10.044.000 APBD DINAS SOSIAL 100 100 10044000 APBD DINAS SOSIAL
5 Pemberian bimbingan sk, mental_ spiital, dan sosial Grang - - - - - -
© Pemberian bimbingan sosial kepada Keluarga penyandang
disabiltas terlantar, anak terfantar, lanjut usia teriantar, serta Orang - - - - - -
gelandangan pengenis dan masyarakat
7 Fasilitasi_pembuatan Nomor Induk_Kependudukan, Ak oran i N N N N ,
Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak ang
5 Pemberian akses ke layanan pendiikan dan kesehatan
Orang - - - - - -
dasar
g
Pemberian layanan data dan pengaduan Orang 400 400 50,000,000 APBD DINAS SOSIAL 400 400 50,000,000 APBD DINAS SOSIAL
0 Pemberian layanan kedaruratan Grang - - - - - -
) Pemberian pelayanan Orang - - - - - -
]
Pemberian layanan rujukan Dokumen 20 20 22904400 APBD DINAS SOSIAL 20 20 22.904.400 APBD DINAS SOSIAL
Perindungan Sosial T 2023
R e Penyediaan makanan Orang 180 180 19,112,000 APBD DINAS SOSIAL 180 180 19.112.000 APBD DINAS SOSIAL
Jam dan Sosial 7
Kabupaten/Kota Penyediaan sandang orang 180 180 62,684,800 APBD DINAS SOSIAL 180 180 62,884,800 APBD DINAS SOSIAL
3 Penyediaan pengungs: Unit s p - B 5 5
0 bag kelompok rentan Orang B -
5 Pelayanan dukungan Psikososial Orang B -
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3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

Tabel 3.2.1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Karo 2024-2028

No Tnaikator Kinerja 1 Jenis Layanan SPM Sawan Tahun Pencapaian SPM (2024) Tnisiast Sumber Tnstansi Pencapaian SPM (2025) Tnisiast Sumber Tnstansi Pencapaian SPM (2026) inisias Sumber nstansi
Dasar Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana
Penerima Realisasi Mut Realisasi ‘Anggaran Penerima Realisasi Mutu Realisasi “Anggaran Penerima Realisasi Mutu Realisasi ‘Anggaran
Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan
Dasar Dasar Dasar
] Pendidikan Dasar Usia Dint 2023
Peningkatan proporsi jumiah satuan PAUD yang mendapatian P DINAS DINAS DINAS
1 minimal akreditasi 8 180 50 30.000.000 APBD PENDIDIKAN 190 ) 42.000000 APBD PENDIDIKAN 200 80 48,000,000 APBD PENDIDIKAN
DINAS DINAS DINAS
2 Pertumbuhian pendifk PAUD di S1/0 * 210 200 0 PENDIDIKAN 220 210 160.000.000 APBD PENDIDIKAN 220 220 170.000.000 DAY PENDIDIKAN
Rasio pengawas sekolah untuk PAUD % DINAS DINAS DINAS
3 34 34 20,000000 DAY PENDIDIKAN 36 36 30.000000 DAY PENDIDIKAN 38 38 40,000,000 DAY PENDIDIKAN
4 Kecukupan formas! gura AS %
5 o %
Proporsi PTK bersertifikat % DINAS DINAS DINAS
5 100 30 0 PENDIDIKAN 100 35 100.000.000 DAY PENDIDIKAN 100 40 150.000.000 DAY PENDIDIKAN
Proporsi PTK penggerak DINAS DINAS DINAS
7 100 10 0 PENDIDIKAN 100 18 100.000.000 DAY PENDIDIKAN 100 20 120,000,000 DAY PENDIDIKAN
] %
2) Pendidikan Dasar 2023
SO
emampuan terast . DINAS Kelas I dan DINAS Kelas I dan DINAS
1 287 287 Rp600.000.000 DAY PENDIDIKAN 287 287 Rp700.000.000 Kelas IV DAY PENDIDIKAN 267 287 Rp800.000.000 las 1V DAY PENDIDIKAN
emampuan mumerast ot DINAS Kelas | dan DINAS Kelas | dan DINAS
2 287 287 Rp400.000.000 DAY PENDIDIKAN 287 287 Rp500.000.000 Kelas IV DAY PENDIDIKAN 287 287 Rp800.000.000 Kelas IV DAY PENDIDIKAN
Perbedaan skor lterasi Nilai 1oR DINAS DINAS DINAS
3 287 287 - o DAY PENDIDIKAN 287 287 IDR - 0 DAY PENDIDIKAN 287 287 IDR 0 DAY PENDIDIKAN
Perbedaan skor numerasi Nilai 1oR DINAS DINAS DINAS
4 287 287 - o DAY PENDIDIKAN 287 287 DR - 0 DAY PENDIDIKAN 267 287 IDR - 0 DAY PENDIDIKAN
Indeks ikim keamanan Nilai DINAS DINAS DINAS
5 287 287 600,000,000 DAY PENDIDIKAN 287 287 700.000.000 DAY PENDIDIKAN 267 287 800.000.000 0 DAY PENDIDIKAN
Indeksikim kebinekaan dan inkusivitas Nitai DINAS DINAS DINAS
6 287 287 17.000.000.000 DAY PENDIDIKAN 287 267 18.000.000.000 DAY PENDIDIKAN 267 287 18.000.000.000 0 DAY PENDIDIKAN
Kecukupan formasi guru ASN % DINAS DINAS DINAS
7 100 60 0 DAY PENDIDIKAN 100 62 50.000.000 DAY PENDIDIKAN 100 65 100,000,000 DAY PENDIDIKAN
DINAS DINAS
8 Indeks disribusi guru * DAY PENDIDIKAN DAY PENDIDIKAN
Proporsi PTK bersertfikat % DINAS DINAS DINAS
9 100 62 0 DAY PENDIDIKAN 100 65 100.000.000 DAY PENDIDIKAN 100 7 150,000,000 DAY PENDIDIKAN
Proporsi PTK penggerak % DINAS DINAS DINAS
10 100 3 0 DAY PENDIDIKAN 100 5 100.000.000 DAY PENDIDIKAN 100 8 150.000.000 DAY PENDIDIKAN
Pengalaman pelatihan guru % DINAS DINAS DINAS
u 100 15 350,000,000 DAY PENDIDIKAN 100 18 500.000.000 DAY PENDIDIKAN 100 20 750.000.000 DAY PENDIDIKAN
Sup. 2023
Yemampuan lteras! ot Rp. DINAS Kelas Vil dan DINAS DINAS
1 67 67 800,000,000 DAY PENDIDIKAN 67 67 Rp.1.000.000.000 Vi DAY PENDIDIKAN 67 67 RP.1.100.000.000 KelasVILVILIX DAY PENDIDIAN
Cemampuan ameras ot Rp. DINAS Kelas ViT dan DINAS DINAS
2 67 67 800.000.000 DAY PENDIDIKAN 67 67 Rp.1.000.000.000 Vil DAY PENDIDIKAN 67 67 RP.1.100.000.000 Kelas.ViLVIL: DAY PENDIDIAN
Perbedaan skor lterasi Nilai DINAS DINAS DINAS
3 389 389 0 o PENDIDIKAN 4 4 500.000.000 APBD PENDIDIKAN a1 a1 600.000.000 APBD PENDIDIAN
Perbedaan skor numerasi Nitai DINAS DINAS DINAS
4 139 139 0 o PENDIDIKAN 138 138 500.000.000 APBD PENDIDIKAN 136 136 600.000.000 APBD PENDIDIAN
Indeks ikim keamanan Nilai DINAS DINAS DINAS
5 240 240 0 APBD PENDIDIKAN 250 250 300,000,000 APBD PENDIDIKAN 260 260 400,000,000 APBD PENDIDIAN
Indeks ikim kebinekaan dan inkusivitas Niai DINAS DINAS DINAS
6 250 250 0 APBD PENDIDIKAN 255 255 300,000,000 APBD PENDIDIKAN 260 260 350,000,000 APBD PENDIDIAN
7 Kecukupan formas! guru ASN %
Indeks distribusi guru % Ky ram O
8 100 79 0 DAY PENDIDIKAN 100 8 100.000.000 DAY PENDIDIKAN 100 82 150000000 DAY PENDIDIAN
Proporsi PTK bersertfkat % DINAS DINAS DiNAS,
9 100 a2 0 DAY PENDIDIKAN 100 a5 100.000.000 DAY PENDIDIKAN 100 50 150000000 DAY PENDIDIAN
Proporsi PTK penggerak % DINAS DINAS DINAS
10 100 2 0 DAY PENDIDIKAN 100 5 100.000.000 DAY PENDIDIKAN 100 7 150000000 DAY PENDIDIAN
Pengalaman pelatihan guru % DINAS DINAS DINAS
u 100 45 235.000000 DAY PENDIDIKAN 100 50 550,000000 DAY PENDIDIKAN 100 60 650.000.000 DAY PENDIDIAN
3) Pendidikan Kesetaraan 2023
DINAS Dinas DINAS
1 Kemampuan lterasi Nilal 1 1 0 PENDIDIKAN 11 11 20,000000 DAY Pendidikan 12 12 25.000.000 DAY PENDIDIKAN
DINAS Dinas DINAS
2 Kemampuan numerasi Nilal 1 1 0 PENDIDIKAN 11 11 20,000000 DAY Pendidikan 12 12 25.000.000 DAY PENDIDIKAN
DINAS
3 Perbedaan skor literasi Nitai o o 0 o PENDIDIKAN 1
4 Perbedaan skor numerasi Nilal
DINAS Dina DINAS
s Indiks ikim keamanan Nilal 230 230 0 PENDIDIKAN 240 240 25.000000 DAY Pendidikan 25 25 30,000,000 DAY PENDIDIKAN
DINAS Dinas DINAS
6 Indieks ikim kebinekaan dan inkusivitas Nitai 2 2 20.000000 DAY PENDIDIKAN 21 21 25.000000 DAY Pendidikan 23 23 30,000,000 DAY PENDIDIKAN
% DINAS Dinas DINAS
7 Kecukupan formasi guru ASN 100 o 0 DAY PENDIDIKAN 100 15 25.000000 DAY Pendidikan 100 25 50.000.000 DAY PENDIDIKAN
M DINAS Dina: DINAS
8 gury 100 45 0 DAY PENDIDIKAN 100 50 25.000000 DAY Pendidikan 100 55 50.000.000 DAY PENDIDIKAN
M DINAS Dinas DINAS
9 Proporsi PTK bersertfikat 100 001 0 DAY PENDIDIKAN 100 5 25.000000 DAY Pendidikan 100 9 50,000,000 DAY PENDIDIKAN
- DINAS inas DINAS
10 Proporsi PTK penggerak 100 0.18 o DAY PENDIDIKAN 100 2 25.000000 DAY Pendidikan 100 6 50,000,000 DAY PENDIDIKAN
- DINAS Dinas DINAS
1 100 0 0 DAY PENDIDIKAN 100 10 25.000000 DAY Pendidikan 100 15 50,000,000 DAY PENDIDIKAN
No Tndikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Sawan Tahun Pencapaian SPN (2027) inisiast Sumber Tnstansi Pencapaian SPM (2028) Tnisiast Sumber instansi
Dasar Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana
Penerima Realisasi Mutu Realisasi Anggaran Penerima Realisasi Mutu Realisast Anggaran
Layanan Layanan ayanan Layanan
Dasar Dasar
) Pendidikan Dasar Usia bint 2023
Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan P DINAS DINAS
1 minimal akreditasi B 210 % 60.000.000 APBD PENDIDIKAN 231 9 66000000 APBD PENDIDIKAN
DINAS DINAS
2 Pertumbuhan pendidik PAUD & $1/01V * 230 230 180.000.000 DAY PENDIDIKAN 253 253 198000000 DAY PENDIDIKAN
DINAS DINAS
3 Rasio pengawas sekoleh untuk PAUD * 382 382 50,000000 DAY PENDIDIKAN 4202 4202 55000000 DAY PENDIDIKAN
) Kecukupan N % o o [
5 Indieks distribusi guru % [ [ [
DINAS DINAS
6 Proporsi PTK bersertificat * 100 60 200.000.000 DAY PENDIDIKAN 110 66 220000000 DAY PENDIDIKAN
DINAS DINAS
7 Proporsi PTK penggerak * 100 23 150.000.000 DAY PENDIDIKAN 110 253 165000000 DAY PENDIDIKAN
5 Pengalaman pelatihan guru 5 o o o

32



2) Pendidikan Dasar 2023 [ [ [
SD [ [ [
Kemarmpuan fteras! ot Kelas | dan DINAS Kelas | dan DINAS
1 287 287 RpB00.000.000 Kelas IV DAY PENDIDIKAN 3157 3157 880000000 Kelas IV DAY PENDIDIKAN
emampoam mmerast or Kelas | dan DINAS elas | dan DINAS
2 P 287 287 RpB00.000.000 Kelas IV DAY PENDIDIKAN 3157 3157 880000000 Kelas IV DAY PENDIDIKAN
Perbedaan skor literasi Nilai DINAS DINAS
3 287 287 IDR - 0 DAY PENDIDIKAN 3157 3157 o o DAY PENDIDIKAN
Perbedaan skor numerasi Nilai DINAS DINAS
4 287 287 DR - o DAY PENDIDIKAN 3157 3157 o o DAU PENDIDIKAN
Indieks iKim keamanan Niai DINAS DINAS
5 287 287 800.000.000 o DAY PENDIDIKAN 3157 3157 880000000 o DAU PENDIDIKAN
DINAS DINAS
6 Indeks iim kebinekaan dan inkushites ol 287 287 o DAY PENDIDIKAN 3157 3157 o DAU PENDIDIKAN
Kecukupan formasi guru ASN % DINAS DINAS
7 100 70 150,000.000 DAY PENDIDIKAN 110 7 165000000 DAY PENDIDIKAN
8 indeks distribust guru % [ [ [
DINAS DINAS
o Proporsl PTK bersertiikat * 100 75 200.000.000 DAY PENDIDIKAN 110 825 220000000 DAY PENDIDIKAN
DINAS DINAS
10 Proporsl PTK penggerak * 100 10 200,000.000 DAY PENDIDIKAN 110 1 220000000 DAY PENDIDIKAN
Pengalaman pelatinan guru % DINAS DINAS
1 & pelathang: 100 2 1.000.000.000 DAY PENDIDIKAN 110 275 1100000000 DAY PENDIDIKAN
SMP 2023 [ [ [
Kemampuan lterasi Nioi Kelas DINAS Kelas DINAS
1 67 67 1.200.000.000 VILVIILIX DAY PENDIDIKAN 737 737 1320000000 VILVIILIX DAU PENDIDIKAN
Kemampuan numerasi Nioi Kelas DINAS Kelas DINAS
2 67 67 1.200.000.000 VILVILIX DAY PENDIDIKAN 737 737 1320000000 VILVIILIX DAY PENDIDIKAN
Perbedaan skor literasi Nioi DINAS DINAS
3 i 42 42 650.000.000 APBD PENDIDIKAN 462 462 715000000 APBD PENDIDIKAN
Perbedaan skor numerasi Nilai DINAS DINAS
4 134 134 650.000.000 APBD PENDIDIKAN 1474 1474 715000000 APBD PENDIDIKAN
Indieks iKim keamanan Nilai DINAS DINAS
5 265 265 450.000.000 APBD PENDIDIKAN 2915 2915 495000000 APBD PENDIDIKAN
Indieks IKim kebinekaan dan inkusivitas Niai DINAS DINAS
6 260 260 370.000.000 APBD PENDIDIKAN 286 286 407000000 APBD PENDIDIKAN
7 Kecokupan formas! guru ASN % [ [ [
P % DINAS DINAS
8 Indeks distribusi guru 100 85 200.000.000 DAY PENDIDIKAN 110 035 220000000 DAU PENDIDIKAN
DINAS DINAS
o Proporsi PTK bersertfikat * 100 52 200.000.000 DAY PENDIDIKAN 110 572 220000000 DAU PENDIDIKAN
DINAS DINAS
10 Proporsl PTK penggerak * 100 10 200.000.000 DAY PENDIDIKAN 110 1 220000000 DAU PENDIDIKAN
Pengalaman pelatinan guru % DINAS DINAS
1 100 65 750.000.000 DAY PENDIDIKAN 110 715 825000000 DAY PENDIDIKAN
3) Pendidikan Kesetaraan 2023 [ [ 0
DINAS DINAS
Nitgi 13 13 30.000.000 DAY PENDIDIKAN 494846 494846 33000000 DAU PENDIDIKAN
DINAS DINAS
2 2 13 13 30.000.000 DAY PENDIDIKAN 494846 494846 3300000 DAU PENDIDIKAN
3 erbedaan skor iterast or
4 erbedaan skor numeras! o
5 indeks o
3 indeks siitas or
- DINAS DINAS
7 Kecukupan formasi guru ASN 100 30 75.000.000 DAY PENDIDIKAN 110 33 82500000 DAU PENDIDIKAN
- DINAS DINAS
8 indeks distrbusi guru 100 60 75.000.000 DAY PENDIDIKAN 110 66 82500000 DAU PENDIDIKAN
- DINAS DINAS
9 Proporsi PTK bersertiikat 100 13 75.000.000 DAY PENDIDIKAN 110 143 82500000 DAY PENDIDIKAN
P DINAS DINAS
10 Proporsi PTK penggerak 100 9 75.000.000 DAY PENDIDIKAN 110 29 82500000 DAY PENDIDIKAN
P DINAS DINAS
1 Pengalaman pelatinan guru 100 18 75.000.000 DAY PENDIDIKAN 110 198 82500000 DAY PENDIDIKAN
No indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM| Satuan Tahun Pencapaian SPM (2024) Tnisiast Sumber Tnstansi Pencapaian SPV (2025) Tnisiasi Sumber Tnstansi Pencapaian SPM (2026) inisiast Sumber instansi
Dasar Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana
Penerima Realisasi Mutu Realisasi ‘Anggaran Penerima Realisasi Moty Realisasi ‘Anggaran Penerima Realisasi Moty Realisasi ‘Anggaran
Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan
Dasar sar
APBD APBD
1 Pelayanan kesehatan ibu hamil 2023 PROVINSI, PROVINSI, PROVINSI,
8976 8976 074.436. APBD, APBN DINKES 9008 9008 9008 01.998.0; APBD, APBN DINKES 9909 9909 9909 424.224.021 APBD, APBN DINKES
1 Vaksin Tetasus Difetri (Td) Ampul HPED APBD APBD
P 8976 8976 054.360.000 PROVINS! DINKES 9008 9008 054.360.000 PROVINS! DINKES 9909 9909 054.360.000 PROVINSI DINKES
2 Tablet Tambah Darah Tabel 807840 807840 315.057.600 APBD DINKES 810720 o 340.502.400 APBD DINKES 801792 o 401.306.400 APBD DINKES
3 Alat Deteksi resiko Ibu Hanil : Test Kehamilan Paket 8976 8976 21.542.400 APBD DINKES 9008 9008 21.889.440 APBD DINKES 9000 9000 24.375.648 APBD DINKES
Paket
4 Alat Deteksiresko lbu Hamil: Pemerksaan HB 8976 8976 51163.200 APBD DINKES 9008 9008 51.615.840 APBD DINKES 9000 9000 57.074.688 APBD DINKES
Paket
s Alat Deteks resiko Iou Hami : Pemeriksaan Golongan Darah 8976 8976 117.136.800 APBD. DINKES 9008 9008 117.824.640 APBD. DINKES 9000 9909 129.904.368 APBD DINKES
5 Al Deteksi resiko 1bu Hamil - Pemenksaan Glokoprotein Paket
1346 1346 3608352 APBD. DINKES 1351 1351 3661752 APBD. DINKES 1486 1486 4072517 APBD DINKES
! Kartu Ibu/ Rekam Meds 1bu Paket 8976 8976 4.488.000 APBN DINKES 9008 9008 4504000 APBN DINKES 9000 9909 9.908.800 APBN DINKES
8 Buku Kesehatan lbu dan Anak (KIA) Buku 8976 8976 £80.760.000 APBN DINKES 9008 9008 90.080.000 APBN DINKES 9000 9000 118.905.600 APBN DINKES
° Kunjungan 4 K Orang 1346 1346 67320000 APBN DINKES 1351 1351 67.560.000 APBN DINKES 1486 1486 74316000 APBN DINKES
0 Dokter/dokter spesialis kebidanan Orang 61 61 o APBD DINKES 61 61 o APBD DINKES 61 61 o APBD DINKES
u Bidan Orang 529 529 o APBD. DINKES 520 529 o APBD. DINKES 529 529 o APBD DINKES
2 Perawat Orang 101 101 o APBD. DINKES 101 101 o APBD. DINKES 101 101 o APBD DINKES
APED. APED
2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2023 PROVINSI PROVINSI, PROVINSI
8.568 8.568 8.568 108.532.781 APBD, APBN 8508 8508 8508 248.877.000 APBD, APBN ous8 0458 ous8 337.138.100 APBD, APBN
: Formulir Partograf Formulir 8.568 8.568 4.284.000 APBD. DINKES 8508 8508 4.299.000 APBD. DINKES ous8 os8 9457800 APBD DINKES
2 Kartu ibu (rekam medis) Paket 8.568 8.568 8.568.000 APBD. DINKES 8508 8508 8508000 APBD. DINKES 9458 9458 14186700 APBD DINKES
3 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Buku 8.568 8.568 85.680.000 APBD. DINKES 8598 8598 85.980.000 APBD. DINKES 9458 9458 113493600 APBD DINKES
4 Dokterldokter spesialis Kebidanan dan Kandungan Orang 61 61 61 APBD. DINKES 61 61 o APBD. DINKES 61 61 o APBD DINKES
s Bidan Orang 529 529 529 APBD. DINKES 529 529 o APBD. DINKES 529 529 o APBD DINKES
s Perawat Orang 101 101 101 APBD. DINKES 101 101 o APBD. DINKES 101 101 o APBD DINKES
3 ey anKeschatn BB ey L 2023 8160 8160 132.008.000 8189 8189 8189 158.118.350 2008 9008 2008 102.330.075
! Vaksin Hepaitis BO Vaksn 8160 8160 - APBN DINKES 8189 8189 o APBN DINKES 2008 2008 - APBN DINKES
2 vitamin K1 Injeksi Ampul 8160 8160 31.824.000 APBD. DINKES 8189 8189 32.346550 APBD. DINKES 9008 9008 36031600 APBD DINKES
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3 Salep/Tetes Mata Anibiotik Orang 8160 8160 21.624.000 APBD DINKES 8189 8189 22.110.300 APBD DINKES 2008 2008 24771725 APBD DINKES
4 Formulir Bayi Baru Lahir Formulir 8.160 8160 4.080.000 APBD. DINKES 8189 8189 4.094.500 APBD DINKES 9008 9008 4503950 APBD DINKES
5 Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) Orang 24.480 24.480 24.480.000 APBD. DINKES 24,567 - 24.567.000 APBD. DINKES 27024 27024 27023700 APBD DINKES
3 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Buku APBD. DINKES APED DINKES APED DINKES
’ Dokteridokter spesialis Anak Orang 61 61 o APBD DINKES 61 61 o APBD DINKES 61 61 APBD DINKES
8 Bidan Orang 529 529 o APBD. DINKES 529 529 o APBD DINKES 529 529 APBD DINKES
o Perawat Orang 191 191 o APBD. DINKES 191 191 o APBD DINKES 191 191 APBD DINKES
h fesyenanKeSchelanBaty 2023 39210 39210 39210 393.952.516 39.357 39.357 39.357 456.414.116 43293 43293 43293 2.667.664.214
N Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau okumen
Instrumen Standart lain yang berlaku 27.447 54.894.000 31486 62.971.200 38063 97.408.575
2 Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK) Formulir 27.447 27.447 13.723.500 APBD DINKES 31486 31486 15.742.800 APBD DINKES 38063 38063 38.963.430 APBD DINKES
3 Buku Kartu lbu dan Anak (KIA) Buku APBD DINKES - APBD DINKES o APBD DINKES
4 Vitamin A Biru Kapsul 7.842 7.842 3528900 APBN DINKES 7871 7871 3148560 APBN DINKES 8650 8650 3.896.343 APBN DINKES
s vitamin A Merah Kapsul 62736 62736 60.226.560 APBN DINKES 62072 62972 62.972.000 APBN DINKES 69268 69268 76.194.800 APBN DINKES
s Vaksin imunisasi dasar - HEO Vaksin 7.481 7.481 195.059.594,00 APBN DINKES 7.481 7.481 195.059.594,00 APBN DINKES 7.481 7481 195.059.594,00 APBN DINKES
’ Vaksin imunisasi dasar : BCG Vaksin 7.481 7.481 183.284.500,00 APBN DINKES 7.481 7.481 183.284.500,00 APEN DINKES 7.481 7481 183.284.500,00 APBN DINKES
8 Vaksin imunisasi dasar : Polio Vaksn 7.481 7.481 81120.200,70 APBN DINKES 7.481 7.481 81120.200,70 APEN DINKES 7.481 7481 1.120.200.70 APBN DINKES
° Vaksin imunisasi dasar: [PV Vaksn 7.481 7.481 92.869.250,00 APBN DINKES 7.481 7.481 02.869.250,00 APEN DINKES 7.481 7481 92.869.250,00 APBN DINKES
0 Vaksin imunisasi dasar : DPT-HB-Hib Vaksin 7.481 7.481 481.832.133.4 APBN DINKES 7.481 7.481 481.832.133,4 APBN DINKES 7.481 7481 481.832.133.4 APBN DINKES
” Vaksin imunisasi dasar : Campak Vaksin 7.481 7.481 158.397 .08 APBN DINKES 7.481 7.481 158.397.083.25 APBN DINKES 7.481 7481 158.397.083.25 APBN DINKES
2 Vaksin imunisasi dasar - Rubella Vaksin 7.481 7.481 - APBN DINKES 7.481 7.481 - APBN DINKES 7.481 7481 - APBN DINKES
8 Vaksin imunisas lanjutan : DPT-HB-HIb Vaksin 7.481 7.481 16061071115 APBN DINKES 7.481 7.481 16061071115 APBN DINKES 7.481 7481 160.610.711,1 APBN DINKES
1 Vaksin imunisasi lanjutan : Campak Vaksin 7.481 7.481 158.307 .08 APBN DINKES 7.481 7.481 158,307 .08 APBN DINKES 7.481 7481 158.307.083.25 APBN DINKES
® Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella Vaksin 7.481 7.481 - APBN DINKES 7.481 7.481 - APBN DINKES 7.481 7481 - APBN DINKES
© Jarum suntk dan Bahan Habis Pakai (BHP) Unit 7.481 7.481 8012151000 APBD. DINKES 7.481 7.481 8012151000 APBD DINKES 7.481 7481 8012151000 APBD DINKES
o Peralatan Anaflakik Paket 19 19 9.500.000 APBD. DINKES 19 19 9.500.000 APBD DINKES 19 19 9.500.000 APBD DINKES
8 Bidan Orang 61 61 o APBD DINKES 61 61 o APBD DINKES 61 61 o APBD DINKES
9 Dokter Orang 520 529 o APBD DINKES 520 520 o APBD DINKES 520 520 o APBD DINKES
2 Perawat Orang 101 191 o APBD DINKES 101 101 o APBD DINKES 101 101 o APBD DINKES
2 Anli Gizi Orang 36 36 o APBD. DINKES 36 36 o APBD DINKES 36 36 o APBD DINKES
2 Guru PAUD Orang 256 256 o APBD. DINKES 256 256 o APBD DINKES 256 256 o APBD DINKES
2 Kader Kesehatan Orang 1875 1875 o APBD. DINKES 1875 1875 o APBD DINKES 1875 1875 o APBD DINKES
5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 2023 PROVINSI, PROVINSI, PROVINSI
68.439 68.439 68.439 563.810.125 APBD, APBN 68.465 68.465 68.465 68.465 663.011.000 APBD, APBN 75312 75312 75312 75312 £93.864.900 APBD, APBN
: Buku Raport Kesehatanku Buku 51.329 51.329 230.981.625 APBD. DINKES 54772 54772 273.860.000 APBD DINKES 67781 67781 372.794.400 APBD DINKES
2 Buku Pemantauan Kesehatan Buku 51.329 51.329 230.980.500 APBD. DINKES 54772 54772 273.860.000 APBD DINKES 67781 67781 372.795.500 APBD DINKES
3 Kuesioner Skrining Kesehatan Dokumen 51329 51320 51.320.000 APBD DINKES 54.772 54772 54.772.000 APBD DINKES 67781 67781 67.781.000 APBD DINKES
. Formulr Rekapitulas: Hasil Pelayanan Kesehatan Usia. okumen
Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolat 1000 1000 500.000 APBD DINKES 1000 1000 500000 APBD DINKES 950 950 475.000 APBD DINKES
S Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia p——
Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah 38 38 19.000 APBD DINKES 38 38 19000 APBD DINKES 38 38 19.000 APBD DINKES
s Dokter/Dokter gigi Orang % % o APBD. DINKES % % o APBD. DINKES % % o APBD DINKES
! Bidan Orang 529 529 o APBD. DINKES 520 529 o APBD. DINKES 529 529 o APBD DINKES
8 Perawat Orang 191 191 o APBD DINKES 101 101 o APBD DINKES 101 101 o APBD DINKES
° Anl Gizi Orang 36 36 o APBD DINKES 36 36 o APBD DINKES 3 3 o APBD DINKES
0 ‘Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang a5 a5 o APBD DINKES a5 a5 o APBD DINKES a5 a5 o APBD DINKES
u Suru Orang 4556 4556 o APBD. DINKES 4556 4556 o APBD. DINKES 4556 4556 o APBD DINKES
12 Kader Kesehatan Orang 1875 1875 o APBD. DINKES 1875 1875 o APBD. DINKES 1875 1875 o APBD DINKES
9 (D L DA 2023 300.829 240,664 300.829 240664 40.000.000 Dak Non Fisik Dinkes 305.536 244.429 305,536 244.429 50.000.000 Dak Non Fisik Dinkes 305,536 244,429 305,536 244.429 50.000.000 Dak Non Fisik Dinkes
Pedoman dan media Komunikasi, Informast, Edukasi (KIE) Pedoman 38 0 38 38
Jat ukur berat badan n 228 125 228 228 108300000 lon Fisi inkes 228 228 108,300,000 ak Non Fisi nkes 228 228 108300000 ak Non Fisi inkes
Jat ukur tingg badan i 228 125 228 228 15960000 alk Non Fisi inkes 208 208 15.960.000 alk Non Fisi nkes 208 208 15960000 al Non Fisi inkes
Jat ukur ingkar perut i 228 125 228 228 2736000 alk Non Fisi inkes 228 228 2.736.000 alk Non Fisi nkes. 228 228 2736000 al Non Fisi inkes
lat Tensimeter n 228 125 228 228 337212000 lon Fisi inkes 228 228 337.212.000 ak Non Fisi nkes 228 228 337212000 ak Non Fis inkes
jat Glukometer i 228 125 228 228 85500000 alk Non Fisi inkes 208 208 100.0 alk Non Fisi nkes 208 208 5500000 al Non Fisi inkes
Jat tes strip gula darah n 206086 1542 296086 296086 74021500000 ion Fisi inkes 296086 296086 74021500000 ak Non Fisi inkes 296086 296086 74021500000 al Non Fisi inkes
jatlancet i 296086 880 206086 296086 6513892000 alk Non Fisi inkes 296086 206086 6513892000 alk Non Fisi nkes 296086 206086 6513892000 al Non Fisi inkes
Jat kapas alkohol n 206086 1355 296086 296086 5021720000 ion Fisi inkes 296086 206086 5921720000 ak Non Fisi nkes 206086 296086 5921720000 ak Non Fis inkes
lat KIT IVA Tes n 19 19 19 19 199500000 alk Non Fisi inkes 19 19 5000 alk Non Fisi nkes 19 19 1995000 al Non Fisi inkes
n ‘ormulir pencatatan dan pelaporan apiikas: Sistem Informasi okumen
Penyakit Tidak Menular (SIPTM) 5700 750 5700 5700 7980000 Dak Non Fisik inkes 5700 5700 7980000 Dak Non Fisik inkes 5700 5700 7980000 Dak Non Fisik inkes
Dokter rang 61 61 PED inkes 61 61 PED nkes. 61 61 PED inkes
Bidan rang 529 529 B0 inkes 520 520 B0 inkes 529 529 B0 inkes
Perawal rang 191 191 [5) inkes 161 161 [5) nkes 191 191 [5) inkes
ANl Gizi rang 36 36 B0 inkes 36 36 B0 inkes 36 36 B0 inkes
Tenaga Kesehatan Masyarakat rang a5 a5 B0 inkes' 45 45 BD nkes 45 45 B0 inkes
Tenaga Non Kesehatan Terlath rang 12 12 B0 inkes 12 12 B0 inkes 12 12 B0 inkes
) B0 BD
7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 2023 PROVINSI PROVINSI, PROVINSI
50139 50139 35.483 18.004.400.400 APBD, APBN 62.203 62.203 43542 435421 114.023.000 APBD, APBN 68423 68423 54738 54738.4 0.550.066.000 APBD, APBN
: Strip uf pemeriksaan gula darah, kolesterol Paket 35.483 35483 17.741.500.000 APBD. DINKES 43542 43,542 21.771.000.000 APBD DINKES 54738 54738 0.105.900.000 APBD DINKES
Instrumen Geralric Depression Scale (GDS), Intrumen
2 Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily paket
Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripuma Pasien
Geriatr (P3G) 35.483 350834 35.483.400 APBD. DINKES 43542 43542 65.313.000 APBD. DINKES 54738 54.738 82.107.000 APBD DINKES
3 Buku Keschatan Lansia Buku 35.483 350834 177.417.000 APBD. DINKES 43542 43542 217.710.000 APBD. DINKES 54738 54.738 301.059.000 APBD DINKES
3 Dokter Grang 61 61 o APBD. DINKES 61 61 o APBD. DINKES' 61 61 0 APBD DINKES
5 Bidan Orang 529 529 o APBD. DINKES 529 529 o APBD. DINKES 529 529 o APBD DINKES
s Perawat Orang 101 101 o APBD. DINKES 101 101 o APBD DINKES 101 101 o APBD DINKES
v Ani Gizi Orang 36 36 o APBD. DINKES 36 36 o APBD DINKES 36 36 o APBD DINKES
8 Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang 45 a5 o APBD. DINKES 45 45 o APBD DINKES 45 45 o APBD DINKES

34



o Tenaga Non Kesehatan Tertath Orong 12 12 o APED DINKES 12 12 o APED DINKES 12 12 0 APBD DINKES
) peleyansyiesehalan Genderta Hiperien 2] 2023 127.349 39.478 127.349 39.478 20.000.000 Dau DINKESS 129.110 46.479 129110 46479 25000000 DAy APBD, APBN Dinkes 46.479 120110 46479 25000000 APBD, APBN Dinkes
N Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikas!, redoman
Informasi, Edukasi (KIE) 38 0 38 38 APBD Dinkes 38 o 38 38 APBD Dinkes o 38 38 APBD Dinkes
Z Tensimeter Unit 225 25 225 226 357212000 Dal Non Fisk Dinkes’ 228 125 228 228 357212000 Dal Non Fisk Dak Non Fisik Dinkes’ 125 228 228 337212000 Dalk Non Fisk Dinkes’
3 Formulir pencatatan dan pelaporan aplikas: Sistem Informasi Dokumen
Penyakil Tidak Menular (SIPTM) 5700 250 5700 5700 2280000 Dak Non Fisik Dinkes 5700 750 5700 5700 2280000 Dak Non Fisik Dak Non Fisik Dirkes 750 5700 5700 2280000 Dak Non Fisik Dinkes
z Dokter Grang o1 APBD Dinkes 61 61 APED Dinkes [ [ APED Dinkes
5 Bidan Orang 529 529 APBD Dinkes 529 529 APBD Dinkes 529 520 APBD Dinkes
6 Perawal Orang To1 To1 APBD Dinkes 101 101 APED Dinkes 101 101 APED Dinkes’
7 Tenaga Kesehatan Vasyarakat Orang a5 a5 APBD Dinkes 3 I3 APBD Dinkes 3 3 APBD Dinkes
8 Obat Hiperiensi Orong 2.487.756 64.267 125553 125553 62776500 Dak Non Fisik inkes 2526276 75788 125553 125553 62776500 Dak Non Fisik Dak Non Fisik Dinkes 75788 125553 125553 62776500 Dak Non Fisik inkes
) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus o113 7290 o113 7290 40,000,000 DAU inkes 253 7403 253 7403 50.000.000 Dak Non Fisik nkes 9253 7403 9253 7403 60,000.000 Dak Non Fisik inkes
Gukomeer, S Tes Gl Darah, Kapas Ak, Lance Uni 8972 1502 PBD inkes 8972 1542 ) inkes 8972 1502 PED nkes
edom: dia Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Pedoman 38 0 inkes 36 [ B0 nkes 38 o ) nkes
ot rang 51 51 inkes G G i) nkes 61 61 ) inkes
idan rang 529 529 inkes 529 529 B0 nkes 529 529 8D nkes
era, rang To1 To1 inkes 101 101 ) nkes 101 101 B0 nkes
AN Gizt rang 3% 3% inkes 36 36 B0 inkes 36 36 ) inkes
Tenaga Kesehatan Masyarakal rang 5 5 inkes 45 a5 ) nkes 45 45 B0 inkes
Obat Diabetes Welitus rang 109.3% 750 5790 5790 inkes 100356 8750 5790 5790 &) nkes 106356 8750 790 790 B0 inkes
) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jwa .
(0DGY) Berat 638 160 638 170 20.000.000 APBD Dinkes 648 160 648 194 25000000 APBD Dinkes 648 160 648 104 25000000 APBD Dinkes
Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa
1 PPDGJ ) ata Buku Pedoman Diagnas's Penggolongan Buku
baru (bia sudah tersedia) 0 7600000 inkes 7600000 8D inkes o 7600000 B0 inkes
it berii 2 ala sast Al 0 1900000 inkes 1900000 B0 nkes [ 1900000 B0 inkes
Penyedaan formulr pencatatan dan pelaporan rang 15200 inkes 15200 ) inkes 15200 ) inkes
Wedia Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) rang 0 760000 inkes 760000 ) nkes [ 760000 B0 nkes
Tenaga Kesehatan : Dokter rang 3 0 inkes [ B0 inkes 3 [ B0 nkes
Tenaga Kesehatan - Perawal Terah Jwa rang 3 [ inkes [ B0 nkes 3 [ B0 inkes
Tenaga Kesehatan - Tenaga Kesehatan Lainnya rang [ inkes [0 B0 inkes [ B0 inkes
D) eloyenanlices e on renoerduoa Tuberkuiodls 2023 7985 7985 7985 7985 6.439.070.300 6865 6865 6865 6865 6.247.307.800 5937 5037 5937 5937 5950.429.900
APED APED
: Media KIE (Leaflet, Lembar Balk, Poster, Banner) Media 206 296 206 206 16,280,000 Kabupaten 206 296 206 206 17.760.000 Kabupaten 206 206 206 206 19.536.000 Kabupaten
2 ReagenZn T8 Paket 8953 8953 8953 8953 2.417:310.000 APBD Provinsi 7833 7833 7833 7833 349,900,000 APBD Provinsi 6905 6905 6905 6905 650.000 APBD Provinsi
3 Maskerjens rumah tangga dan masker N9S Paket 8236 8236 8236 8236 111860000 APED Provinsi 7116 7116 7116 7116 1.067.400.000 APED Provinsi 6188 6188 6188 6188 990.080.000 APBD Provinsi
A ot danak, Kaca siGe, Bahan Habis Paka (Ol Emersi, Ener aer
Alkohol Lampu Osellid). Rak pengering 76649 76649 76649 76649 206.952.300 APED Provinsi 75520 75529 75529 75529 226.567.000 APED Provinsi 74501 74601 74501 74501 253.643.400 APBD Provinsi
5 Catrdge tes cepat molekuler Paket 8952 8952 8952 8952 685600000 APBN 7832 7832 7832 7832 84,560,000 APBN 6904 6904 6904 6904 416.400.000 APBN
APED APED APED
s Formulir pencatatan dan pelaporan Dokumen 1072 1072 1072 1072 804,000 Kabupaten 1001 1001 1001 1001 800,800 Kabupaten 930 930 930 930 790.500 Kabupaten
APBD APBD APED
! Pedoman/Standar Operasional Prosedur Dokumen 600 600 600 600 264,000 Kabupaten 600 600 600 600 300000 Kabupaten 600 600 600 600 330000 Kabupaten
5 Dokterdokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis oy
paru 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
S Perawar rang 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169
10 ‘Analls Tekiik Laboratorium Medi (ATLV) rang 22 22 22 2 22 22 2 2 22 2 22 22
11 v rang o 0 o o 0 o 0 0 0 [ 0 0
12 Tenaga kesehatan masyarakat rang w0 a0 w0 0 a0 0 ) ) 20 0 20 20
15 Tenaga non kesehatan terlatih aau mempuryal rang 1 1 1 1 1 12 1 1 2 2 2 2
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi
12) Vius Yana Melemalkan Daya Tahan Tubuh Manusia 2023
11902 11002 11902 11902 618.980.850 12497 12497 12497 12497 714,055,623 13122 13122 13122 13122 6.107.780.638
: Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner) Media 206 206 206 206 14.800.000 206 206 206 206 16.280.000 206 206 206 206 17.908.000
2 Tes cepat HIV (RDT) periama Paket 11902 11002 11902 11902 48413850 12497 12497 12497 12497 550.147.023 1312 13122 1312 1312 9208186
Bahan Weds Halys Pakal. Handschoen, AKGhal S,
3 Plester, LancetJarum Sterl, Jarum Spuity: Paket
SesualVacutainer dan Jarum Sesual 11002 11002 11002 11002 110,020,000 12497 12497 12497 12497 137.467.000 13122 13122 13122 1312 156.776.200
"Alat s, Rekam meds yang berisi nomor rekam medis,
4 Nomor fasiitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor Paket
KTPINIK 2640 2640 2640 2640 1.056.000 2640 2640 2640 2640 1161600 2640 2640 2640 2640 1.277.760
S Dokter/dokier Spesials penyaKit dalam/doKier Spesials Kl g
dan kelamin 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
3 Perawat Grang 169 169 169 169 169 16 169 169 169 169 160 169
7 Bidan Orang 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525
5 A TekoolorLaborstor e (1) Orang 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 22 22
o “Tenaga kesehatan mas, Orang a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0
o T e s orang
tertenty 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
o Tndikator Kinerja / Jents Layanan SPV Satuan Tanun Pencapaian SPM (2027) Tisiast Tnstansi Pencapaian SPM (2026) Thisiast Sumber Tstanst
Dasar Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana
Penerima Reallsas Wt Realisas! Anggaran Penerima Realisas Mt Realisast “Anggaran
Layanan Layanan Layanan Layanan
Dasar Dasar
APED
) Pelayanan kesehatan ibu hamil 2023 PROVINS. PROVINSI,
10000 10000 10000 39,383,063 APBD. APBN DINKES 11990 11000 894.307.300 APBD APBN DINKES
APED APED
: Veksin Tetasus Difet (Td) Ampul 10000 10000 054,360,000 PROVINSI DINKES 10000 10000 9.796.000 PROVINSI DINKES
2 Tablet Tambah Darah Tabel 980001 o 490.495.500 APED DINKES 981000 981000 490.500.000 APBD DINKES
3 Alat Deteksi resko 1bu Hamil : Test Kehamilan Paket 10000 10000 27.249.750 APBD DINKES 11080 11080 20.975.000 APBD DINKES
Paket
e Alat Deteksiresko Ibu Hamil: Pemerksaan HE 10000 10000 63.219.420 APBD DINKES 11080 11080 69.542.000 APBD DINKES
Paket
s Alat Deteksi resiko |bu Hamil : Pemerisaan Golongan Darah 10000 10000 143333685 APBD DINKES 11090 11090 157.668.500 APBD DINKES
; Paket
s 1635 1635 4577958 APBD DINKES 1790 1790 5035800 APBD DINKES
7 Kartu Ibuf Rekam Medis Ibu Paket 10000 10000 10890 900 APBN DINKES 11090 11090 11990000 APBN DINKES
8 Buku Kesehatan bu dan Anak (KIA) Buku 10900 10900 163.498.500 APBN DINKES 11990 11990 179850000 APBN DINKES
° Kunjungan 4 K Orang 1635 1635 81.749.250 APBN DINKES 1799 1799 89950000 APBN DINKES
10 Dokteridokter spesials kebidanan orang o o o APED DINKES o o o APED DINKES
1 Bidan Orang 520 520 o APBD DINKES 529 529 o APBD DINKES
2 Perawat Orang 101 101 o APBD DINKES 101 101 o APBD DINKES
APED
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2023 PROVINS, PROVINSI,
10404 10404 10404 432,066,500 APBD, APBN 11444 11484 500.277.000 APBD, APBN
T Formul Partogral Fomulr 0404 To0n APBD DINKES ey ey 11444400 APED DINKES
2 Kartu by (rekam medi Paket 10204 10404 15605700 APBD DINKES. 11444 11444 17166600 APBD DINKES
3 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (RIA] Buku 10404 10404 156057000 APBD DINKES 1441 1441 171666000 APBD DINKES
4 Dokteridokter spesialis Kebidanan dan Kandungan Orang o o o APED DINKES o o o APED DINKES
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5 Bidan Orang 529 529 [ APBD DINKES 529 529 (] APBD DINKES.
5 Perawat Orang 191 191 0 APBD DINKES 191 191 0 APBD DINKES.
3 PRI (A By Bl il 2023 9909 9909 9909 247.373.680 10900 10900 284.614.215
Vaksin Fepaits B0 Ve So00 5500 o Iy DINKES o500 o500 o ) DIRES
Viamin ki Inls Ampul 500 500 DT060 I DINKES 10500 10500 TS B0 DINKES
SaleprTetes Vata ARTBOTK Orang So00 5000 Sraicio 50 DINKES 10500 10500 30516720 50 DINKES
Formulir Bayi Baru Lahir Formulir 9909 9909 9908800 BD. DINKES 10900 10900 10899900 BD DINKES
Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) Orang 29726 0 44589600 BD. DINKES 32700 49050000 BD. DINKES.
Bk Kesehtan T Gan Anak (KA) Sk ) DINKES 5o DIRKES
7 Doktariokter spesialls Anak Orang 61 61 0 APBD. DINKES 61 61 0 APBD DINKES
8 Bidan Orang 529 529 [ APBD DINKES 529 529 (] APBD DINKES.
M Perawat Orang 191 191 0 APBD DINKES 191 191 0 APBD DINKES
9 Py (S e B 2023 47622 47622 47622 811.698.386 52384 52384 102.866.1!
n Kuistoner Pra Skiring Pekembangan (KPSF) atas —
Instrumen Standart lain yang berlaku 47622 142.866.600 52384 52384 157.152.600
2 Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK) Formuli 7622 47622 71.433.300 APBD DINKES 52384 52384 78.576.300 APBD DINKES
5 B e o Ak (K B o APED DINKES 0 APED DINKES
4 Vitamin A Biru Kapsul 9524 9524 4.762.220 APBN DINKES 10477 10477 5.238.420 APBN DINKES.
S Vitamin A Merah Kapsul 76196 76196 91.435.200 APBN DINKES 83815 83815 100.577.664 APBN DINKES.
s Vaksin Imunisasi dasar : HBO Vaksia 7.481 7481 195.059.594,00 APBN DINKES 8.229 8229 214.565.553,40 APBN DINKES.
7 Vaksin imunisasi dasar : BCG Vaksin 7.481 7481 183.284.500,00 APBN DINKES 8.229 8229 01.612.950,00 APBN DINKES
8 Vaksin imunisasi dasar : Polio Vaksin 7.481 7481 81.129.200,70 APBN DINKES 8.229 8229 89.242.120,77 APBN DINKES
o Vaksin imunisasi dasar : 1PV Vaksin 7.481 7481 592.869.250,00 APBN DINKES. 8.229 8229 652.156.175,00 APBN DINKES.
10 Vaksin imunisasi dasar : DPT-HB-Hib Vaksin 7.481 7481 481.832.133,4 APBN DINKES. 8.209 8220 10.015.346,80 APBN DINKES
1 Vaksin imunisasi dasar : Campak Vaksin 7.481 7481 158.397.083,25 APBN DINKES 8.229 8229 174.236.791,58 APBN DINKES
12 Vaksin imunisasi dasar : Rubella Vaksin 7.481 7481 - APBN DINKES 8220 8229 - APBN DINKES
13 Vaksin Imunisasi lanjutan : DPT-HE-Hib Veksin 7.481 7481 160.610.711,15 APBN DINKES. 8.229 8229 176.671 APBN DINKES.
1 Vaksin imunisasi lanjutan : Campak Vaksin 7.481 7481 158.397.08: APBN DINKES. 8.229 8229 174.236.791,58 APBN DINKES
15 | vakon imunisasilanutan : Rubella Vaksn -t o ! oo s 220 o0 ] oo nkes
16 | Janum sunik dan Bahan Habis Paai (BHP) urit 781 a1 8012151000 APBD oinkEs 5220 5220 88,133 661,00 APBD omkes
i Peralatan Anafilakiik Paket 19 19 9.500.000 APBD DINKES. 21 21 10.450.000,00 APBD DINKES
8 Bidan Orang 61 61 [ APBD DINKES. 61 61 [ APBD DINKES.
19 Dokter Orang 529 529 [ APBD DINKES. 529 529 [ APBD DINKES.
20 Perawat Orang 191 191 [ APBD DINKES. 191 191 [ APBD DINKES.
2t Anli Gizi Orang 36 36 0 APBD DINKES. 36 36 [ APBD DINKES.
22 Guru PAUD Orang 256 256 ] APBD DINKES. 256 256 [ APBD DINKES.
2 Kader Kesehatan Orang 1875 1875 0 APBD DINKES. 1.875 1875 [ APBD DINKES.
APBD
5 | Ppelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 202 PROVINSI, PROVINSI,
o243 o243 o243 w2043 1218877200 APED, APBA su1z7 o127 1380761050 APED, APB
! Buku Raport Kesehatanku Buku 82843 82843 497.059.200 APBD DINKES. 91127 91127 546.763.800 APBD DINKES.
2 Buku Pemantauan Kesshatan Buku 82843 82843 497.059.200 APBD DINKES. 91127 91127 546.763.800 APBD DINKES.
3 Kuesioner Skrining Kesehatan Ookumen 82843 82843 124.264.800 APBD DINKES. 91127 91127 136.690.950 APBD DINKES.
+ | Fomulr Rekaprulet et Peiayanan Kesshatan Ui —
Sekolah dan Remaa d 050 os0 ars 000 ApBD oinkes 104 104 522500 ApBD oinkes
[ Formuir Rekapiuiasi Hast Pelayanan Kesehatan U5 —
Sekolah dan Remja o Luar Sekolan as a8 19000 APBD oinkes @ @ 20000 APBD oikes
6 Dokter/Dokter gigi Orang 90 90 0 APBD DINKES 929 929 [ APBD DINKES
7 Bidan Orang 529 529 0 APBD DINKES 582 582 [ APBD DINKES
8 Perawat Orang 191 191 [ APBD DINKES. 210 210 [ APBD DINKES.
M Anli Gizi Orang 36 36 [ APBD DINKES. 40 40 [ APBD DINKES.
10 Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang 45 45 [ APBD DINKES. 50 50 [ APBD DINKES.
u Guru Orang 4.556_ 4.556_ 0 APBD DINKES 5.012 5.012 [ APBD DINKES
12 Kader Kesehatan Orang 1875 1875 0 APBD DINKES 2.063 2.063 [ APBD DINKES
9 P (eEiin R R A el 0l 2023 305536 244.429 305536 244429 50.000.000 Dak Non Fisik Dinkes 305536 244.429 305536 244429 50.000.000 Dak Non Fisik Dinkes
Pedoman don medla Komuikas! Informasi Edukas! (G Pedoman
o s bora badar i w5 7 o000 PTG s ] ] Tos0000 PTG e
et tngol badan I P P T5950000 aicon s nkes ] ] T5950000 abcon s es
ol wuringkar perut m 22 228 2736000 akcon s ks 22 22 2736000 akcon i ke
ot Tensimeter I 225 P S57217000 aicon s nkes ] ] 57212000 abcon s es
ot Glometer m 22 28 55500000 akcon s s 52 22 000 akcon i ke
attes i guia Tl I Fosoee Focose Fa021500000 aicon s nkes Foc08 Tos06s 72021500000 abcon s es
atlancet m Zo6086 Zo0086 6513892000 akcon s ks 296086 S96086 6513892000 akcon s ke
atkapas kel I Foc08e Foc08 So1720000 aicon s nkes 796085 Fo608% So1730000 abcon s es
T VA Tes o 1o o 500 akcon s s 1o 1o 1695000 akcon Fisi ke
" ol pencataian dar pelaporan apikas S Tmormas p—
Penyakit Tk Menular (SIPTV) 5700 5700 7980000 Dak Non Fisik nkes 5100 5700 7980000 Dak Non Fisik nkes
Dokter S ) o =) es o1 o1 Po0 e
Bioan rang T2 T I nkes 5 5T B0 nes
Perawat g o1 o1 5o ke o1 o1 5o e
A G rang 5% 56 I nkes 5% 5% B0 nes
Tenaga Kesehatan Wasyarakat rang s 5 5o es s s 5o e
Tenaga Non Kesehatan Terlati rang o 53 I nkes T T B0 es
50 )
n | petayanan Kesenatan pada Usia Lanjut 2023 PROVINS!, PROVINSI,
15265 15265 15265 15265 45803 660750 APBD, APBN wr w2192 0,305 836 250 APED, APBN
1 Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol Paket 75265 75.265 APBD DINKES 82792 82792 APBD DINKES
Trsiuren Genattc Depression Scals (GDS), rumen
, | Abbreviated Mntal Test (AWT) dan Intrumen Actuiy Daity et
Lving (ADL) dalam Pakel Pengkaan parpura Pasien
Geriat (°36 75265 75265 112897950 APBD Dinkes w072 w072 120167250 ApBD oinkes
3 Buku Kesehatan Lansia Buku 75265 75.265 451591800 BD. DINKES 82792 82792 496749000 BD. DINKES
T oo Grang 51 5 B0 DINKES o o B0 DINKES
5B Grang = =3 ) DINKES 525 525 5o DINKES
t | Peravar Orang To1 o1 B0 DINKES o1 o1 B0 DINKES
T car Grang £ 56 5o DINKES % 5% 5o DINKES

36



8 Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang 45 45 0 APBD DINKES 45 45 [1] APBD DINKES
8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 2023 129110 46.479 210523 75788 25000000 APBD, APBN Dinkes 129110 46.479 210523 75788 25000000 APBD, APBN Dinkes
\mmmas\ Edukasi (KIE) 38 0 38 38 APBD Dinkes 38 0 38 38 APBD Dinkes
Penyakit Tidak Menular (SIPTM) 5700 750 5700 5700 2280000 Dak Non Fisik inkes 5700 750 5700 5700 2280000 Dak Non Fisik inkes
Tenaga Kesehatan Masyarakat rang 45 45 BD. inkes_ 45 45 BD. inkes
) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 2023 9253 7403 9253 7403 70.000.000 Dak Non Fisik Dinkes 9253 7403 9253 7403 70.000.000 Dak Non Fisik Dinkes
Glukometer, Strip Tes Gula Darah, K: Ikohol. Lancet Unit 8972 1542 \PBD. inkes 8972 1542 \PBD_ inkes_
okter rang 61 61 BD. inkes_ 61 61 BD. inkes
Tenaga Kesehatan Masyarakat rang 45 45 BD. inkes_ 45 45 BD. inkes
10) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa 2023
(ODG)) Berat_ 648 160 648 194 25000000 APBD Dinkes 648 160 648 194 25000000 APBD Dinkes
1 (PPDGJ \H) mau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Buku
aru (bila sudah tersedia) 0 7600000 BD. Dinkes 0 7600000 BD. Dinkes
Kit berisi 2 a\m hksas\ Paket 0 1900000 BD. Dinkes 0 1900000 BD. Dinkes
Komunikasi. \mnvmas\ Edukasi (KIE) Orang [ 760000 BD Dinkes 0 760000 BD Dinkes
Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya Orang 0 BD. Dinkes [ BD. Dinkes
o) (R (i D Gy W U S 2023 5276 5276 5276 5276 835.881.000 4773 4173 4173 4173 822.875.150
! Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) Media 296 296 296 296 21.608.000 Kabupaten 296 296 296 296 23.088.000 Kabupaten
2 Reagen 2n T8 Paket 6244 6244 6244 6244 2.185.400.000 APBD Provinsi 5741 5741 5741 5741 10. 000 APBD Provinsi
3 Maskerjenis rumah tangga dan masker N95 Paket 5527 5527 5527 5527 972.752.000 APBD Provinsi 5024 5024 5024 5024 934.464.000 APBD Provinsi
S Catridge tes cepat molekuler Paket 6243 6243 6243 6243 403. 000 APBN 5740 5740 5740 5740 .382.100.000 APBN
6 Formulir pencatatan dan pelaporan Dokumen APED APED
’ Pedoman/Standar Operasional Prosedur Dokumen 600 600 600 600 360.000 Kabupaten 600 600 600 600 390.000 Kabupaten
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi
12) Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia 2023
iman i Virus) 13778 13778 13778 13778 053.366.958 14478 14478 14478 14478 8.703.654
2 Tes cepat HIV (RDT) pertama Paket 13778 13778 13778 13778 6.848.802.24: 14478 14478 14478 14478 33.781.4¢
5 n kelamin " e " Orang 61 61 61 61 61 61 61 61
Tabel 3.2.3 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Karo 2024-2028
o = B
) eneruhanebyiuhapokokaNjminunisshar bl 2023 3213 3213 14.693.000.000 DAK Dinas PUTR 2042 2002 10.830.000.000 DAK Dinas PUTR 2200 2.200 7.700.000.000 DAK Dinas PUTR
2 Penyediaan pelayanan pengolahan ai limbah domesik 2023 ars ars 4195000000 DAk Dins PUTR 380 380 4304000000 DaK Dinas PUTR 390 380 4304000000 DAk Dinas PUTR
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-5) Rumah
Sistem Penge!muan Air | erbuh Domestik SEtEIVWm (SPALD-S)
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-5)
3 SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki Tangga
ktPndumn Ppenduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayoh
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Sitem Pengelolaan Ar Umbah Domesti Terpusat (SPALD-T] ”
terhadop Kuantitas okses pengolahon air limbah domestik pmen
(minimal 1 air imbah domestik) 100 100 950,000,000 DAK Dinas PUTR 100 100 1.000.000.000 oAK Dinas PUTR 100 100 1.000.000.000 Ak Dinas PUTR
Sitem Pengelolaan Air Limboh Gomesti Terpusot (SPALD 1]
Rumah
b Tango
525 jiwa, 100 100 950,000,000 DAK Dinas PUTR 100 100 1.000.000.000 AK Dinas PUTR 100 100 1.000.000.000 Ak Dinas PUTR
No Tndikator Kinerja /Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Pencapaian SPM (2026) Thisiast Sumber Thstansi Pencapaian SPV (2027) Thisiast ber Tnstans
Dasar Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana
Penerima Reallsas Wit Reallsas “Anggaran Penerima Reallsas Realisas! “Anggaran
Layanan Layanan Layanan Layanan
Dasar Dasar
) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum Sehari-hart 2023 1857 Te57 650,000,000 DAK Dings PUTR 2.458 2458 $.022500.000 DAK Dinas PUTR
Jumlah rumah tangga yong mendapatkan akses terhadap air p—
1 minum melalui SPAM Jaringan Perpipacn terhadap Kuantitas s
h 1857 1857 6,500.000.000 DAK Dinas PUTR 2.458 2458 9.022:500.000 DAK Dinas PUTR
Jumlah rumah tangga yong mendapatkan akses terhadap air
minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadop Kualitas air Sambungan
2 (tidak Keruh, tidak berwarno, tidok berasa, tidak berbusa, tidak Rumab/sk
berbau) 1857 1857 6,500.000.000 DAK Dinas PUTR 2.458 2458 9.022:500.000 DAK Dinas PUTR
R Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air —
m Tangga . . . . . . .
Jumlah rumah_tangga yong mendapatkan akses terhadap air
minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipoan terhadap Kualitas Rumoh
4 i tidak kerub, tdak berworna, tidak berasa, tidok berbuso, tidak Tangga
berbau) - - - - - - . . . .
2 (R e (g el T i e 2023 430 430 4.900.000.000 AK Dinas PUTR 430 430 4.900.000.000 DAK Dinas PUTR
Sitem Pengelolaan Alr Limboh Domesti Setempat (SPALD-S] o
1 terhadap Kuantitas okses pengolohon air limbah domestik fumon
ks 280 280 3400000000 AK Dinas PUTR 280 280 400.000.000 DAK Dinas PUTR
Sistem Pengelolaan Air Limboh Gomesti Setempat (SPALD 5]
) Rumah
Tangga
280 280 3400000000 DAK Dinas PUTR 280 280 400.000.000 DAK Dinas PUTR
Sistem Pengelolaan A Uimboh Domestk Setempat (SPALD 5]
N Rumah
SPALD-S dengan kondisi wiloyoh perdesaan yang memilki Tangga
kepadatan penducu >25 jwa/hektar dan seluruh wiloyoh
perkotoan) - - - 5
Sitem Pengelolaan A Lmbah Domestk Terpusat (SPALD-T] raman
4 terhadap Kuantitas okses pengolohon air limbah domestik e
(minimal 1 limbah domestik) 150 150 1500000000 AK Dinas PUTR 150 150 1500.000.000 DAk Dinas PUTR
Sitem Pengelolaan Air Limboh Gomesti Terpusat (SPALD-T]
. Rumah
b Tangga
525 jiwa/hes 150 150 1500000000 AK Dinas PUTR 150 150 1500.000.000 DAk Dinas PUTR
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Tabel 3.2.4 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Karo

2024-2028

No Tndikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Sawan Tahun Pencapaian SPM (2024) Tnisiast Sumber Tnstansi Pencapaian SPM (2025) Tnisiast Sumber instansi Pencapaian SPM (2026) nisias ber nstansi
Dasar Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana
Penerima Realisasi Mutu Realisasi ‘Anggaran Penerima Realisasi Wt Realisasi ‘Anggaran Penerima Realisasi Mty Realisasi ‘Anggaran
Layanan Layanan yanan Layanan Layanan Layanan
Dasar Dasar Dasar
5 Penyediaan & Rehabiltasi Rumah yang Layak Huni Bagi 2028 "APBD. APBD 'APBD, APBD
) Korban Bencana 5 5 239.964.000 APBD PERKIMTAN 161 161 7.964.964.000 PROVSU PERKIMTAN 161 161 7.964.964.000 PROVSU PERKIMTAN
N \dentifikas Pemumahan i Lokasi Rawan _Bencana
2 Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana Rumah . ; . ; ; ; ; . . . . . . .
3 Rehabiitasi rumah bagi koran bencana Rumah 2 2 50.000.000 APBD PERKIMTAN 5 5 125.000.000 APBD PERKIMTAN 5 5 125.000.000 APBD PERKIMTAN
4 Pembangunan kembali nimah bagi korban bencana Rumah 3 3 189.964.000 APBD PERKIMTAN 3 3 189.964.000 PERKIMTAN 3 3 189.964.000 APBD PERKIMTAN
S Pembangunan baru o1 1okasi baruirelokas: bagi Koroan p— "APBD. APBD APBD, APBD
bencana - - - - - 153 153 7,650.000.000 PROVSU PERKIMTAN 153 153 650.000.000 PROVSU PERKIMTAN
Fasilitasi_Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi
2) Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah 2023
Daerah 200 200 4,000.000.000 APBN PERKIMTAN 200 200 4.000.000.000 APBN PERKIMTAN 200 200 4,000.000.000 APBN PERKIMTAN
Bila tidak ada larget relokasi, maka diisi dengan
dokumen 3 tahapan disertai dengan biaya. - - - - - - - - - - - - - -
N Identiikas: Perumahan di Lokasi yang berpotensi terkena
Relokasi Program - - - - - - - - - - - - - -
Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah
2 dan/atau Bangunan Rumah - - - - - - - - - - - - - -
3 Subsidi uang sewa Rumah . B . B B B B . . . . . . .
4 Penyediaan rumah layak hurd Rumah 200 200 4,000.000.000 APBN PERKIMTAN 200 200 4,000.000.000 APBN PERKIMTAN 200 200 4,000.000.000 APBN PERKIMTAN
No Tnaikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Pencapaian SPM (2027) Tnisiast Sumber Tnstansi Pencapaian SPM (2026) Tnisiast ber Tnstansi
Dasar Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana
Penerima Realisasi Mot Realisasi ‘Anggaran Penerima Realisasi ot Realisasi ‘Anggaran
Layanan Layanan Layanan
Dasar Dasar
) Penyediaan & Renabiitasi Rumah yang Layak Huni Ba 202 "APBD, APBD
Korban Bencan 161 161 7.964.964.000 PERKIMTAN -
N dentfikas Perumahan o Lokasi Rawan Bencana
2 Bantuan akses rumah sewa ayak huni bagi korban bencana Rumah B B B . . 5 N 200,000,000 APED PERKIMTAN
3 Rehabiltasi rumah bagi korban bencana Rumah 5 5 125.000.000 APBD PERKIMTAN 200 20 400,000,000 APBD PERKIMTAN
a Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana Rumah N N 189,964,000 PERKIMTAN . R R R .
S Pembangunan baru G 10kasi baruirelokas: bagi_Korban amah "APBD, APBD
bencana. 153 153 650.000.000 PROVSU PERKIMTAN - .
Fasilitasi_Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi
2 Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah 2023
Daerah Kabupaten/Kota 200 200 4,000.000000 APBN PERKIMTAN - - -
Bila tidak ada target relokast, maka dilsT dengan
tahapan disertal dengan biaya rapat - - . .
N dentiikas Perumanan di Lokasi yang berpotensi terkena
Relokasi - - - .
2 Fasiltasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah Romah
dan/atau Bangunan - - - .
3 Subsidi uang sewa Rumah B B B . . . R R R .
e Penyediaan rumah layak huri Rumah 200 200 4,000.000000 APBN PERKIMTAN 200 200 4,000.000000 APBN PERKIMTAN
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Tabel 3.2.5 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Karo 2024-2028

o Tndikator Kinerfa 1 Jenis Layanan SPH Satuan Tahun Fencapaian SPV (2024) Trisiast Simber TstansT Fencapaian SPW (2025) Trisiast Simber TnstansT Fencapaian SPM (2026) Tisiast mber nstans
Dasar Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana
Penerima Realisasi Mutu Realisasi /Anggaran Penerima Realisasi Mutu Realisasi Anggaran Penerima Realisasi Realisasi Anggaran
Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan
Dasar Dasar Dasar
1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2023
RANTIBUM) 3 3 23110000 APBD SATPOL PP a0 40 30000000 APBD saTpOL PP a0 a0 50000000 APBD SATPOL PP
T Standar sarana prasarana Saipol PP Gumiah dan Kualias
a_gedung kantor, b Orang
c perlengkapan operasional) 1 1 3.119.000 APBD SATPOL PP 5 5 10.000.000 APBD SATPOL PP 5 5 10.000.000 APBD SATPOL PP
2 tandar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP
Denecakan pesta, Thumanmas, pelosanadn penenganan
Unjok rasa dan kerusthan massa, pelakeanaan pongawalan orang
peiabavangang pening, pedksanaan tempatempat
gening, pesensn il o) 3 0 - - SATPOL PP o 3 - - saTpOL PP o 0 - - -
3 o peningian kopastas-anogo Say a
aragos aangan. maoyaake jumiah Gen Kaltas Orang
35 35 20000000 APBD saTpoL PP 3 35 20,000,000 APBD saTpOL PP 3 3 20,000,000 APBD saTpOL PP
7 Standar _ pelayanan yang terkena dampak _gangguan
Tenibum dhbat penegakan ukum terhadap pelanggaran oran
perkada (De\atyanan kerugian  material 9
eayanen pengovat 3 3 - - SATPOL PP 3 3 . saTPOL PP o 0 -
5 e ey T e
eusakan skl penegakan polmggaran Peda den Orang
Perkada, usak ringan, usal 3 3 - - SATPOL PP 3 3 . saTpOL PP o 0 -
5 T oo oy mamosloh DSy, ST
(pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat
penegaan perca dan perkada dan dundakinin dengan orang
membavia ke rumah sakitjpusat kesehatan masyarakat bila
{ercona cicera sk sedang danvtas peral) 3 3 - - SATPOL PP - 3 3 . saTPOL PP o 0 -
7
Tadan Badan Badan
a Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) 2023 1 1 APBD Penanggulangan 1501 1501 APED Penanggulangan 1500 1500 APBD Penanggulangan
100.000.000 Bencana Daerah 450.000.000 Bencana Daerah 250.000.000 Bencana Daerah
‘Pemetaan teradap lokas/daerah rawan bencana melalu Badan Badan
1 penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya dokumen 1 1 APBD Penanggulangan 1 1 APBD Penanggulangan - - - - -
B dalam bentuk dokumen yang sahflegal) 100.000.000 Bencana Daerah 200.000.000 Bencana Daerah
2 Tdentfikasi dan pemetaan terhadap warga negara di p— - - - - - - - - - - - " - - -
kawasan rawan bencana 9
‘Melakuian sosilisas, Komurikasl Informas! dan Edukas! p—
(KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di
3 orang . E E E E 1500 1500 APED Penanggulangan 1500 1500 APBD penangauangan
daerah rawan bencana, melalui media sostal dan wahana 250,000.000 Penanggulangan 250.000.000 Penanggulangan
mulineia
nyediaan dan pemasangan rambu evakuas! dan papan
4 unit . . - . . . . . . .
i pbik WE e oot benean
Badan Badan Badan
b Pelavanan Pencegahan dan Kesiapsiegaan Terhadap 2023 50 50 50.000.000 APBD Penanggulangan 1636 1636 906.560.000 APBD. Penanggulangan 240 240 660402000 APBD Penanggulangan
encana Bencana Daerah Bencana Daerah Bencana Daerah
Saana prasarana pevagUEnGan encar Geper e Badan Badan
1 ¥omando, mab rescue, dapur umum. e pos unit - - - - - 5 5 APED Penanggulangan 10 10 APBD Penanggulangan
kesehatan, air sanitasi, 150.000.000 Bencana Daerah 200.000.000 Bencana Daerah
ek apasins sason R Dy WA
Badan Badan Badan
(SDM) (trfatinnya aparatur yang menangan sub-urusan
2 orang 50 50 APBD Penangguiangan 1630 1630 APED Penanggulangan 430 430 APBD Penanggulangan
encana dan Warga Negara ang beada  kavasan ravan 50000000 Penangguiangan 756.560.000 Penanggulangan 460.402.000 Penanggulangan
Badan Badan dan
c Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 2023 20 20 APBD Penanggulangan 6 & APBD Penanggulangan 6 6 APBD Penanggulangan
20.000.000 Bencana Daerah 50.000.000 Bencana Daerah 1.305.000.000 Bencana Daerah
Akivas: sistom Komando penanganan darurat bencana
N {etasananyacordinsi stem lomando e pisdalrs osko . . . . . . . . . . . . . . .
Dena"Gg ulangan bencana dalam penyiapan petugas P
anganan daruro bencona)
Badan Badan dan
2 Pendataan terhadap warga yang terkenaimerjadi korban orang 10 o 10000000 APBD Penanggulangan 15 s 20000000 APED Penanggulangan 15 s 20000000 APBD Penanggulangan
bencana Bencana Daerah Bencana Daerah Bencana Daerah
Badan dan
3 Melakuian respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen . 1 APED Penanggulangan 1 APBD Penanggulangan
(dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana) 1 10.000.000 Bencana Daerah 1 10.000.000 Bencana Daerah
Respon Cepat kejadian uar biasa (KLE) penyakithiabah
4 Zoonosis proritas (terrespon secara cepat setap hasi layanan - - - - - E - - E E E - - - -
penetapan staius KLB kurang dari 24 jam)
Tadan
5 Pelaksanaan pencaran, perlongan evakuasi Korsan layanan 10 0 10000000 APBD penanggiangan 50 5 20000000 APED Penanggiangan 50 © 620000000 APBD penangguiangan
) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuas! Korban o
Kebakaran (DAMKAR) 36 36 132.500.000 APBD SATPOL PP 71 71 377.500.000 APBD SATPOL PP 70 70 227.500.000 APBD. SATPOL PP
Tingkat waktu tanggap (response tme) 15 ment sejak
diterimanya informasillaporan sampai tba di Iokasi dan siap
. emberian ayann peyelamaian dan evaiuas, (-2 Jayanan
Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas v
D 4 Porybiaman Elompek eianin pemadar
2 5 75,000,000 APBD sATROL PP 60 0 200,000,000 APED satpoL PP 60 & 200.000.000 ApBD satpoL PP
Prosedur opeasonalpevarganan kebakaan,peryeiaman
2 don v (sepers SOP WKKG, Pemadanan dokumen
Pomukiman, ... dst) 1 1 30000000 APBD sATROL PP 1 1 150.000.000 APED satpoL PP o 0 satpoL PP
Sarana prasarana permadam kebakaran (pos damikar & mobi
damkar sebagai contoh - mobil damiar, kapal damkar, mobil
3 Penyelamatan, mobil angiar mobi komando, ... unit
evakuasi (helm petug:
dl. 10 10 27.500000 APBD sATROL PP 10 10 27.500000 APED satpoL PP 10 10 27.500.000 ApBD satpoL PP
o sy pemadam ebakaan dar
4 Manusia gumi orang
famaryang i mengio peahan,mnimal gmasam 0 o - - SATPOL PP o 3 - - saTPOL PP o 3 - - saTPOL PP
Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi
5 R egar yang meriec krban ebakarn Goan layanan
i 0 o - - SATPOL PP o 3 - - saTPOL PP o 3 - - saTPOL PP
P elayanar oy T G SRS BT WA P
. Yang erdamoskcsatan (roan g gl ayanan
langnya nyawa, mengalam trauma, sert
ekt kebakeran) 2 2 75000000 APED SATPOL PP 0 50 200,000,000 APBD satpoL PP 5 50 200,000,000 APBD saTpoL PP
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o Tndikator Kinerja 7 Jents Layanan SPMI Satuan Tahun Fencapalan SPV (2027) Tistast Sumber Tnstans] Pencapaian SPV (2028) Tistast Ber Tnstans]
Dasar Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana
Penerma Realisas! Wt Realisast Anggaran Penerima Realisas! Wito Realisasi Anggaran
Layanan Layanan Layanan
Dasar Dasar
) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umurm P
40 40 30,000,000 APED SATPOL PP 2 2 30.000.000 APED SATPOL PP
T Standar sarana prasarana Satpol PP (umiah dan kualias
barang d b. orang
c nal) s s 10.000.000 APBD SATPOL PP s s 10,000,000 APED SATPOL PP
z Standa, Oporasional Prosedur (SOP) Sapal PP (50>
penegakan Perda, Tibumiranmas, pelaksanaan penangana
i rasacan keusuhan massa,poaksanaan engavaan orang
pelabatiorang-orang penting. pelaksanaan - tempat-tempat
g, peasaanaan bporasentlpara) o 0 - - - 3 o -
3 Standar peningkatan_kapasitas_anggoa_Saipal PP_dan
angooia perindngan masyarakat Qumiah dan uaiias Orang
3 35 20,000,000 APED SATPOL PP 35 3 20.000.000 APED SATPOL PP
T Standar_pelayanan _yang terkena_dampak_gangguan
Trantibum aldbat penegakan hukum terhadap pelanggaran oran
Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan 9
pelayanan pengobatan) ] 0 3 - - 0 0 -
g Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian maier
(kerusakan akibat penegakan _pelanggaran Perda  dar orang
Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) 0 3 - - - 0 o -
g yang memperolen pelayanan pengobatan
(pertolongan pertama yang terkena cidera fisik fingan akibat
penegakan Perda dan Perkada dan diindaklanjuli dengan Orang
membawa ke rumah sakijpusat keschatan masyarakat bla
dera fisik sedang dan/atau berat) - - o 0 - - - - - 3 o -
2
Badan Badan
a Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) 2023 515 s15 105000000 APED Penanggulangan 516 516 1499100000 APED Penanggulangan
Bencana Daerah
Pemclaan adap s acrah ran ercana i
1 penyusnan dokumen Kafan Risko Barcara (ersedanya dokumen - - - - - 1 1 300.000.000 APBD Penanguargan
2 Galam beniuk Gokumen yany sategal Bencana Daerah
A T o e S e p— N N N N N N N N
kawasan rawan bencana 9
Melakukan sosialisas, Komunkasi, nformas! dan EQuKs!
(KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk i Badan Badan
3 orang 500 500 APBD Penanggulangan 500 500 APBD Penanggulangan
e e b, el mecla sl den s 115.000000 Senanggulangen 117.500.000 Penangguiangan
Badan Badan
4 Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan unit 15 15 APED Penanggulangan 15 15 APED Penanggulangan
informasi publk KIE per jenis bencana £0.000.000 Bencana Daerah 81.600.000 Bencana Daerah
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap dan Badan
b Eoiaeng 2023 804 804 975,000,000 APBD Penanggulangan 585 585 551000000 APBD Penanggulangan
Sarana prasarana penanggulangan bencana (seper: lenda dan
1 Fomando, mobi escue, dapur umum,enda posko unit 10 10 APBD Penanggulangan 10 10 APBD Penangulargan
schatan, ai sanitasi, ... d) 200000000 Bencana Daerah 204000000 Bencana Daerah
Peningaian KapastaspersoniSumberDaye Vanuss adan acan
2 orang 884 884 APED Penanggulangan 575 575 APED Penanggulangan
bencana dan Warga Negars yant baraoe i kawasan rawan 775.000000 Penanggulangan 357.000.000 Penanggulangan
Badan Badan
c Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 2023 s7 s7 205,000,000 APBD Penanggulngen 58 58 221000000 APED penanggulangan
"Akvasi istem komand, Garurat b
e . R . . R
penangaulanan bencana dalam penyiapan plugas 75.000.000 Penangguiangan 76.000.000 Penangguiangan
penanganan
Badan Badan
2 Pendataan tethadap warga yang terkenalmenjad korban orang 0 £0.000.000 APED Penanggulangan 0 0 61500000 APED Penanggulangan
bencana Bencana Daerah Bencana Daerah
Badan Badan
3 Melakukan respon cepal darurat bencana (penyediaar dokumen 1 APED Penanggulangan 1 1 APED Penanggulangan
okumen ki cepat Gan peneiapan satus it bencana) 20.000.000 Bencana Daerah 20500.000 Bencana Daerah
Respon Cepal kejadian luar biasa (KLB) penyakitwabah Badan
4 zoonosi proias(respon secara cepat etap asi layanan - - - - - 1 1 APBD Penanggulangan
10.000.000
penetapan status KLB kurang dari 24 Bencana Daerah
dan Badan
5 Pelaksanaan pencaran, perlongan evakuasi korban layanan 2 50.000.000 APBD Penanggulangan 2 2 51000000 APED Penangguangan
3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuas! Karban P
Kebakaran (DAVKAR) 0 0 227.500000 APBD sATPOL PP 0 0 227.500.000 APBD SATPOL PP
Tingkat waktu anggap (response tme) 15 menit sejak
diterimanya informasifaporan sampai iba di lokasi dan siap
K nerbarikan ayanan penyelamaien dan evclauss (Layanan Jayanan
Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Din v
Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam
60 0 200.000.000 APBD SATPOL PP 0 60 200.000.000 APBD SATPOL PP
Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan
2 o evakuasi(sepen SOP VKK, Pemaaan dokumen
Pemukiman, ... dst) o 0 - - SATPOL PP 0 o - - SATPOL PP
Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos Gamkar & mobT
damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobi
3 Penyelamatan, mobil tanghi ir, mobil komando, .. i) unit
penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamaian,
Jaket, 10 10 27.500.000 APBD SATPOL PP 10 10 27,500,000 APED SATPOL PP
Kapasias aparatrpemada kehararan o
4 nusia (umlah orang
damkar yang DE\annan i) et . o 0 - - SATPOL PP 0 o - - SATPOL PP
Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evak
5 yarganegarayang o oroan kenakaran boroan layanan
fangsung) o 0 - - SATPOL PP 0 o - - SATPOL PP
T eloyanan ey eaatan Gan eV DG WG TG
yang erdampk kebskran (korban jwa yang mengalam
6 layanan
Iuka fisk, hilangnya nyawa, mengalami traume, ser
dampak sosial 50 50 200.000.000 APBD SATPOL PP 50 0 200.000.000 APED SATPOL PP
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Tabel 3.2.6 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Karo 2024-2028

No Tndikator Kinerja | Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Pencapaian SPM (2024) Tisiast Sumber nstansi Pencapaian SPM (2025) Tnisiast Sumber Tnstanst Pencapaian SPM (2026) nisiast nstansi
Dasar Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana
Penerima Realisas! Realisas! “Anggaran Penerima Realisas Wt Realisas “Anggaran Penerima Realisast Realisast “Anggaran
Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan
Dasar Dasar Dasar
0] Rehabilitas] Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar di Luar Par 2028 118 118 66665190 APBD DINSOS 256 256 293.985.000 APED DINSOs 287 287 277,800,000 APBD DINSOS
T
Layanan data dan pengaduan Orang N 2 5070.000 APED DINSOS. - - 45 45 900,000 APBD DINSOS N N 10,000,000 ApeD oINSOS
Z Penyediaan Tayanan ¥edaruratan / layanan N N
reaksi cepat Orang : 1 1500000 APBD DINSOS : 1 1500000 APBD DINSOS 3 3 2:300.000 APBD DINSOS
3
Penyediaan permakanan Orang 10 o0 2500000 APED DINSOS. - - 10 10 2500000 APBD DINSOS o o 5000000 APED OINSOS
7
Penyediaan sandang orang 10 o0 2500000 APBD DINSOS - - 10 10 2500000 APBD DINSOS o o 5000000 APED OINSOS
5
Penyediaan alat bantu orang 30 2 42.357.491 APBD DINSOS - - 160 160 263,500,000 APBD DINSOS 158 158 233.200000 APED. DINSOS
g Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan .
P3K) Orong ° 10 1500000 APBD DINSOS - - © 10 1500000 APED DINSOs 2 12 1800000 APBD DINSOs
7 ‘Pemberian bimbingan fisk, mental, spiitual Gan . N N
sosial Orang 2 2 165769 APED DINSOS 3 3 2.400000 APED biNsos 4 4 3600.000 APBD DiINsos
g ‘Pemberian bimbingan sosial kepada KElUAga N N
penyandang disabiitas terlantar Orang 0 10 5.000.000 APBD DINSOS 3 3 6.750.000 APBD DINSOS 2 20 9.000.000 APBD DINSOS
g Fasiltasi —pembuatan
Kependudikan, Kartu Tanda Penduduk, Akta . )
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Idenitas Orang 10 10 600,000 APED piNsos 10 10 600,000 APED DINsos 2 12 1.800.000
Anak | Buki dokumen APBD DiNsos
o ‘Akses ke layanan pendidkan dan kesehatan
dasarl fasitasi layanan ~pendidikan  dan orang 1 APBD DINSOS - - 1 APBD DINSOS 2
s 1 600,000 1 600,000 2 1.000.000 APED OINSOS
fr
Pemberian pelayanan penelusuran keluarga orang 1 i 150,000 APBD DINSOS. - - 1 i 750,000 APBD DINSOS - - 2 R 900000 APED OINSOS
7
Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga orang 2 5 1620000 APBD DINSOS. - - 1 i 1240000 APBD DINSOS - - 2 R 2000000 APED. DINSOS
= Tayanan rojukan . N
Orang : 1 1000000 APBD piNsos : 1 1145000 APBD piNsos 2 2 2.200.000 APBD DiNSOS
2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar af
ar Panti 2023 103 108 44477172 APBD DINSOS e % 56699000 APBD DINSOS 131 131 62.744.000 APBD DINSOS
B Layanan data dan pengaduan Orang 2 2 138,000 APED DINSOS - 2 2 400,000 APED DINSOS 4 4 800000 APED OINSOS
Z Penyediaan layanan kedaruratan layanan . N N ) )
reaksi cepal Oreng 2 2 1.450.000 APBD DINSOS 2 2 1.450.000 APED DINsos 4 4 1.900.000 APBD DINSOS
3
Penyediaan permakanan orang 20 20 5000000 APBD DINSOS. - - 20 20 5000000 APBD DINSOS - - 0 0 5000.000 APED. DINSOS
7
Penyediaan sandang orang 20 20 5000000 APBD DINSOS. - - 20 20 5000000 APBD DINSOS - - 0 0 5000.000 APED DINSOS
5 Penyediaan perbekalan kesehatan . N
(Penyediaan P3K) Orang 0 © 1500000 APBD piNsos 0 0 1500000 APBD piNsos had had 2:800.000 APBD DINSOS
g ‘Pemberian bimbingan i, mental, spriual N
dan sosial Orang “ 1 11.603.872 APBD DINSOS “ “ 11.200.000 APBD DINSOS 1 1 12.000.000 APBD DINSOS
7 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga N
anak terlantar Orang 2 2 12,500,000 APBD DINSOS i i 24.750.000 APBD DINSOS h h 23.000.000 APBD DINSOS
B Fasiltasi pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Kartu Tanda Pendudk, Akta ’ .
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Orang N N 450000 APBD piNsos * * 450000 APBD DiNsos 3 3 1.200.000
Id k| Buktidokumen APBD DiNSOS
g ‘Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan
dasar  fasiltasi layanan pendicikan dan orang 1 1 APBD DINSOS. - - 1 1 APBD DINSOS - - 3 3
kesehatan 300000 300000 900000 APBD DINSOS
0 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga orang 8 8 2000000 APBD DINSOS. - - 10 10 2500000 APBD DINSOS - - 12 12 800,000 APED. DINSOS
" Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga orang 4 4 3335.300 APBD DINSOS. - - 4 4 5.004.000 APBD DINSOS - - 4 4 404,000 APED DINSOS
e
Layanan rujukan Orang 1 1 1000000 APED DINSOS - 1 1 1145000 APBD DINSOS 3 3 2300000 . oINSOS
3) Rehabilitasi Sosial Dasar Laniut Usia
Terlantar di Luar Panti 2023 3% 3% 110463696 APBD DINSOS 508 508 143.414.400 APBD DINSOS 7 7 131.754.400 APBD DINSOS
T
Layanan data dan pengaduan Orang 266 266 44,986,000 APED DINSOS 02 02 030,000 APED DINSOS 344 344 66,800,000 APED oNSOS
Z Penyediaan layanan kedaruratan /Tayanan . N N ) )
reaksi cepal Orang s s 2,500,000 APED DINSOS s s 2:500.000 APED DiNsos o o 3500.000 APBD DINSOS
3
Penyediaan permakanan orang 25 25 5500000 APBD DINSOS. - - 25 25 5500000 APBD DINSOS - - B B 650,000 APBD. DINSOS
7
Penyediaan sandang orang 25 25 5500000 APBD DINSOS. - - 25 25 5500000 APBD DINSOS - - A A 500,000 APBD. DINSOS
5
Penyediaan alat bantu Orang 15 15 71000000 APED DINSOS 10 10 16500000 APED DINSOS 12 12 16800000 ApeD oINSOS
g Penyediaan perbekalan kesehatan
e Orang 8 s 1200000 APED DINSOS 8 8 1200000 APBD DINSOS 10 10 1500000 APBD DINSOS
7 ‘Pemberian bimbingan fisk. mental, spirtual
mberar Orang 2 , o576 APED DINSOS 2 2 1 600,000 APED DINSOS 4 4 600,000 APBD DINSOS
B ‘Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga . N N ) )
e orang 20 20 5000000 APBD DINSOS. 3 3 6.750.000 APBD DINSOS 25 25 500,000 APBD DINSOS
g Fasiltasi pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen Orang 3 3 600,000 APBD DINSOS 3 3 600,000 APBD DINSOS 4 4 750,000 APBD DINSOS
o ‘Akses ke layanan kesehatan dasar | fasiias!
fkses ke layanan k Orang 3 3 450,000 APED DINSOS 3 3 450,000 APBD DINSOS 4 4 600000 APBD DINSOS
Y
Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 3 3 450,000 APED DINSOS 3 3 450,000 APED DINSOS 4 4 600000 APED oNSOS
2 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga orang 2 2 1620000 APBD DINSOS. - - 3 3 2720000 APBD DINSOS - - 2 2 1000000 APED oNSOS
=
Layanan rujukan orang 18 18 20.000.000. APBD DINSOS. - - 16 16 18324400 APBD DINSOS - - 12 12 14104400 APBD. DINSOS
0] Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial
Khususnya Gelandangan dan Pengemis di 2023 52 52 APBD DINSOS. 34 34 APBD DINSOS 64 64
e 16,915,696 18120000 26.350.000 APED. oNSOS
B Layanan data dan pengaduan orang 2 2 138,000 APBD DINSOS. - - 1 1 200,000 APBD DINSOS - - 2 2 400000 APED oNSOS
Z Fenyediaan layanan kedaruratan [ Tayanan .
reaksi cepat Orang : : 300000 APED DINSOS - - : : 300000 APED DiNsos - - 2 2 750000 APBD DINSOS
3
Penyediaan permakanan Orang 5 5 1250000 APBD DINSOS - 5 5 1250000 APBD DINSOS B B 3500000 APED OINSOS
7
Penyediaan sandang Orang 5 5 1 250,000 APBD DINSOS - 5 5 1 250,000 APBD DINSOS . . 500,000 APED DINSOS
5 Penyediaan perbekalan kesehatan .
(Penyediaa Orang s s 600000 APBD DINSOS - s s 600000 APBD DINSOs ° ° 800.000 APBD DINSOS
g ‘Pemberian bimbingan fisk. mental, spintual N N a a
dan sosial Orang 2 2 1.657.69 APED DINSOS 2 2 1600000 APED DiNsos 4 4 3600.000 APBD DINSOS
7 ‘Pemberian bimbingan sosial kepada keluaiga N N a a
pengemis Orang 2 2 6500000 APED DINSOS 2 2 6.750.000 APED DiNsos 2 2 6:500.000 APBD DINSOS
g Fasilitasi pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Kartu Tanda Pendudk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, danatau Kartu Orang 2 2 500,000 APBD DINSOS - 2 2 500000 APBD DINSOS 3 3 800.000
I k / Bukt dokumen APBD DINSOS
g ‘Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan
dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan Orang a 4 APBD DINSOS - 4 4 APBD DINSOS 5 5
kesehatan £00.000 600000 750,000 APBD DINSOs
0 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 2 2 200000 APBD DINSOS - 2 2 200000 APBD DINSOS 3 3 450,000 . oINSOS
1 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 2 2 1 620,000 APBD DINSOS - 2 2 1.480.000 APBD DINSOS 2 2 000,000 APED DINSOS
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2 Layanan jukan Orang B 5 000,000 APBD DINSOS - - 2 2 200,000 APED DINSOS 3 3 4300000 APED. onsos
Perlindungan Gan Jaminan Sosial Pada Saat
5 Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban 2023 254 250 ans27655 APBD DINSOS a7 B 84.696.800 APED DINSOS a78 a78 45,596,800 oo o
1 Penyediaan permakanan Orang 120 120 10070000 PED DiNsos - - 180 180 16.112.000 APED DINSOS 180 180 10,112,000 . oINSOS
2 Penyediaan sandang Orang 120 120 3,057,655 APBD DINSOS - - 180 180 62,684,800 APED DINSOS 180 180 52,684,500 ApeD oINSOS
3 Penyedaan empal pengungst it T T APED DiNsos E E T T APED DINS0S T T APBD DINSOS
4 Penanganan khusus bagi kelompok rentan Orang o o 1200000 APBD DINSOS - - s s 1200000 APBD DINSOS o o 1500000 . oINSOS
5 Pelayanan dukungan Psikososial Orang s A 1500000 APBD DINSOS - - 5 5 1500000 APED DiNsos , , 1100000 APED. onsos
o ThaKGlor Kinerfa [ Jenis Layanan SP Satuan Taun Pencapaian SPM (2027) Tisrast Simber TstansT Pencapaian SPM (2028 Tisiast Stmber TstansT
Dasar Pendanaan Pelaksana Pendanaan Pelaksana
Penerima Realsas! Vot Realisas! ‘Anggaran Penerima Realisas! W Realisas! Anggaran
Layanan Layanan Layanan Layanan
Dasar Dasar
by Rehabiltasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Pani 2023 56 56 192100000 APBD DINSOS 56 256 492100000 APBD DINSOS
B Layanan data dan pengaduan orang - - N o« £ 500,000 APBD DINSOS - - N - 1500000 APBD DINSOS
2 Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat Orang - - 4 4 2500.000 APBD DINSOS - - 4 4 250,000 APBD DINSOS
3 Penyediaan permakanan Orang - - 2 2 13.000.000 APBD DINSOS - - 2 25 13.000000 APBD DINSOS
4 Penyediaan sandang Orang - - 2 2 12000000 APBD DINSOS - 2 2 12000000 APBD DINSOS
s Penyediaan alat baniu Orang - - 150 150 265,000,000 APBD DINSOS - 150 150 265.000.000 APBD DINSOS
° Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) Orang - - 14 N 100,000 APBD DINSOS - 14 N 5100000 APBD DINSOS
i Pemberian bimbingan fisik, mental, spiiual dan sosial Orang - - 5 A 4000000 APBD DINSOS - - 5 R 4000000 APBD DINSOS
° Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabiitas terlantar Orang - - 2 2 10200000 APBD DINSOS - - 22 2 10200000 APBD DINSOS
g T perbuatan Nomor TG KepenLiukan K Tanda Pendu, A KA ran, Sura ke, G/ Kars P " - = N oo e . 7 - = = J o000 . .
10 Akses ke layanan pendidian dasal fasiltasi layanan kesehatan Orang - - 4 B 1200000 APBD DINSOS - 4 B 1200000 APBD DINSOS
1 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang - - 3 5 1200000 APBD DINSOS - 3 5 1200000 APBD DINSOS
12 Pemberian pelayanan reunifiasi keluarga Orang - - 3 5 1200000 APBD DINSOS - 3 5 1200000 APBD DINSOS
2 Layanan rujukan Orang - - 3 5 1200000 APBD DINSOS - - 3 5 1200000 APBD DINSOS
2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Pani 2023 . . 118,750,000 APBD DINSOS . a7 118.750.000 APED DINSOS
B Layanan data dan pengaduan Orang - - 5 5 1200000 APBD DINSOS - - 5 5 1200000 APBD DINSOS
2 Penyediaan layanan kedaruratan layanan reaksi cepat Orang - - 5 5 2100000 APBD DINSOS - 5 5 5100000 APBD DINSOS
3 Penyediaan permakanan Orang - - 50 50 26500000 APBD DINSOS - 50 50 26,500,000 APBD DINSOS
4 Penyediaan sandang Orang - - 50 50 26500000 APBD DINSOS - 50 50 26,500,000 APBD DINSOS
° Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) Orang - - 20 20 3,000,000 APBD DINSOS - - 20 20 2000000 APED DINSOS.
° Pemberian bimbingan fisik, mental, spiiual dan sosial Orang - - 17 17 13600000 APBD DINSOS - - 17 17 13600000 APBD DINSOS
v Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terantar Orang - - 50 50 25.300.000 APBD DINSOS - - 50 50 25300000 APBD DiNSOS
g P perbata omor G0k Kepenugan, KArs Tanda Pencui, Ak Ko, Sura Niah Gava: oo " " oo o oNeos - " " oo . oneos
? Akses ke layanan pendidican dasar /fasitasi layanan kesehatan Orang 4 4 1200000 APBD DINSOS - 4 4 1200000 APBD DiNSOS
10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 14 14 4200000 APBD DINSOS - 14 14 4200000 APBD DINSOS
1 Pemberan pelayanan reunifikasi keluarga Orang - - 14 14 13500000 APBD DINSOS - - 14 14 13500000 APBD DINSOS
12 Layanan rujukan Orang - - 4 4 1200000 APBD DINSOS - - 4 4 1200000 APBD DINSOS
3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti 2023 625 625 198,700,000 APBD DINSOS 625 625 108,700,000 APBD DINSOS
B Layanan data dan pengaduan Orang 410 410 2000000 APBD DINSOS - 410 410 2000000 APBD DiNSOS
2 Penyediaan layanan kedaruratan /layanan reaksi cepat Orang 12 12 4200000 APBD DINSOS - 12 12 4200000 APBD DiNSOS
3 Penyediaan permakanan Orang 50 50 25000000 APBD DINSOS - 0 0 25,000,000 APBD DiNSOS
4 Penyediaan sandang Orang - - 50 50 25000000 APBD DINSOS - - 50 50 25,000,000 APBD DINSOS
s Penyediaan alat bantu Orang - - 14 14 20500000 APBD DINSOS - - 14 14 20500000 APBD DINSOS
° Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) Orang - - 12 12 180,000 APBD DINSOS - - 12 12 1800.000 APBD DINSOS
i Pemberian bimbingan fisik, mental, spiiual dan sosial Orang 5 5 4000000 APBD DINSOS - 5 5 4000000 APBD DiNSOS
8 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terantar Orang 30 30 -+ 300000 APBD DINSOS - 30 30 -+ 300000 APBD DINSOS
g Fasiias! pembuatan Nomor Induk Kepenaudukan, Kartu Tanda Penduduk, AKta Kelaniran, Surat Nikah/ Buki oo " " . o oNS0s - N N . . .
10 Akses ke layanan kesehatan dasar / fasiitasi layanan kesehatan orang - - 5 5 50000 APBD DINSOS - - 5 5 50000 APBD DINSOS
1 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang - - 5 5 150,000 APBD DINSOS - - 5 5 150,000 APBD DINSOS
2 Pemberian pelayanan reunifiasi keluarga Orang - - 5 5 1500000 APBD DINSOS - - 5 5 1500000 APBD DINSOS
3 Layanan rojukan Orang - - 2 2 151000000 APBD DINSOS - 22 22 16000000 APBD DINSOS
4 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 2023 a6 86 26.850.000 APBD DINSOS 86 a5 26,850,000 APBD DINSOS
B Layanan data dan pengaduan Orang - - 3 3 50000 APBD DINSOS - - 3 3 50000 APBD DINSOS
2 Penyediaan layanan kedaruratan /layanan reaksi cepat Orang - - 3 3 200000 APBD DINSOS - - 3 3 200000 APBD DINSOS
3 Penyediaan permakanan Orang - - 10 10 500,000 APBD DINSOS - - 10 10 2 500000 APBD DINSOS
B Penyediaan sandang Orang - - 10 10 2500000 APBD DINSOS - 10 10 5500000 APBD DINSOS
s Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) Orang - - s s 1200000 APBD DINSOS - 5 5 1200000 APBD DINSOS
° Pemberian bimbingan fisik, mental,spiitual dan sosial Orang - - 5 5 4000000 APBD DINSOS - 5 5 4000000 APBD DINSOS
i Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengenis Orang - - 25 25 10200000 APBD DINSOS - - 25 25 10200000 APBD DINSOS
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g Fasiitas) pembuatan Nomor IndUk Kependudukan, Karta Tanda Penduduk, AKia Kelarran, Surat Nikah, dan/atau

any Identitas Anak / Buidi dokumen Orang - - 4 4 1.100.000 APED DINSOS - - 4 4 1100.000 APED DINSOS
° Akses ke layanan pencidikan dan kesehatan dasar | fasiltasi layanan pendicikan dan kesehatan orang - - 6 6 900,000 APBD DINSOS. - - 6 6 900,000 APBD DINSOS.
© Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang - - 4 4 500,000 APBD DINSOS - - 4 4 500,000 APBD DINSOS
1 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang - - 4 4 1100000 APED DINSOS - - 4 4 1100000 APED DINSOS
12 Layanan rjukan Orang - - 4 4 1100000 APED DINSOS - - 4 4 1100000 APED DINSOS

Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana

5) 2023 402 402 105.500.000 APED DINSOS 402 402 105.500.000 APED DINSOS
1 Penyediaan permakanan Orang - - 200 200 8.200000 APBD DINSOS - - 200 200 128200000 APBD DINSOS
2 Penyediaan sandang Orang - - 180 180 69.500.000 APBD DINSOS - - 180 180 69.500.000 APBD DINSOS
3 Penyedaan empal pengungst Unit - B T T APED DINSOS 5 5 T T APED DiNSOS
4 Penanganan khusus bagi kelompok rentan Orang - - 1 1 2000000 APBD DINSOS - - » » 2000000 APBD DINSOS
5 Pelayanan dukungan Psikososial Orang - - o o 4500000 APBD DINSOS - - o o 450,000 APBD DINSOS
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 214 tentang
Pemerintahan Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan
dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam
Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar
memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di

daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematik dan berjenjang mulai
dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya
RENJA PD dan RKA PD. Sistematik ini dimaksud antar-dokumen saling terkait
dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan
mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan
jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka
pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya
berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk
mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan
selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai
dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan

berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam
perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya

tahunan.

2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:

a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan
penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh

Pemerintah Daerah.

b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan,
khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi

pemenuhan kebutuhan dasar.

c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu
pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib

Pelayanan Dasar.

d. Strategi, arah kebijakan dan progam pembangunan daerah, khususnya

dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah
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3.

kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan

dasar.

Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah,
khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan

yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan
dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan

kebutuhan dasar.

Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:

a.

Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan
penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah

dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan

besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk
memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja

tahunan.

Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan
program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan

yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan
dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan

kebutuhan dasar.

. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah

dapat dilakukan pada saat perumusan:

a.

Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan

capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.

. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan

dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam

pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan

Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan

permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan
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S.

dasar.

e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan
dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber
pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan

dasar.

f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan

indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah

dapat dilakukan pada saat perumusan:

a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya

optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan
penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan

dasar.

c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan
dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber
pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan

dasar.

. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penggaggaran Daerah

Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk
sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD,
RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke
dalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai
instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan
RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.

Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:

a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan
program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam

penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.

c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan

penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja
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program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan

APBD.
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BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis
Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga
Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan
pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan
Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan
layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan

evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang
akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk
mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan
maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlansung sesuai
dengan perencaaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan
mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan
program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam
memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman
serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan
informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan

dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian
proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan
penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat
berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi

kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan

kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk
memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan
diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah

diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang
direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan

terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan
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waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan
dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut

berpartisipasi di dalamnya.

3. Penggunaan Sumber Daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan
sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya
dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang
ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak.
Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah

digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.

4. Penyampaian Perkembangan Hasil, pemantuan dilakukan dengan
memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu
memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung
jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan
menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat

pelaksanaan pemantauan.

5. Pelaku Kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah
berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan
apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara
lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan

lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam

mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

a. Ketaatan/compliance, pemantauan menentukan apakah  tindakan
administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur

yang telah ditetapkan.

b. Pemeriksaan/auditing, pemantauan menetapkan apakah sumber dan
layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai

mereka.

c. Laporan/accounting, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu
“menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat

implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.

d. Penjelasan/explanation, pemantauan menghasilkan informasi yang
membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa

antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau

capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi
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rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi
bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang
diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang
dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan

setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten
Karo, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri
yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi
dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau
tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di crosscheck
apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa
yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah
terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah
dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program

dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi

kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara

lain:

1) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak

dalam pelaksanaan SPM?

2) Apakah  kebijakan daerah mendukungatau sebaliknya malah

menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?

3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan

kebijakan atau regulasi di atasnya?
4) Sumber Daya Manusia (SDM)Pelaksana Layanan  Dasar.
Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:

a. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing

bidang SPM?

b. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah
sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM

pada masing-masing kategori tersebut?

c. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk
memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara

calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
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d. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa
yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

b. Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

1)

2)

Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?

Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan
penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah
pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan
pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat
masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi

yang mungkin dilakukan?

Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan
pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa

masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam
menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di
level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan

itu dapat diatasi?

Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah
yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di
level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah

utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

c. Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja

antara lain:

1)

2)

Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan
melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan

bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan,
proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan
pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan

SPM jadi terhambat?

Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa
masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah
satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana

persoalan tersebut dapat diatasi?
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d. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

1)

2)

6)

7)

Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai

untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?

Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola
pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada

pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?

Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara
pariabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap
layanannnya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran
tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM?
perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada

tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?

Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam
melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika
dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan
SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan

dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?

Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh
Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada

warganya?

Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran
nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak

warga yang terlayani?

Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah,
berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh
masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada

masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel

dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

Jenis S Indikato Presentase
No Layana Satuan Targe Realisa . Permasalah
Pelayanan rSPM " Capaian
n t S1 an
Dasar
Dasar
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat
dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan
data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu
kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan,
sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan
untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi
berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran
tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan

penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan
sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin
banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin
membaik. Namun demikian, stakeholder terkait yang paling merasakan dampak
program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan

berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur,
Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi

berbasis web (e-SPM): https://spm.bangda.kemendagri.go.id

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM
dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian
Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan

dalam usaha pemenuhan SPM.

a. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks

Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan

Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM,;
2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

b. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap

Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?

2) Bagaimana SPM diposisikan?

3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM
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4)

S)

yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat

menjawab permasalahan utama SPM?

Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan
Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan,
terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan

pemenuhanSPM?

Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan,

berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam

melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan

menganalisis terfokus terhadap:

1)

Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?

Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan

SPM?

Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk

mengatasi permasalahan tersebut?
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama
diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah
program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih
menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa
dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai

dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar
pada SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo masih rendah yang
diakibatkan kurang memahaminya Perangkat Daerah terkait penerapan SPM
Daerah terhadap pemenuhan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat.
Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan
SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu
layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah

daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2 Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri
59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan

pencapaian SPM di Kabupaten Karo.

2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Karo berkaitan dengan
nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum
pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta

pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

3. Tim penerapan SPM Kabupaten Karo secepatnya mengoordinasikan rencana
aksi daerah yang diprakarsai oleh bagian pemerintahan, guna pemenuhan
SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar

dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.

4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai
dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan
yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: https://spm.bangda.
kemendagri.go.id /pemda/home/login
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5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui
Kerjasama Corporate Social Responsbility (CSR) dan sumber-sumber lain yang

sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat
untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

CORY SRIWATY SEBAYANG
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